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MOTTO 

رًا (٦) رًا(٥) إ ن   مَعَ   ٱلعْسُْر   يسُْ إ ن    مَعَ  ٱلعْسُْر    يسُْ  فَ

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan", "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan." 

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 
0543b/U/1987. 
I. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 

huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 
Tidak 

Dilambangkan 
 - Ba B ب

 - Ta T ت

 Sa Ṥ ث
s (dengan titik di 

atas) 

 - Jim J ج

 Ha Ḣ ح
H (dengan titik di 

atas) 

 - Kha Kh خ
 - Dal D د

 Zal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 
 - Ra R ر

 - Zai Z ز 
 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 Sad Ṣ ص 
s (dengan titik di 

bawah) 

 Dad Ḍ ض 
d (dengan titk di 

bawah) 

 Ta Ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 



 

 

ix 

 Za Ẓ ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 - Ain ع
Koma terbalik ke 

atas 
 - Gain G غ

 - Fa F ف
 - Qof Q ق

 - Kaf K ك
 - Lam L ل

 - Mim M م
 - Nun N ن

 - Wau W و 
 - Ha H ھ

 Hamzah - Apostrof ء
 - Ya Y ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti 

vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah 

atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

 
II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap 

د ة متعد  Ditulis muta‟addidah 

 Ditulis „iddah عدّ ة
 

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis Hikmah حكم ة

 Ditulis Jiyzah جز ية
 
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata 

Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia 
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seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta 

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 Ditulis كرامة الاولیا ء
karāmah al-

auliyā’ 

 
3. Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah dan dammah ditulis t 

 Ditulis zākat al-fitr ز كاة الفطر ي
 

IV. Vokal Pendek       

----------- Fathah Ditulis A 

----------- Kasrah Ditulis -I 
----------- Dhammah Ditulis U 

 
V. Vokal Panjang 

1 Faţḥah + alif Ditulis Ā 
 Ditulis Jāhiliyyah جاھلیة 

2 Faţḥah + ya’ mati Ditulis Ā 
 Ditulis Tansā تنسي 

3 Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 
 Ditulis Karim كریم 

4 
ḍammah + wawu 

mati 
Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض 

 

 
 

VI. Vokal Rangkap 

1 Faţḥah + ya’ mati Ditulis Ai 



 

 

xi 

نكمىب   Ditulis Bainakum 

2 
Faţḥah + wawu 

mati 
Ditulis  

 
 قو ل

 
Ditulis Qaul 

 
VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, 

dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a'antum اانتم
 Ditulis u'iddat اعدت

 Ditulis la'in syakartum لمئن شكرتم
 

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur'ān القرا ن

 Ditulis al-Qiyās القیا س 
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan 

huruf l (el)-nya 

 'Ditulis as-samā السماء
 Ditulis asy-syams الشمس 

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
 Ditulis zawi al-furūd زوى الفروض

 Ditulis ahl al-sunnah اھل السن ة
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ABSTRAK 

Persetubuhan adalah perbuatan biologis yang dapat bernilai 
positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, budaya dan 
agama dan negatif ketika menyimpang dari hal tersebut. Salah satu 
perkara tindak pidana persetubuhan terdapat pada Putusan 
No.175/Pid.Sus./2016/Pn.Dmk. Terdakwa melakukan 
persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Saksi korban tidak 
melakukan penolakan  karena diberi imbalan uang saat diajak oleh 
terdakwa  melakukan persetubuhan atau dianggap suka sama suka. 
Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti tentang  tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri 
Demak 175 / Pid. Susl / 2016 /PN.Dmk dan l tinjauan hukuml 
pidana Islaml terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam 
putusanlpengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomorl 175 / 
Pid. Susl / 2016 /lPN.Dmk.  

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian 
kepustakaan atau Library Research (mencari data dengan cara 
membaca dan menelaah data dari buku-buku) yang sumber datanya 
diperoleh dari Direktori Putusan Negeri Demak 
No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk dan dari buku-buku.Adapun teknik 
pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi 
sedangkan analis datanya menggunakan deskriptif analisis. 

Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa perkara putusan 
Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
persetubuhan maupun unsur- unsur zina. Menurut hukum positif 
maupun hukum pidana islam terdakwa dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai sanksi pidana 
terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan sedangkan dalam 
hukum pidana islam terdakwa di kenai hukuman berupa jarimah 
hudud yaitu 100 kali cambuk dan pengasingan selama setahun 
sedangkan saksi korban tidak dikenai hukuman karena masih 
dibawah umur sesuai dengan ketentuan umur menurut imam 
syafi’i.  
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Kata kunci: Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, Sanksi 
Pidana, Persetubuhan, Anak, Hudud, Zina, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang 

anak sebagai salah satu korban kejahatan persetubuhan anak. 

Seperti halnya perkara pada putusan lNomor : 175 / Pid. Sus l / 

2016 /lPN.Dmk, tentang perkara tindakl pidana persetubuhanl 

yang dilakukan oleh terdakwa Ari dan terdakwa Danang Nur 

Pramudio bin Yatmono (alm) kepada saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah. Pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar 

jam 19.30 wib, saksi korban Putri dan terdakwa Ari datang 

kerumah terdakwa Danang untuk meminjam kamar ruang 

danang sebagai tempat melakukan persetubuhan antara saksi 

korban Putri dan terdakwa Ari, pada saat itu terdakwa Danang 

mempersilahkan terdakwa Ari untuk meminjamkan kamar nya, 

didalam kamar terdakwa Ari melakukan persetubuhanl dengan 

saksil korban Putri, setelah melakukanl persetubuhan denganl 

saksi korban Putri sekitar 15 menit  terdakwa Ari kemudian 

keluar dari kamar, pada saat itu  terdakwa Ari menawari 

tedakwa Danang untuk melakukan persetubuhan dengan saksi 

korban putri dan terdakwa Danang langsung masuk kamar 

untuk melakukan persetubuhanl dengan saksil korban Putri, 

setelah selesai melakukan l persetubuhan denganl saksi korban 

Putri, saksi korban  Putri mendapatkan imbalan uang sebesar  

Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa Danang 

dan saksi koban Putri juga mendapat uang dari terdakwa Ari, 

selanjutnya Putri pulang bersama Ari.  
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Pada akhir bulan Juni 2016 sekitar jam l 14.00 wibl 

terdakwa Danang menjemputl saksi korban Putri dil dekat 

Rumah Putri untuk diajak kerumah Danang dan Putri langsung 

diajak masuk kekamar terdakwa Danang untuk melakukan 

persetubuhan.  

Pada haril Sabtu tanggall 09 Juli 2016 sekitar l jam l11.30 

wib yang masih dalam suasana Idul Fitri, tedakwa Danang 

menghubungi Putri lewat sms/ pesan singkat yang berisi (Bos 

bodo-bodo kok ora dolan neng omahku), yang kemudian 

pesannya dibales oleh saksi korban putri yang berisi ( ya entar 

bos), selanjutnya saksi korban Putri datang kerumah terdakwa 

sekitar jam l 12.00 wib l dan saksi korban l dengan terdakwal 

Danang saling ngobrol dan bermaaf-maafan, disela-sela 

ngobrol timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang, pada saat 

itu juga terdakwa Danang langsung mengajak saksi korban 

Putri untuk masuk kedalam kamar dan saksi korban Putri 

langsung meng iyakan ajakan terdakwa Danang, selanjutnya 

terdakwa Danang dan saksi korban Putri langsung melakukan 

persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi 

korban Putri mendapatkan imbalan berupa uang lRp, 20.000,  l- 

(Dua Puluh l Ribu Rupiah l) dan Saksil Korban Putri diantarkan 

pulang oleh terdakwa Danang.  

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukull 07.00 

wib, terdakwal Danang menghubungi saksil korban Putri 

melaluil pesan singkatl/ SMS yangl berisi (Bos Tak Jemput mau 

gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta), kemudian 

dibalas saksi korban Putri yang berisi (Ya entar saya dijemput 

di depan SD Wonorejo ya), kemudian sekitar l jam 14.00l wib 
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terdakwa l Danang menjempu saksi korban l Putri di depan SD 

wonorejo, setelah terdakwa sampai di lokasi, terdakwa Danang 

langsung membonceng saksi korban Putri untuk diajak 

kerumah terdakwa Danang, pada saat itu saksi korban Putri 

masih memakai seragam sekolah OSIS MTS/SMP, setelah 

saksi korban Putri dan terdakwa Danang sampai dirumah 

terdakwa Danang, kemudian terdakwa Danang berpamitan 

untuk pergi kerja ke Jakarta tetapi saksi korban Putri hanya 

terdiam, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Putri 

untuk masuk kedalam kamar tidur, setelah terdakwa Danang 

dan saksi korban Putri berada didalam kamar tidur, kemudian 

terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Putri, setelah 

selesai melakukan persetubuhan saksi korban Putri diantar 

pulang kerumah oleh terdakwa Danang, pada saat itu saksi 

korban tidak mendapatkan imbalan uang dari terdakwa 

Danang.  

Pada saat saksi Siti Fatimah mencuci pakaian saksi 

korban Putri, saksi Siti Fatimah melihat celana dalam yang 

telah dipakai oleh saksi korban Putri terdapat banyak bercak 

darah. Kemudian saksi Siti Fatimah bertanya kepada saksi 

korban Putri “ Put kamu apa datang bulan?”, terus dijawab 

saksi korban Putri “ saya tidak datang bulan bu” kemudian 

dijawab saksi Siti Fatimah “ lha kok celana dalam kamu ada 

bercak darah?”, pada saat itu saksi korban Putri tidak 

menjawab pertanyaan dari saksi Siti Fatimah. kemudian saksi 

Siti Fatimah mengadu ke saksi Imam Syafi‟i perihal celana 

dalam saksi korban Putri, kemudian saksi Imam Syafi‟i 

menanyakan perihal celana dalam l  ke saksi korban l Putri, pada 
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saat itu saksi korban l Putri langsung menceritakan kejadian 

persetubuhan yang dilakukan bersama terdakwa Danang.  

Selanjutnya saksi Siti Fatimah dan saksi Imam Syafi‟i  

membawa saksi korban kerumah sakit untuk diperiksa secara 

medis, kemudian saksi Imam Syafi’i melaporkan terdakwa 

Danang ke polres Demak  untuk diproses secara hukum.  

Perbuatan terdakwa l tersebut terbuktil memenuhi 

dakwaanl Kesatu sebagaimana l diatur dan l diancam pidanal 

dalam Pasall 81 Ayatl (1) Undang-Undangl RI lNo.35 Tahunl 

2014 l tentangl Perubahan Atas l Undang-Undangl RIl No. 23l 

Tahun l 2002l Tentang Perlindunganl lAnak,   Pasall 81 ayatl (1) 

dan l (2) yangl bunyinya :  

(1) Setiap l orang yangl dengan l sengaja melakukanl kekerasanl 

atau l ancaman kekerasanl memaksa l anak l melakukan 

persetubuhanl dengannya l ataul dengan orangl llain, dipidanal 

dengan pidanal penjara l palingl lama 15 l (limal belasl) tahun 

dan l palingl singkatl 3 (tiga l) tahun dan l denda palingl banyak 

Rp l 300.000.000,00l (tiga ratusl juta rupiah l) dan palingl 

sedikit Rp l 60.000.000,00l (enam puluh l juta rupiah l).   

(2) Ketentuanl pidana sebagaimana l dimaksud dalam l ayat (1l) 

berlaku pula l bagi setiap l orang yangl dengan sengajal 

melakukan tipu l muslihat, serangkaian l kebohongan, ataul 

membujuk anakl melakukan persetubuhan l dengannya ataul 

dengan orangl lain.  

Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum 

perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak 

dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan 

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan 
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membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu 

muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan 

bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari 

pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.1 

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat 

pembedaan dalam proses hukum proses peradilan pidananya. 

Pembedaan inil bertujuan untukl memberikan perlindungan dan 

pengayoman terhadap l anak mengingat sifat dan keadaan 

psikologinya agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh 

jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang 

berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa 

negara.2 

Kejahatan Kesusilaan adalah perbuatan melanggar 

hukum, norma dan adat kebiasaan yang berkaitan tentang seks. 

Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar 

dan salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan 

bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap 

kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar 

atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian 

seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan 

sebagainya.3 .  

_________________ 
1 A. Risma Purnama Dewi dan Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiartha. 

Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi 

Hukum Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License 
2 Wagiati Soebedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama : Bandung. 

2017 . hlm. 27 
3 Romi Asmara & Laila M. Rasyid, Perlindungan Terhadap Anak Perempuan 
korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Hukum FH 

UNRI Vol. 3 No. 2. 2013. hal. 205  
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Persetubuhan adalah perbuatan biologis yang dapat 

bernilai positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, 

budaya dan agama dan negatif ketika menyimpang dari hal 

tersebut.4Persetubuhanl termasuk salah l satu kategoril zina, 

karena l setiap hubunganl seksual yangl dilakukan tanpa l ada 

hubunganl pernikahan yangl sah itu l termasuk zina l baik 

dilakukanl oleh yangl sudah berkeluarga l atau yangl lajang. 

Dalam hukuml pidana lIslam, melakukan persetubuhanl  dengan 

anak  termasuk jarimah (tindak pidana), jarimah menurutl 

Imam All-Mawardi merupakan segala l larangan syarakl 

(melakukan hall-hal yangl dilarang atau l meninggalkan hall-hal 

yangl diwajibkan) yangl diancam denganl hukuman had l atau 

lta’zir.5  

Jarimah Hudud l ialah jarimah l yang diancam l hukuman 

lhadd, yaitu hukumanl yang telah l ditentukan secara l pasti danl 

tegas mengenail macam dan l jumlahnya, serta l bersifat ltetap, 

tidak dapatl dihapus atau l dirubah, dan l menjadi hak l Allah6, 

karena l menyangkut kepentinganl umum (masyarakatl). Jarimah 

had l ada tujuh lv macam, lyaitu: zina, menuduhl zina (qadhaf), 

lpencurian, perampokan atau l penyamunan (hirobahl), 

_________________ 
4 Panca Hutagalung M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus. 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan pada anak (analisis 

terhadap putusan mahkamah agung nomor: 1202 k/pid.sus/2009). USU Law 

Journal, Vol.2.No.2 (September-2014).  
5 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), 219  
6 Yang dimaksud dengan hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnya 

disyari‟atkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara 

khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat 
menggugurkan hukuman (khallaf, 1972, “ Iim al-Usul al-Fiqh, Litaba‟ah wa an-

Nasyr wa at-Tauzi‟, hlm 211)  
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pemberontakan (all-baghy), minum l-minuman kerasl dan 

murtad l (riddah)7. lContohnya, hukuman pezina l gairu muhsanl 

(belum kawin) l diancam hukuman lcambuk 10 l0 kali yangl 

ditetapkan dalam ll QS. An ll-Nur (24 l):2 :  

نْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلدْةٍَ ۖ وَلََ تأَْخُذْكمُ بِهِمَا رَأفَْةٌ فِى   حِدٍ م ِ انِى فٱَجْلدُِوا۟ كُلَّ وََٰ انِيَةُ وَٱلزَّ ٱلزَّ

نَ   وْمِ ٱلْءاَخِرِ ۖ وَلْيَشْهدَ عذَاَبَهُمَا طآَئِفَةٌ م ِ ِ وَٱلْيَ ؤْمِنُونَ بٱِللََّّ ِ إِن كُنتمُْ تُ دِينِ ٱللََّّ

 ْْ  ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuanl yang berzina l dan lakil-laki yangl 

berzina, maka l deralah tiap l-tiap seorang l dari keduanyal 

seratus dalil dera, dan l janganlah belas l kasihan kepadal 

keduanya mencegahl kamu untuk l (menjalankan) agama l Allah, 

jika l kamu beriman kepadal Allah, dan l hari lakhirat, dan 

hendaklahl (pelaksanaan) hukumanl mereka disaksikan l oleh 

sekumpulanl orang-orangl yang lberiman”. QS.An-Nurl (24):2.  

Sedangkan hukumanl pezina muhsan l (sudah kawinl) 

diancam hukuman l cambuk 100 l kali dan l dirajam yangl 

ditetapkan dala lm al-lSunnah,8 dan hukumanl penuduh berzinal 

(qazf) ditetapkan dalaml QS, an l-Nur (24);4.  

تِ   يرَۡمُوۡنَ   الَّذِيۡنَ  وَ  وۡا  لمَۡ   ثمَُّ   الۡمُحۡصَنَٰ وۡہمُۡ  شُہدَاَءَٓ   باِرَۡبَعَۃِ  ياَۡتُ نِيۡنَ   فاَجۡلدُِ   لََ  وَّ   جَلۡدةًَ  ثَمَٰ

وۡا ٓئِکَ  وَ  ْ    اَبدَاً شَہاَدةًَ  لَہمُۡ   تَقۡبلَُ سِقُوۡنَ   ہمُُ   اُولَٰ ْ   الۡفَٰ  

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-

perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak 

mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 

delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian 

_________________ 
7 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung 

Pustaka, 2004), 11.  
8 Muslim, al –Imam Abi al-Husain Musli bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,  

1983, Sahih Muslim, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hlm;1316  
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mereka untuk selamalamanya.Mereka itulah orang-orang 

yang fasik”. QS. An-Nur (24):4  

Jarimah l Ta’zirl ialah jarimah l yang diancam satu l atau 

beberapa l hukuman ta l’zir, yaitu l hukuman yangl bersifat 

pengajaranl dan semacamnya l yang tidak l ditentukan 

hukumannya l dan hukumannyal diserahkan kepadal 

kebijaksanaan penguasal (hakim)9. Misalnya l untuk 

menetapkanl hukuman maka l yang berwenangl adalah badanl 

legislatif (DPRl), sedangkan yangl berwenang untukl 

melaksaankan (mengadilil) adalah pengadilan10  

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan ini 

bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa 

ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya 

peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang 

yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor 

keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, 

nilai- nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, 

tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan 

situs-situs tidak baik bagi anak-anak.11 

Melihat dari perkara tesebur sebaiknya anak harus 

mendapat perlindungan karena anak merupakan bagian dari 

aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga 

dan dilindungi dari segala l bentuk kekerasanl dan kejahatanl 

yang dapatl membahayakan keselamatan l anak dimasa 

_________________ 
9 Audah, „Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyn‟ al-jinai al-Ialami,op cit, hlm 63-64  
10 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih 

Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.   
11 Hardiyanti Astuti. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 

terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU). Jurnal Ilmiah. 

https://risalahmuslim.id/kamus/fasik
https://risalahmuslim.id/kamus/fasik
https://risalahmuslim.id/kamus/fasik
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mendatang. Sesuail dengan tujuan l nasional bangsa l Indonesia 

yangl tertuang dalaml pembukaan Undangl-undang Dasarl 1945 

alenia l 4 yaitu l “melindungi segenap l bangsa dan l seluruh 

tumpah l darah lIndonesia, memajukan kesejahteraan l umum, 

mencerdaskan l kehidupan bangsa l dan ikutl melaksanakan 

ketertibanl dunia”.12  Lebih tepatnya perlindungan anak diatur 

pada  Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat lkemanusiaan, serta mendapatl 

perlindungan daril kekerasan danl diskriminasi”.13  

Berdasarkan Latarl belakang yangl sudah diuraikanl 

diatas, mendorongl penulis untuk l meneliti  tindak pidana 

persetubuhanl anak yang dilakukan oleh pelaku dan tinjauan 

hukum pidana islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak 

dalam putusanl Nomor 175/lPid.Sus/2016l/PN. Dalam Skripsi 

yang berjudul “ Tinjauan l Hukum Pidanal Islam Terhadapl 

Tindak Pidana l Persetubuhan Anak Dalaml Putusan 

Pengadilan l Negeril Demak No: 175l/lPid.Sus/2016/lPN.Dmk l”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

dalam putusan pengadilan Negeri Demak 175 / Pid. Sus l / 

2016 /PN.Dmkl?  

2. Bagaimana l tinjauan hukum l pidana Islam l terhadap tindak 

pidana persetubuhan anak dalam putusan lpengadilan 

_________________ 
12 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV  
13 Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
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Negeri Demak dalam perkara Nomorl 175 / Pid. Sus l / 2016 

/lPN.Dmk?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Menjelaskanl tindak pidana l persetubuhan terhadap 

anak menurut hukuml positif l dalam perkara Nomor 

175 / Pid. Sus l / 2016 /lPN.Dmk 

b. Menjelaskanl bagaimana tinjauan Hukum l Pidanal 

Islam terhadap l putusan l Hakim (Pengadilan l Negeril 

Demak) dalam perkaral Nomorl 175 / Pid. Sus l / 2016 

/llPN.Dmk, tentang tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Diharapkanl penulisan inil dapat memberikanl 

sumbangsi pemikiran l dalam membangunl penegakan 

hukum l di Indonesial terutama masalah l yang 

menyangkutl tindak pidana l kesusilaan terhadapl anak  

b. Untuk l dijadikan bahan l komparasi bagil hakim dalaml 

membuat keputusanl peradilan yangl adil sesuail 

Hukum Islaml  

c. Sebagail sarana bagil penulis untuk l menerapkan ilmul 

yang telah l di peroleh l dengan melihatl kejadian yangl 

terjadi dan l mengaitkannya denganl teori. Bagil 

akademisi, penilitian l ini menjadil bahan literatur luntuk 

kajian l lebih llanjut.  

d. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

terhadap masyarakat supaya bisa mendidik anak lebih 

baik agar tidak melakukan kejahatan.   
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka l memuatl uraian sistematik l tentangl 

penelitian l yang telah l dilakukanl oleh l peneliti sebelumnyal 

(previousl finding l) yang ada l hubunganya l dengan l penelitian 

yangl akan l ldilakukan.14 Diantaranya sebagail berikut :  

Pertama, skripsi yang berjudul ” Tinjauan Yuridisl 

Tindak l Pidana Persetubuhanl Yang l Dilakukanl Dengan 

Kekerasan l Oeh Anak Terhadapl Anak l” ( Studil Kasus 

lNo.10 l/Pid. lSus.Anak2016l/lPN.Sgm ). Penulis: Hartina/ 

Mahasiswa Program l Ilmu Hukum Di Universitas Hasanuddin 

Makassar/ 2018. Dalam l skripsi inil penulis memaparkan 

tentang tindak l pidana persetubuhan yangl dilakukan olehl anak 

terhadap anak. Dalam l kasus ini terdakwal dijatuhi hukuman 

penjara dan denda kepada terdakwa Anak, yaitu penjara 6 

(enam l) tahun dan l denda sebesarl Rp. l100.000.000l,- (seratus 

juta l rupiah l), dengan ketentuanl apabila l denda l tersebut tidakl 

dibayarl maka l diganti dengan l pidanan kurugan selama 4 

(empat) lbulan. Hakim memutus perkara 

lNo.10/lPid.Sus.Anak2016/lPN.Sgm dengan cara 

mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. 

Pertimbangan yuridisnya seperti mempertimbangkan dakwaan 

yang diberikan penuntut umumdan menguraikan pasal yang 

didakwakan setiap unsur , sedangkan pertimbangan non-

yuridis dilihat dari poin keadaanl yang memberatkanl ataupun 

meringankan l terdakwa pada putusan ltersebut.  

_________________ 
14 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1991), hlm. 24  
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Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauanl Hukum Pidanal 

Islam Terhadap l Putusan NO.35 l/Pid.Ss/2015l/PN.Ngwl 

Tentang Tindak l Pidana Membujukl Anak Untuk l Melakukan 

lPersetubuhan”. Penulis : Uvi Fatur Rohmah / Mahasiswa 

Program Studil Hukum Pidana l Islam Di Universitas l Islaml 

Negeri Sunan l Ampell Surabaya Fakultasl Syariah danl Hukum. 

Dalam l skripsi inil penulis memaparkan tentangl tindak pidanal 

membujuk anak dengan cara melakukan tipu l muslihat ataul 

membujuk anak l untuk melakukanl persetubuhan pelaku 

mendapat hukuman ataul sanksi pidana penjaral selama 3l (tiga) 

tahun l dan denda l sebesar lRp. 60.000.000, l l- (enam puluhl jutal 

ribu rupiah l). Sesuail dengan UUl No. 23 l tahun 2002l tentang 

Perlindunganl Anak yaknil pasal 81 l ayat (2 l) yang berbunyil “ 

ketentuan pidana l sebagaimanal dimaksudl dalam ayatl (1l) 

berlaku l pula bagil setiap l orang l yang denganl sengajal 

melakukan l tipu lmuslihat, serangkaian l kebohonganl atau 

membujukl anak l melakukan l persetubuhan dengannyal ataul 

denganl orang llain. Dalam hukum l Islam tujuanl menjatuhkan 

hukuman l ialah membrantas l perbuatan jarimah danl melindungi 

masyarakatl dari keburukanl-keburukannya.  

Ketiga, skripsil yang berjudull “Tindak Pidana 

Persetubuhan Anak l Dibawah Umur Menurutl Hukum Positifl 

dan Hukuml Islaml (Studi Kasus l Putusan l Nol 

28/Pid.SusAnak/2019/PN Jbg )”. Penulis: Fidia Ratna 

Maharani/ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Pesantren KH.Abdul Chalim 

Mojokerto 2020. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tindak 

pidana bersetubuhan dalam hukum positif, pelaku dikenakan 
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hukuman penjara paling lama sembilan bulan sesuai dengen 

pasal  284 KUHP. Penjelasan Pasal 284 KUHP sebagai 

berikut:  

1. Diancam l dengan pidana l penjara palingl lama sembilanl 

bulan  

a. Seorangl pria yangl telah kawin l yang melakukanl 

mukah (overspell) padahal diketahuil bahwa pasall 27 

BWl berlaku lbaginya:  

b. Seorangl wanita yangl telah kawin l yang melakukanl 

mukah.  

c. Seorangl pria yangl turut serta l melakukan perbuatanl 

itu, padahall diketahuinya bahwal yang turutl bersalah 

telah l kawin.  

d. Seorangl wanita yangl telah kawin l yang turutl serta 

melakukanl perbuatan litu, padahal diketahuil olehnya 

bahwa l yang turutl bersalah telah l kawin dan l pasal 27l 

BW berlaku l lbaginya.  

2. Tidak l dilakukanl penuntutanl melainkan atas l pengaduanl 

suamil/isteri yangl ltercemar, dan l bilamana bagil merekal 

berlaku l pasal 27 l BW, dalam l tenggang waktu l tiga bulanl 

diikuti dengan l permintaan bercerail atau pidah l meja ataul 

ranjang karena l alasan itu l juga.  

3. Terhadapl pengaduan inil tidak berlaku l pasal l72, pasal l73, 

pasal 75 l KUHPl  

4. Pengaduanl dapatl ditarik l kembali selama l pemeriksaanl 

dalam l sidang pengadilanl beluml ldimulai.  

5. Jika l bagil suamil isteri berlaku l pasall 27 l BW, pengaduanl 

tidak diindahkanl selama perkawinanl belum diputuskanl 
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karena perceraianl atau sebelum l putusan yangl menyatakan 

pisah l meja ataul ranjang menjadil tetap.  

Sedangkanl dalam hukum l pidana lislam, pelaku 

persetubuhan dikenakanl hukuman jarimah zina ghoiru muhson 

yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah dikenakan 

hukuman 100l kali dera l dan diasingkanl selama satu ltahun. 

Keempat, jurnal ini yang berjudul “Tinjauan l Yuridis 

Tindak l Pidana Persetubuhan l Dengan lKekerasan, Ancaman 

lKekerasan, dan Tipul Muslihat Terhadap Anak l (Studi Putusanl 

No.74 l/Pid.Susl/2018/lPN.Mrs)”. Penulis: Andi Mahfud l Arya 

lWardana, Jumadi, St. Nurjannah Universitas Islam l Negeri 

Alauddin l Makassar. Dalam l Jurnal ini penulis memaparkan 

kondisi saat ini kejahatan terhadap anak sangat meningkat 

terutama kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan terhadap 

anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia 

misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-

Undangl No. 35 l Tahun l2014. Terkait dengan kasus 

persetubuhan terhadap l anak pada studil putusan 

lNo.74/lPid.Sus/2018l/PN/lMrs. Pelaku atau terdakwa didakwal 

melanggar Pasall 81 Ayatl (3) lJo.Pasall 76 l D UUl RIl No.17l 

tahun l 2016 perubahanl kedua atas l Undangl-Undang UUl RI 

lNo.23 Tahun l 2002 Tentangl Perlindungan Anakl yang unsurl-

unsurnya sebagail berikut :   

1. Setiap l orang;   

2. Melakukanl kekerasan atau l ancaman kekerasan l memaksa 

anak l melakukan persetubuhanl dengannya atau l orang llain;   

3. Yangl dilakukan oleh l orangl ltua,wali,pengasuhl lanak, 

pendidikl atau tenaga l kependidikan. 
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Kelima, jurnal yangl berjudul “Tindak Pidana 

Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Sawahlunto)”. Penulis: Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira 

Citra, Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas Padang. 

Dalam jurnal ini penulis memaparkan pertimbangan hukum 

majelis hakim dalam memutuskan amar perkara ini harus 

diperketat agar tetap mengedapankan keadilan hak- hak 

seorang  anak  sebagai  korban  dari  persetubuhan yang 

bertujuan memberikan efekl jera terhadap pelaku l tindak pidanal 

persetubuhan.15 

Dari beberapal koleksi literatur skripsi dan jurnal yang 

membahas tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

merupakan salah l satu tema l menarik untuk l dibahas, namunl 

dari pembahasanl yang lada, masih sedikitl pembahasan tentang 

pertanggungjawabanl pidana dalam l perspektif kitab undangl-

undang hukuml pidana dan hukuml pidana islam, makal dari itul 

penulis merasa l tertarik untuk l melakukanl penelitian l dalam 

bentuk l skripsil ini 

E. Metode Penelitianl  

_________________ 
15 Sry Wahyuni,Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak dibawah umur ditinjau dari undang - undang nomor 35 

tahun 2014 tentang perlindungan anak ( Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Sawahlunto).Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2Tahun 2017 

ISSN : 1907-5820 
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Metode l penelitian l adalahl cara yangl digunakan penelitil 

dalam mengumpulkan l informasi ataul data lpenelitiannya, agar 

dalam l penyususnan skripsil ini mencapail hasil yangl maksimal, 

metode l yang digunakanl dalam penulisan l ini antara l lain:  

1. Jenis Penelitian   

Jenisl penelitian l yangl digunakan dalaml penelitian 

inil adalah l kajian pustaka (library l researc), yaitu l metode 

penelitian l yangl digunakan untuk l mencari data l denganl 

membaca dan l menelaahl sumber tertulis l yang menjadil 

bahan dalam l penyusunan dan l pembahasan denganl 

penelitian lpustaka, data data l dari buku l-buku, makalahl-

makalah ilmiah l dan artikell yang selaras l dengan objekl 

penelitian mengenai Tinjauan Hukum l Pidana Islaml 

Terhadap Tindak l Pidana Persetubuhan l Anak Nomorl 

175/Pid.Sus l/2016/lPN.Dmk.  

2. Metode Pendekatan  

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah 

yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kitab 

undang-undang hukum pidana, dan hukum islam. 

Sedangkan Pendekatan lNormatif, yaitu pendekatanl 

terhadap suatu l masalah yangl didasarkan atas l Hukum 

lIslam, baik berasall daril nash All-Qurl‟an, lhadits, kaidahl-

kaidah usull fiqih maupunl pendapat paral ulama serta l dalil-

dalill yang berkaitan l dengan masalah l ini yaitu l tentang 

tinjauan hukum l pidana islam l terhadap tindak l pidana 

persetubuhanl anak ini bertujuan untuk memberi informasi 
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kepada masyarakat agar bisa lebih memberi perhatian 

kepada anak agar tidak salah dalam pergaulan. 

3. Sumber Data  

Sumberl data l yangl digunakan penulis l dalaml 

penelitian l ini terdiril ldari :   

a. Sumberl primerl adalah sumberl data l yangl diperoleh 

secara l langsungl daril obyek lpenelitian. yaitul direktoril 

putusan Pengadilanl Negeril Demak Nomorl 175 / Pid. 

Susl / 2016 /PN. Dmk tentangl putusan mengenail 

perkara dalam l tindak pidana l persetubuhan terhadapl 

anak.  

b. Sumberl data sekunderl yang dil peroleh dalaml 

penelitian inil yaitu denganl melakukan kajian l pustaka 

yangl berupa karya l ilmiah, ljurnal, buku buku l/kitab 

lliterature, ensiklopedi, dan l berbagai tulisan l yang 

relevan l dengan Skripsil yang akanl dibahas.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik l pengumpulanl data l menurut skripsil inil 

lmeliputi:   

a. Teknik l ldokumentasi, yaitu l teknik mencaril datal 

dengan l cara membacal dan l menelaahl data dalam l hall 

inil Direktori Putusan l Pengadilan l Negeril Demak 

Nomor 175 / lPid. Sus / 2016 /lPN.Dmk. Teknik inil 

digunakan untuk l memperoleh data l tentang dasarl 

hakim tentangl putusan kasus l tindak pidanl 

persetubuhan terhadapl anak.  

b. Teknik l pustaka, yaitu l teknik menggalil data denganl 

cara menelaah l buku-bukul dan literaturl-literatur. 



18 

 

 

Teknik l ini digunakan l untuk memperolehl data teoril 

tentang tindak l pidana denganl  membujuk anakl  untuk 

melakukanl persetubuhan   

5. Analisis Data  

Analisisl data l merupakan upaya l mencaril danl 

menata secara l sistematisl catatan l dokumen untukl 

meningkatkanl pemahaman penelitianl tentangl kasusl yang 

ditelitil dan l menyajikannya sebagail ltemuan.16 Teknik 

analisisl data yang penulis gunakan adalah analisisl 

deskriptif analitik, yaitu l penelitian yangl bermaksud untuk 

membuatl deskripsi mengenail situasisituasi ataul kejadian-

lkejadian.17 Setelah data l diperoleh selanjutnyal akan 

dianalisisl dengan teknik analisis l deskriptif analitik. 

Analisisl Deskriptifl digunakanl untuk mendiskripsikanl 

perkara l Nomor 175 / lPid. Sus / 2016 /lPN.Dmk di 

pengadilanl Negeri Demak, yangl kemudian diuraikanl 

dalam l sebuah lnarasi, kemudian l diperhatikanl sisi-sisil datal 

yang harus l atau l memangl memerlukan analisis l lebihl 

llanjut.18 Dalam hal ini penulis menganalisis tentang 

hukuman pelaku persetubuhan terhadap anak dalam l 

Putusan Pengadilan l Negeri Demak Nomorl 

175/Pid.Sus l/2016/PN.Dmk. 

F. Sistematika Penulisan  

_________________ 
16 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1996, h. 104 
17 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. 

XI, h. 18 
18 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1996, hlm. 68 
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Di dalam l penulisan skripsil ini untuk l mempermudah 

pembahasan l dan  memperoleh gambaran, makal akan penulisl 

sampaikan sistematika l penulisan skripsil ini secara l global yangl 

sesuai dengan l petunjuk penulisan l skripsi, yaitu terdiri daril 

lima bab l sebagai lberikut:   

Bab l Pertama: berisi tentang pendahuluan. Dalaml bab 

inil penulis kemukakan l mengenai latarl belakang lmasalah, 

pokok lpermasalahan, tujuan penulisanl skripsi, ltelaahpustaka, 

metode penelitian l skripsi danl sistematika penulisanl skripsi.  

Bab l Kedua: berisil tentang landasanl teori yangl akan 

memaparkan l tentang tinjauan l umum l tindak l pidana 

persetubuhan dalam hukuml positif danl  hukum l pidanal islam. 

Bab l Ketiga: berisil tentang deskripsi perkara dalam 

direktori Putusan pengadilan l Negeri Demak dalam perkaral 

Nomor 175/lPid.Sus/2016/lPN.Dmk. 

Bab l Keempat: berisil tentang tinjauan Hukum l Pidana 

Islam l terhadap tindak l pidana persetubuhanl anak dibawah 

dalam l putusan Hakim{Pengadilanl Negeri Demak l) dalam 

perkara l Nomor 175/Pid.Sus l/2016/PN.  lDmk. 

Bab Kelima: Bab lpenutup. Pada bab l ini penulisl akan 

menarik l kesimpulan dan l saran mengenail apa yangl diambil 

dalam l penelitian lpenulis. 
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BAB II 

TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

A. Tinjauan dalam Perspektif Hukum Positif 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah l tindak pidana adalah dimaksudkan l sebagai 

dalam l bahasa Indonesial untuk istilah l bahasa Belandal 

“Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk l terjemahan itu l dalam 

bahasa l Indonesia disampingl istilah “Tindak Pidana” jugal 

dipakai danl beredar istilahl lain baikl dalam buku l ataupun dala 

peraturan tertulis l yang penulis l jumpai antaral lain:  

a. Perbuatan yangl dapat dihukum  

b. Perbuatan l yang bolehl dihukum  

c. Peristiwa pidanal 

d. Pelanggaran pidanal  

e. Perbuatan lpidana.19 

Berikut pandangan l beberapa ahlil hukum pidanal terkait 

istilah l dari “strafbaarfeitl”: 

a. D.Simonsl 

Merumuskan Strafbaarl feit adalahl “suatu tindakanl 

melanggar hukuml yang denganl sengaja telah l dilakukan 

oleh l seorang yangl dapat dipertanggungjawabkanl atas 

ltindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”20. 

_________________ 
19 1E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187 
20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.72 
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Menurut D.Simons Strafbaar feit ialah: “een strafbaar 

gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande 

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. 

Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah: 

1) Perbuatan manusia (positief atau negatief; berbuat 

atau tidak berbuat atau membiarkan), 

2) Diancam dengan pidana ( Stratbaar gesteld) 

3) Melawan hukum (onrechtmatig), 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband 

staand), 

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

(toerekeningsvatbaar persoon). 

Simons menyebut adanya unsur l objektif ialah l  

1) Perbuatan l lorang, 

2) Akibatl yangl kelihatan daril perbuata l litu, 

3) Mungkin l ada l keadaan tertentu l yangl menyertail 

perbuatan itu l sepertil dalam l Pasal 281 l KUHPl sifatl 

“openbaar” atau l “di muka umum”. 

Segi subjektifl dari strafbaarl feit: 

1) Orangl yangl mampu lbertanggungjawab. 

2) Adanya l kesalahan l (dolusl atau culpa l). Perbuatanl 

harusl dilakukan denganl lkesalahan. 

3) Kesalahan inil dapat berhubungan l dengan akibatl dari 

perbuatanl atau dengan l keadaan –keadaanl mana 

perbuatanl itu dilakukan. 

Dalam memberikanl suatu penjelasanl mengenai 

hukum l positif dengan l menggunakan pendapatl-pendapat 

secara l teoritis sangatlahl berbahaya. Dalam l pendapat yangl 
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diberikan Simons l tentang pengertianl dari strafbaar l feit 

tersebutl bersifat khusus l karena hanya l spesifik 

menyebutkanl bahwa suatu l tindakan hanya l dapat 

dipertanggungjawabkanl apabila dilakukanl dengan 

lsengaja.  

Berbeda yangl sebutkan oleh l Pompe, menurutl 

Pompe perkataanl “strafbaar feitl” itu secara l teoritis dapatl 

dirumuskan sebagail “suatu pelanggaranl norma 

(ganggungan l terhadap tertib l hukum) yangl dengan sengajal 

ataupun tidak l dengan sengaja l telah dilakukan l oleh 

seorangl pelaku, dimanal penjatuhan hukuman l terhadap 

pelaku l tersebut adalah l perlu demil terpelihanya tertibl 

hukum dan l terjaminnya kepentinganl umum”.21 

b. Pompe l  

Menurutl Pompe strafbaar l feitl merupakan suatul 

pelanggaran l norma l yang tidak l hanyal dilakukan l dengan 

sengaja l tetapil dapatl juga dilakukanl denganl tidak l sengaja 

atau l perbuatan yangl bersifat melawanl hukum, dilakukanl 

dengan kesalahanl dan diancam l pidana. Sebagail contoh 

pelanggaran l norma yangl dilakukan dengan l sengaja 

dirumuskanl dalam Pasall 338 KUHPl yaitu “Barangsiapal 

dengan sengaja l menghilangkan nyawal orang llain, karena 

bersalahnya l telah melakukanl pembunuhan dihukuml 

dengan hukumanl penjara selama l-lamanya lima l belas 

tahun l”. Tidak semua l pembunuhan dilakukanl dengan 

lsengaja. Dapat dilihatl pada Pasall 359 KUHPl yaitu karenal 

_________________ 
21 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, 

Bandung. 1997, hlm.182 
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salahnya menyebabkanl matinya lorang. Dikatakan 

selanjutnya l oleh lPompe, bahwa menurutl hukum lpositif, 

suatu “strafbaar l feit” itu l sebenarnya adalah l tidak lainl 

daripada suatu l tindakan yangl dapat ldihukum.22 Dalam 

hukum l positif pompe l berpendapat sifat melawanl hukum 

(wederrechtelijkheidl) dan kesalahanl (schuld) bukanlahl 

sifat mutlak l untuk adanyal tindak pidanal (strafbaar feitl). 

Untuk penjatuhanl pidana tidak l cukup dengan l adanya 

tindak l pidana, akan l tetapi disamping itu l hars ada orangl 

yang dapatl dipidana. Orangl ini tidak l ada, jika l tidak adal 

sifat melawanl hukum atau l kesalahan.  

c. Moeljatno l 

Selain l apa yangl dikemukakan oleh l para ahlil di 

lEropa, pengertian “strafbaar l feit” dikemukakan l juga 

oleh l sarjana-sarjanal Indonesia. Sepertil pendapat yangl 

dikemukakan oleh l Moeljatno.Moeljatnol berpendapat 

lbahwa, setelah memilih l “perbuatan pidana l” sebagai 

terjemahanl dari “strafbaar l feit”, beliau l memberikan 

perumusanl (pembatasan) sebagail perbuatan yangl dilarang 

dan l diancam dengan l pidana barangsiapal melanggarl 

larangan tersebutl dan perbuatanl itu harusl pula betull-betul 

dirasakanl masyarakat sebagail perbuatan yangl tak bolehl 

atau menghambatl akan terciptanyal tata pergaulanl 

masyarakat yangl dicita-citakan l oleh masyarakatl itu.23 

_________________ 
22 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, 

Bandung. 1997, hlm. 184 
23 S.R. Sianturi,Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, 

Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petehaem,Jakarta,1988. hlm.208 
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Dalam pidato dies natalis Moeljatno memberi arti 

kepada l “perbutan pidana” sebagai l perbuatan yangl 

dilarang dan diancam dengan l pidana, barangsiapal 

melanggar larangan l ltersebut”. Untuk adanyal perbuatanl 

pidana l harus ada l unsurl-lunsur: 

1) Perbuatan l (manusial) 

2) Yangl memenuhil rumusan l dalam undangl-undangl (inil 

merupakan syaratl formill), danl 

3) Bersifatl melawan l huum (inil merupakan syaratl 

materiil). 

Syarat formill itu harusl ada, karena l adanya asasl 

legalitas yangl tersimpul dalam l pasal 1 l KUHP. Syaratl 

materiil itu l harus pula l ada, karena perbuatan l itu harusl 

pula betull-betul dirasakan l oleh masyarakatl sebagai 

perbuatanl yang tak l boleh atau l tak patutl dilakukan, oleh 

karena l bertentangan dengan l atau menghambatl akan 

tercapainya l tata dalam l pergaulan masyarakatl yang dicital-

citakan oleh l masyarakat litu. Moeljatno berpendapat 

bahwa kesalahan l dan kemampuanl bertanggungjawab dari 

sipembuatl tidak masuk l sebagai unsurl perbuatan lpidana, 

karena hall-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. 

Jadi untk memungkinkan adanya l pemidanaan secaral 

wajar, apabila l diikuti pendirian l Prof. Moejatno, makal 

tidak cukup l apabila seseorangl itu telah l melakukan 

perbuatanl pidana lbelaka; disamping itu l pada orangl 

tersebut harus l ada kesalahanl dan kemampuanl 

bertanggungjawab. 
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 Catatan: disamping adanya persamaan antara 

pandangan Pompe dan Moeljatno terdapat pula perbedaan, 

ialah bahwa unsur “sifat melawan hukum” bagi Moeljatno 

adalah syarat yang mutlak yang tidak dapat ditinggalkan 

untuk adanya perbuatan pidana sedang pompe tidak 

memandangnya sebagai demikian. Memang menurut 

Pompe unsur itu diperlukan untuk adanya pemidanaan. 

d. Van Hamel 

Strafbaar feit adalah een wettelijk omschreven 

menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en 

aan schuld te wijten”. Van hamel merumuskan 

strafbaarfeit sebagai kelakuan orang (menselijke 

gedraging)) yang diruuskkan dalam wet, yang bersfat 

melawan hukum, yang patut dipidana (straafwaardig0 dan 

dilakukan dengan kesalahnn. 

Jadil unsur-lunsurnya: 

1) Perbuatan l manusia yangl dirumuskan dalaml undang-

lundang, 

2) Melawan l hukum 

3) Dilakukanl dengan kesalahan l dan 

4) Patutl dipidana 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Doktrin l menyatakan unsurl-unsurl tindakl pidana adalahl 

unsurl objektif danl unsur subjektifl yaitu:24 

a. Unsur objektifl 

Unsur-unsurl perbuatan pidana l yang berhubunganl 

dengan keadaan l tindakan daril si lpelaku, atau dapatl 

_________________ 
24 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm 9. 
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dikatakan sebagail unsur-unsurl dari luarl diri sil pelaku. 

Unsurl objektif terdiril atas:25 

1) Perbuatan manusial 

Perbuatan l manusia adalahl mengenai apa l yang 

ldilakukan, apa yangl diucapakan, dan bagaimanal 

sikapnga terhadap suatu l hal atau l kejadian.26 

Perbuatan l harus memilikil hubungan kausall antara 

perbuatan dan l kesalahan, sehingga l dapat dijadikanl 

pemidanaan. Perbuatanl dalam hukuml pidana dibagi 

dua l jenis, lyaitu :27 

a) Perbuatan secara l aktif (delik l komisi) 

Terjadi ketika l seseorang telah l secara 

sengaja l melakukan suatu l perbuatan tertentul dan 

orangl itu mengetahuil bahwa perbuatannyal 

tersebut dilarangl oleh undangl-undang (KUHPl) 

dan terhadapl pelanggarannya diancam denganl 

pidana. lContohnya: Seorang ibu l yang memilikil 

bayi tidak l memberikan makan l kepada bayinyal 

sehingga bayil tersebut meninggall dunia 

dikarenakan l kelaparan, maka l si ibu l dapat 

dipersalahkanl melakukan pembunuhan l seperti 

yangl terdapat pada l pasal 338 l KUHP. 

b) Perbuatan secara l pasif (delikl ommisi)  

_________________ 
25 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm 29. 
26 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 
Grafika.2005) hlm 31. 
27 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 59 
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Terjadil apabila seseorangl tidak melakukanl 

suatu perbuatan l tertentu yangl wajib 

ldilakukannya, sehingga suatu l peristiwa dapatl 

terjadi apabila l perbuatan tertentul itu ldilakukan. 

Contohnya, Pasall 522 KUHPl yaitu tidakl 

menghadap sebagail saksi dimuka lpengadilan.  

2) Akibat (resultl) perbuatan manusila 

Bahwa untukl tindak pidana l sebgai unsur pokokl 

harus ada l suatu akibatl tertentu daril perbuatan sil 

pelaku berupa l kerugian atas l kepentingan orangl llain, 

menandakan keharusanl ada l hubungan l sebab-akibatl 

(causaall vervandl) antara perbuatan l sil pelakul dan 

kerugian l kepentinganl tertentu28 Kausalitasl disebut 

juga l sebagai hubunganl sebab lakibat, dimana setiapl 

akibat yangl muncul harus l ditentuksan sebab daril 

akibat ltersebut, yakni sebabl yang memilikil hubungan 

kausall dengan lakibat. Sehingga bisa l dimintau 

pertanggungjawban pada sil pelaku. Menurutl Andi 

Hamzah l bahwa setiap l kejadian alam l maupun 

kejadian l sosial tidaklahl terlepas daril rangkaian sebabl 

akibat, peristuwa alam l maupun sosiall yang terjadil 

adalah rangkaianl akibat daril peristiwa lain l maupun 

sosiall yang llain, demikian lseterusnya, yang satul 

mempengaruhi yangl lain, sehingga l merupakab 

rangkaian sebab l akibat. Jafi hubunganl kausal yangl 

ada, yangl saling terkaitl dan salingl mempengaruhi 

_________________ 
28 Wirjono Prodjodikoro.  Asas-asas Hukum Pidana di 

Indonesia.(Bandung:Refika Aditama. 2004) hlm.61 
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itulah l yang disebutl dengan kausalitas l atau hubunganl 

sebab akibat29.  

3) Waktu, lTempat, dan lKeadaan.30 

Ketika l seseorang melakukan l suatu tindakanl 

berdasarkan atas l kehendaknya danl dapat merugikanl 

kepentingan umum l atau masyarakatl termasuk jugal 

terhadap kepentinganl umum atau l masyarakat 

termasuk l juga daril perseorangan, lebih l lengkap 

kiranya l apabila tindakanl tersebut terjadil pada suatul 

tempat, waktu l dan keadaanl yang lditentukan. 

Berdasarkan sudutl pandang waktu l tersebut masihl 

dirasakan, sebagail suatu tindakanl yang perlul diancam 

dengan l pidana. Berdasarkanl sudut lkeadaan, tindakan 

itu l harus terjadil pada suatu l keadaan dil mana suatul 

tindakan itu l dipandang sebagail tindakan ltercela. 

Hal  tersebutl yang kemudianl dirumuskan sebagail 

pengertian tindakanl pada lwaktu, tempat, danl keadaan 

tertentu l yang dilarangl dan diancaml dengan pidanal 

oleh Undangl-Undang. Bersifatl melawan hukuml serta 

dengan l kesalahan dilakukan l oleh seseorangl yang 

mampu l bertanggungjawab.  

Pada l umumnya, keadaanl tersebut dibedakanl 

antara llain: 

a) Keadaanl pada saatl perbuatan ldilakukan. 

_________________ 
29 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana.(Bandung:Refika Aditama. 2005) 

hlm. 208 
30 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana.(Bandung:Refika Aditama. 2005) 

hlm. 208 
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Hal inil merupakan keadaan l yang menyertail 

suatu perbuatan l pada saatl dilakukan. Misalnyal 

Pasal 285 l KUHP “barangl siapa denganl 

kekerasan atau l dengan ancamanl kekerasan 

memaksa l orang perempuan l bersetubuh, denganl 

dia dil luar lperkawinan, dihukum karenal 

melakukan pemerkosaanl sdengan hukumanl 

penjara selamal-lamanya dual belas ltahun”.31 

b) Keadaan setelah l perbuatan ldilakukan. 

Keadaanl sesudah perbuatan l dilakukan 

disebutl sebagai syaratl penyertaan untuk l membuat 

seorangl pelaku menjadil dapat ldihukum. 

Misalnya, Pasall 531 KUHPl dan yangl menjadi 

syaratl pada Pasall disini ialah l bahwa yangl tidak 

ditolongl kemudian lmeninggal.32 

4) Sifat dapatl dihukum danl sifat melawan l hukum  

Sifat dapatl dihukum berkenaanl dengan alasanl- 

alasan yangl membebaskan sil pelaku daril hukuman. 

Sifatl melawan hukum l adalah perbuatanl itu 

bertentangan l dengan lhukum, yakni berkenaanl dengan 

larangan l atau lperintah. Salah satu l unsur daril kedua 

unsurl tersebut tudak dibuktikanl dapat menyebabkanl 

terdakwa dibebaskanl oleh lpengadilan.33 

_________________ 
31 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm.74 
32 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm.76 
33 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm.76 
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Sifat melawan l hukum dibagil menjadi dua, 

yaitu34 

a) Sifat melawanl hukum formill 

Sifatl melawan hukum formill yaitu apabilal 

suatu perbuatanl telah mencocokil larangan 

undangl-undang, maka l disitu ada l kekeliruan. 

Letak l melawan hukumnya l perbuatan sudahl 

nyata, daril sifat melanggarnyal ketentuan undangl-

undang, kecualil jika termasukl pengecualian yangl 

telah ditentukqn oleh l undang-lundang. Bagi 

mereka l ini melawan l hukum bearti melawab 

undang-undangl sebab hukuml adalah undangl-

undang.  

b) Sifatl melawanl hukum materiill 

Sifatl melawan hukum l materiil yaitul belum 

tentu l kalau semua l perbuatan yangl memenuhi 

larangan l undang-undangl bersifat melawanl 

hukum, karenal yang dinamakan l hukum bukanlahl 

undang-undangl saja, disampingl undang-undangl 

(hukum yangl tertulis)35. Berdasarkan l pengertian 

diatasl sifat melawan l hukum dibedakan menjadil 2 

lfungsi, yaitu: 

(1) Fungsil negatif, yaitu l mengakui kemungkinanl 

adanya hall-hal diluarl undang-undangl yang 

dapatl menghapus sifatl melawan hukum l dari 

suatu l perbuatan kareba tidak l memenuhi, 

_________________ 
34 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 140. 
35 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 141. 
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rumusan l undang-undang36. Hall tersebut 

sebagail alasan penghapus l undang-undangl 

(2) Fungsi lpositif, yaitu mengakuil bahwa suatul 

perbuatan telah l merupakan tindak l pidana 

meskipunl tidak dianxam l pidana dalaml 

undang-lundang, apabila bertentanganl dengan 

hukum l atau aturan l-aturan  yangl ada diluar 

undangl-undang37. 

b. Unsur Subyektifl 

Unsur subyektifl yaitu unsurl yang melekatl didalam 

diril pelaku, yangl termasuk didalamnya l yaitu segalal 

sesuatu yangl terkandung didalam l batin ataul hati sipelakul 

tindak lpidana. 

Unsur-unsurl subyektif daril suatu tindak l pidana 

lmeliputi:  

1) Mampu l bertanggung jawabl 

Bahwasanya yang menjadil subyek tindakl 

pidana itu l adalah lmanusia, sesuai denganl penjelasan 

(lM.v.Tl) terhadap Pasall 59 lKUHP, yang berbunyil 

"suatu tindak l pidana hanya l dapat dilakukanl oleh 

manusia38, jika l pelaku adalahl sebuah llembaga, maka 

objek l tindak pidananya l tetap kepada l manusianya, 

yaitu l orang yangl bertanggung jawab l atas lembagal 

tersebut atau l pimpinannya39. Orang yang dianggapl 

_________________ 
36 Fitrotin Jamilah.KUHP. (Jakarta:Dunia Cerdas.2014). hlm.39 
37 Fitrotin Jamilah.KUHP. (Jakarta:Dunia Cerdas.2014). hlm.39 
38 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 
Grafika.2005) hlm.47 
39 Fitrotin Jamilah.KUHP. (Jakarta:Dunia Cerdas.2014). hlm.48 
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sebagai subyekl dalam tindak l pidana adalahl manusia 

"naturlijke l personen", sedangkanl yang diluarl dari 

subyek l atau manusia l sepertu hewan danl badan hukuml 

tidak dianggap l sebagai lsubyek. 

Menurutl Prof lMoeljatno, ialah40:  

Kemampuanl bertanggungjawab diterangkan 

sebagail keadaan batin l yang normall dan lsehat. 

Seorang mampu l bertanggungjawab l jika jiwanyal 

lsehat, yaitu l apabila: 

a) Ial mampu l untuk mengetahuil atau l menyadaril 

bahwa perbuatannyal bertentanganl denganl 

hukum. 

b) Ial dapatl menentukan l kehendaknya sesuail denganl 

kesadaran l tersebut. 

Untuk l adanya kemampuanl bertanggungjawab 

harusl memiliki41:  

a) Kemampuanl untuk l membeda l-bedakan antaral 

perbuatanl yangl baik dan l yangl lburuk, yang sesuail 

hukuk dan yangl melawan. Inil merupakan faktorl 

akal (intelektuall faktor) yaitu l dapat membedal-

bedakan antara l perbuatan yangl diperbolehkan 

dan l yang ltidak.  

b) Kemampuan untuk menentukanl kehendaknya 

menurutl keinsyafan tentangl baik dan l buruknya 

perbuatanl tadi. Inil merupakan faktorl perasaaan 

atau kehendak l (volutional factor) yaitu l dapat 

_________________ 
40 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 179. 
41 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 166.. 
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menyesuaikanl tingkah lakunya l dengan 

keinsyafan l atas nama l yang diperbolehkan danl 

mana yangl tidak.  

2) Adanya kesalahanl 

Arti daril kesalahan secara l umum ialahl 

menyatakan hall yang ltercela, tidak lbenar, melakukan 

perbuatanl yang tidak l benar dan l sebagainya42. 

Menurut Simons l bahwa kesalahan l (schuld) adalahl 

keadaan psikis l pelaku dan l hubungannya dengam 

perbuatanl yang dilakukanl yang sedemikianl rupa, 

sehungga berdasarkanl keadaan psikis l tersebut pelakul 

dapat dicela l atas perbuatannya43. Kesalahanl terdiri 

ldari:  

a) Kesengajaan (opzetl) 

Berdasarkan KUHPl tidak ada l sama sekalil 

tentang artil dari lkesengajaan. Dalam Memoriel 

van Toelichting l (Mvt) WvSl Belanda ada l sedikit 

keteranganl mengenai kesengajaanl ini, yangl 

menyatakan pada l umumnya hendaknyal 

dijatuhkan hanya l pada barangsiapal melakukan 

perbuatanl yang ldilarang, dengan dikehendakil dan 

diketahui44. Dalam l hal inil mendapatkan hukumanl 

pidana adalah l orang yangl dengan sengajal 

melakukan perbuatan l pidana. Terdapatl teori 

mengenail kesengajaan, lyaitu:  

_________________ 
42 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 158. 
43 Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis  di 
Indonesia.(Jakarta:Rajawali Pers.2013). 
44 Moeljatno . Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 185 
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(1) Teori kehendak l (Wilstheori) 

Kesengajaanl adalah kehendakl 

membuat suatu l tindakan dan l kehendak 

menimbulkan l suatu akibatl dari tindakanl itu. 

Akibatl dikehendaki apabila l akibat itul 

menjadi maksudl dari tindakanl itu. lContoh : A 

mengarahkanl pistol ke l B, lalu l A menembakl 

mati lB, A adalah l sengaja apabila l A benarl- 

benar menghendakil kematian lB.45  

(2) Teoril  membayangkan (Voorstellingstheoriel) 

Kesengajaanl ada apabila l si pelakul 

pada waktu l memulai melakukanl perbuatan 

ada l bayangan yangl terang bahwa l akibat yangl 

nersangkutan akan ltercapai, dan makal dari itul 

ia menyesuailan perbuatannyal dengan akibatl 

itu. lContoh: A membayangkanl kematian 

musuhnyal B agarl dapat merealisasikanl 

bayangan ltersebut. A membelu sepuncukl 

pistol dan l pistol itu l kemudian diarahkanl 

kemudian ditembakkan l kepada Bl sehingga B 

jatuh dan l kemudian mati46.  

Dalam hall ini kesengajaanl dibagi menjadil 

tiga unsurl yaitu : 

(1) Perbuatan l yang dilarangl 

_________________ 
45 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm.14 
46 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm.14 
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(2) Akibat yangl menjadi pokok alasan l diadakan 

larangan l itu 

(3) Bahwa perbuatanl itu melanggarl hukum. 

Kesengajaan yangl dipelajari dalaml hukum 

pidana l dikenal adal tiga, lyaitu47: 

(1) Kesengajaan sebagail maksud (opzetl als 

oogmerkl) dalam bentuk l ini yangl 

bersangkutan benar l-benar mengehendaku 

(willensl) dan mengetahuil (wetens) perbuatanl 

dan akibatnya48. 

(2) Kesengajaan sebagail keharusan  (opzetl bij 

metl noodzakelijkheids-bewustzijn l)  

Dalam sengaja l dengan kesadaranl 

tentang lkeharusan, yang bersangkutanl 

sebenarnya tidak l sepenuhnya menghendakil 

apa yangl terjadi, tetapil ia melakukanl 

perbuatan itu l sebagai keharusanl demi 

mencapail tujuan yangl lain. 

(3) Kesengajaan sebagail kemungkinan (opzetl bij 

mogelijkheids l-bewustzjin) 

Dalam sengaja l dengan kesadaranl 

tentang lkemungkinan, pelaku sebenarnta 

tidak l menghendaki terjadinya l akibat litu, tapi 

ial sudah mengetahuil  adanya kemungkinanl 

_________________ 
47 Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis  di 

Indonesia.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).hlm 121 
48 Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis  di 

Indonesia.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).hlm 121 
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tersebut tapil ia tetap l melakukan perbuatannya 

dengan mengambil resiko untuk itu49. 

b) Kelalaian (culpal) 

Culpa (culposel delicten) adalahl perbuatan 

tindak l pidana terjadil karena kealpaanl atau 

ketidakhatil-hatian pelakul yang dilakukanl dengan 

tidak l sengaja berdasarkanl perspektif teoril culpa 

dibagil menjadi dua l yaitu50: 

(1) Culpa yangl disadari adalah l si pembuatl 

menyadari tentangl apa yangl dilakukan 

beserta l akibatnya, akanl tetapi ia l percaya danl 

mengharap bahwa l akibatnya, akan l terjadi. 

Culpa l yang disadaril merupakan corakl 

kealpaan yangl lebih beratl dari pada l culpa 

yangl tidak ldisadari. 

(2) Culpa yangl tidak disadaril ialah sil pembuat 

melakukanl sesuatu yabg tidak l menyadari 

kemungkinanl akan timbulnyal suatu lakibat. 

Culpa yang tudak l disadari merupakanl corak 

yangl enteng. 

Bentuk kealpaan berdasarkan dari sudut 

keingatan pelaku dibagi menjadi51: 

 

(1) Kealpaanl berat (culpa l lata)  

_________________ 
49 Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis  di 

Indonesia.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).hlm 121 
50 Sudarto. Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Prof Sudarto). hlm 131. 
51 Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar 

Grafika.2005) hlm. 
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Culpa l lata yaitu l kealpaan yangl 

dilakulan secara lmencolok. Kelalaian yangl 

bersifat kasarl atau beratl yaitu apabilal 

seseorang dengan l sadar danl dengan sengajal 

tidak melakukanl sesuatu yangl sepatutnya 

dilakukanl atau melakukanl sesuatu yangl 

sepatutnya tidakl dilakukan. lMisalnya, pasien 

gawatl darurat suatu l rumah sakitl tidak 

dilayanil karena tidakl membayar uangl muka. 

(2) Kealpaanl ringan (culpa l levis) 

Kealpaanl yang bersifatl ringan. 

Kelalaian l yang bersifatl ringan yaitu l apabila 

seseorangl tidak melakukanl apa mestinyal 

akan dilakukanl apa yangl tidak orangl lain 

yangl wajar tidak l akan ldilakukan, dalam 

situasil sama, yangl meliputi keadaan l tersebut. 

lMisalnya, dokter bedah l lalali tidak 

mengonsultasukan pasiennyal yang memilik 

riwayatl penyakut jantung kepada l dokter 

spesialisl jantung karena l menurut 

pengamatannyal tidak ada l problem denganl 

status sistem l karduovaskularnya. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Dalam l hukum pidanal diadakan pembagian l mengenai 

tindak l pidana. KUHPl mengadakan pembagianl ke dalaml 2 

jenisl tindak pidana l yaitu: 

a. Kejahatanl (Misdrihven) 

b. Pelanggaran l (overtredingen) 
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Pembagian tindak l pidana dalam l jenis kejahatan l dan 

pelanggaran l in adalah pentingl karena membawa l akibat-akibatl 

tertentu.52 Oleh l karena itu l setiap ketentuan l pidana selalul harus 

dinyatakanl dengan ltegas, apakah merupakanl kejahatan ataul 

pelanggaran. 

a. Kejahatan danl Pelanggaran  

KUHPl menempatkan kejahatanl di dalam l buku 

kedua l dan pelanggaranl dalam bukul ketiga, tetapil tidak 

ada l penjelasan mengenail apa yangl disebut kejahatanl dan 

lpelanggaran. Semuanya diserahkan l kepada ilmul 

pengetahuan untuk l memberikan ldasarnya. Dengan l. 

membedakanl bahwa kejahatanl merupakan rechdelictl atau 

delik l hukum dan l pelanggaran merupakanl wetsdelict ataul 

delik undangl-undang. Delik l hukum adalahl pelanggaran 

hukum l yang dirasakanl melanggar rasal keadilan misalnyal 

perbuatan sepertil pembunuhan, lpencurian, dan 

lsebagainya. Sedangkan delikl undang-undangl melanggar 

apa l yang ditentukanl oleh undangl-undang misalnyal 

keharusan untuk l memiliki SIMl bagi yangl mebgendarai 

kendaraan bermptor di jalan l umum atau l mengenakan 

helm l ketika mengendarail sepeda lmotor. 

1) Delik formill dan delik l materil 

a) Delik l formil adalah l delik yangl dianggap selesail 

dengan dilakukannya l perbuatan stau dengan l kata 

lain titik l beratnya berada l pada perbuatsn itul 

sendiri. lContoh: Pasal 362l KUHP (pencurianl) 

_________________ 
52 Barda Nawawi ArieF, Hukum Pidana I,  Badan Penyedia Bahan Kuliah 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (tanpa penerbit), Semarang, 1998. 
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b) Delik l materiil adalah delik l yang dianggap l selesai 

jika l akibatnya sudah l terjadi, bagaimana l cara 

melakukanl perbuatan itu l tidak menjadil masalah. 

lContoh : Pasal 338l KUHP (pembunuhanl)  

2) Delik commisionisl dan delik l Ommisionis 

a) Delik l commissionis adalah suatul perbuatan yangl 

dilarang oleh l undang-lundang. Contoh:  

(1) Pasal 362 l KUHP yangl dilarang adalahl 

perbuatan lmencuri, 

(2) Pasal 338 l KUHP yangl dilarang adalahl 

merampas nyawal orang llain. 

b) Delik l ommisionis adalah suatu l perbuatan yangl 

diharuskan olehl undang-lundang. 

lContoh :  

(1) Pasal 244 l KUHP yangl dilarang tidakl 

melaksanakan sebagail saksi, ahlil atau jurul 

bahasa. 

(2) Pasal 522 l KUHP yaitu l tidak datangl 

menghadap kel pengadilan sebagail saksi.  

3) Delik l kesengajaan (Dolusl) dan delik l kealpaan 

(Culpa l)  

a) Delik l Dolusl adalah suatu l delik l yangl dilakukan 

karena l lkesengajaan. lContoh: Pembunuhan pasall 

338 l KUHP 

b) Delik l Culpa l adalah l suatu delik l yangl dilakukanl 

karena kelalaian l ataul lkealpaan.Contoh :  

(1) Karena kealpaanl menyebabkan matinyal 

orang ( pasall 359 KUHPl) 
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(2) Karena kelalaian l menyebabkan orangl lain 

luka l-luka  (Pasall 360 KUHPl).  

4) Delik aduanl (klacht delictenl) dan delik l biasa 

a) Delik l aduan adalah l delik yangl penuntutanyal 

hanya dilakukanl atasl dasarl adanya pengaduanl 

daril pihak l yang berkepentingan l atau l orangl yang 

ldirugikan, artinya apabila l tidak ada l pengaduan 

maka l delik itu l tidak dapatl dituntut. 

Delik l aduan inil dapat dibedakanl menjadi:  

(1) Delik l aduan absolutl (absolute klachtl delict) 

adalah l delik yangl mutlak membutuhkanl 

Pengaduan daril orang yangl dirugikan untukl 

adanya lpenuntutan. Contoh pasall 284 KUHPl 

(perzinaan) dan l Pasal 310 l KUHP  

(pencemaran l nama baikl). 

(2) Delik l aduan relatif l (relatieve klachtl delict) 

adalah l delik yangl sebenarnya tetapil 

merupakan delik l laporan sehingga l menjadi 

delik l aduan yangl umumnya terjadil di 

lingkungan l keluarga. 

lContoh: pasal 367l KUHP (Pencurian l dalam 

keluarga l).  

b) Delik l biasa adalah l delik yangl dapat dituntutl tanpa 

membutuhkanl adanya lpengaduan. Contoh : pasall 

338 KUHPl (Pembunuhan)danl Pasal 362 l KUHP 

(Pencurian l). 

5) Delik umum l (Delicta communial) dan delik l khusus 

(Delicta l Propia) 
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a) Delik l umum adalah l dapat dilakukan l oleh setiapl 

orang. 

lContoh :  

(1) Pasal 338 l KUHP (pembunuhan l)  

(2) Pasal 245 l KUHP (pemalsuan l mata uangl) 

(3) Pasal 362 l KUHP ,(pencurianl) 

b) Delik khusus l adalah delikl yang hanya l dilakukan 

oleh l orang-orangl yang mempunyail kualitas ataul 

sifat-sifatl tertentu, misalnya l pegawai negeril atau 

anggota l militer 

6) Delik l berdiri sendiril  (Zelftandige delictenl) dan delikl 

berlanjut (Voorgezette l delicten).  

a) Delik l berdiri sendiril adalah delik l yang hanyal 

dilakukan sekalil perbuatan lsaja. Contoh: Pasall 

338 KUHPl (pembunuhan) dan l Pasal 351 l KUHP 

(penganiayaan l) 

b) Delik l berlanjut adalah l delik yangl meliputi 

beberapa l perbuatan dil mana perbuatanl satu 

dengan l yang lainnya l saling berhubungan l erat danl 

berlangsung terus l-menerus. lContoh: Pasal 64l 

KUHP (perbuatanl berlanjut)  

7) Delik biasa l (eenvoudige delicten l) dan delikl 

berkualifikasil  

a) Delik l biasa l adalah l semua delik l yangl berbentukl 

pokok atau l sederhanal tanpa l dengan pemberatanl 

ancamanl lpidananya. Contoh: Pasall 338 KUHPl 

(pembunuhan biasa l) 



42 

 

 

b) Delik l berkualifikasi adalah l delik yangl 

mempunyai bentukl pokok yangl disertai denganl 

unsur yangl memberatkan nya l atau unsurl yang 

lmeringankan.Contoh: Pasall 363 dan l 363 KUHPl 

delik pemberatan l pasal 362l dan 364l KUHP (delikl 

yang meringankan l).53 

4. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan  

Menurutl Kamusl Besarl Bahasa Indonesia l (KBBIl) 

persetubuhanl atau hubunganl seksuall artinya l secara prinsipl 

adalah l tindakan l sanggama yangl dilakukanl oleh l manusia. 

Akan l tetapil dalam l arti yangl lebih l luasl juga merujuk l padal 

tindakan l-tindakan lain l yangl sehubunganl atau menggantikanl 

tindakan l lsanggama, jadi lebih l daril sekedarl merujuk padal 

pertemuanl antarl alat kelaminl lelakil danl perempuan.54 

Yang dimaksud dengan l persetubuhan, menurutl lR. 

Soesusilo, adalahl peraduan l antara l kemaluan lakil-lakil danl 

perempuan yangl bisa l dijadikanl untuk mendapatkanl lanak. 

Anggota l kelamin lakil-lakil harusl masuk ke l dalam anggotal 

kelamin lperempuan, sehingga mengeluarkanl air lmani, sesuai 

dengan l Arrest Hooge l Raad 5 l Pebruari 1912 l (W.9292)55 

Persetubuhanl adalah tindakanl memasukkanl kemaluan lakil-

lakil ke l dalam kemaluanl perempuanl yangl pada umumnyal 

menimbulkan l lkehamilan, dengan katal lain l apabilal kemaluan 

itu l mengeluarkan l airl mani dil dalam l kemaluanl perempuan. 

_________________ 
53 Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: CV.Budi Utama.2017.hlm 

41-45 
54 https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan 
55 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 209. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan
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Oleh l karena l litu, apabila dalaml peristiwa l perkosaanl walaupun 

kemaluanl lakil-lakil telah agak l lama masuknyal ke dalaml 

kemaluan lperempuan, air manil laki-lakil belum keluarl hal itul 

belum merupakanl perkosaan, akan l tetapi percobaanl 

perkosaan56 Pesetubuhan juga bisa disebut zina, karena arti 

persetubuhan berasal dari baha sa arab yaitu zina. 

Sedangkan pengertianl dalam Hukuml Positif (KUHPl) 

menyebutkan lbahwa: Zina adalah l persetubuhan yangl 

dilakukan oleh l laki-lakil atau perempuanl yang telah l kawin 

dengan l laki-lakil atau perempuanl yang bukan l suami ataul 

isterinya. Supaya l masuk ke l dalam Pasall ini, makal 

persetubuhan itu l harus dilakukanl atas dasarl suka samal suka, 

tidak l boleh ada l unsur paksaanl dari salahl satu pihak57 

Konsep l perzinaan dalam hukum positif yang saat ini 

berlaku di Indonesia diatur Kitab Undang undang Hukum 

Pidana (KUHP) dalam Pasal 284, merumuskan bahwa 

persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah dapat 

dikategorikan tindak kriminal zina apabila semua pelaku atau 

salah satu dari beberapa pelaku adalah orang yang terikat 

dalam pernikahan dengan orang lain. Persetubuhan di luar 

pernikahan antara orang yang sama-sama tidak terikat dalam 

pernikahan bukan merupakan perzinaan.58 

5. Unsur-unsur zina atau Persetubuhan 

_________________ 
56 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana Islam 1, Cet ke 2 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), hlm. 339. 
57 R.Soesiloe Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap 

dengan Pasal (Bogor : POLITEIA, 1995), cet.ulang hlm.209 
58 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan 

Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 183. 
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Dari beberapal pengertian zina l diatas, bahwasanyl zina 

adalah l perbuatan lpersetubuhan, dalam hall ini ada l beberapa 

perbuatanl  dalam KUHPl yang terdapatl unsur lzina, antara llain:  

a. Persetubuhanl diluar perkawinanl yang dilakukan l olehl 

seorangl laki-lakil dan l seorangl perempuan yangl kedual-

duanyal atau salah l seorangl pelakunyal sedang dalaml l 

ikatan perkawinanl yangl sah l dengan orangl lain l (pasal 284l)  

b. Persetubuhanl diluar perkawinanl yang dilakukan l olehl 

seorangl laki-lakil terhadap l perempuanl yang dalaml 

keadaanl pingsan atau l tidak l berdaya (pasall 286) 

c. Persetubuhanl yang diluar perkawinan yangl dilakukan 

oleh l seorang lakil-laki  terhadap l perempuan yangl 

diketahuinya atau l sepatut harus l diduganya l belum 

berumurl 15l tahun l (pasal 287l) 

d. Persetubuhanl yang diluar perkawinanl yang dilakukanl 

oleh seorangl laki-lakinya terhadap perempuanl  yang 

diketahui atau l sepatutnya  harus l diduganya bahwal yang 

bersangkutanl belum waktunyal dikawin  pasal 288). 59 

6. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan 

Undang-Undang yang mengatur terkait hukuman tindak 

pidana persetubuhan diantaranya:  

a. Persetubuhan dalam tinjauan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Diatur dalam  

1) Pasal 287 l Ayat (1 l) KUHP yang berbunyi: “Barangl 

siapa bersetubuhl dengan seseorang perempuanl 

diluar perkawinanl yang diketahuil atau sepatutnyal 

_________________ 
59  Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta.2016). hlm.115 
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harus disangkanya bahwal umurnya belum l 15 (lima 

belasl) tahun atau l umurnya tidak l jelas,bahwal belum 

waktunyal untuk ldikawin,diancam denganl pidana 

penjara l paling lamal sembilan ltahun”. 

2) Pasal 291 KUHP  ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 

a) Jika salahl satu kejahatanl berdasarkan pasall 286, 

l287, 289, dan l 290 mengakibatkan l luka-lukal 

berat, dijatuhkanl pidana penjaral paling lamal dua 

belasl tahun. 

b) Jika salahl satu kejahatanl berdasarkan pasall 285, 

l286, 287, l289, dan 290l mengakibatkan kematianl 

dijatuhkan pidana l penjara paling l lama limal 

belas ltahun. 

b. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undangl RI lNo. 35 

Tahun l 2014 tentangl Perubahan Atas l Undang-Undangl RI 

lNo. 23 Tahunl 2002 tentangl Perlindungan Anak l  

1) Pasall 76Dl yang lberbunyi : Setiap orangl dilarangl 

melakukanl kekerasan atau l ancamanl kekerasanl 

memaksa anak l melakukan l persetubuhanl dengannya 

atau l orangl llain. 

2) Pasal 76El yang berbunyi : Setiap orangl dilarang 

melakukanl kekerasan atau l ancaman lkekerasan, 

memaksa, melakukanl tipu lmuslihat, melakukan 

serangkaianl kebohongan, ataul membujuk anakl untuk 

melakukanl atau membiarkanl dilakukan perbuatanl 

cabul. 

3) Pasal 81 l yang berbunyi : Setiap l orang yangl dengan 

sengaja l melakukan kekerasanl atau ancamanl 
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kekerasan memaksa l anak melakukanl persetubuhan 

dengannya l atau denganl orang llain, dipidana denganl 

pidana penjaral paling lama l 15 (limal belas) tahunl dan 

palingl singkat 3 l (tiga) tahun l dan dendal paling banyakl 

Rp. l300.000.000,00 l (tiga ratusl juta rupia l) dan palingl 

sedikit lRp. 60.000.000,00 l (enam puluhl juta rupiahl) 

4) Pasall 82 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan 

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 

B. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

1. Jarimah atau Tindak Pidana  

a. Pengertian l Jarimah 

Tindak l pidana dalam l hukum Islam l biasa 

disebut dengan jarimah atau jinayah l jarimah secaral 

bahasa berarti melukail terbuat dosa dan l kesalahan 

sementara jinayah l secara etimologis atau bahasa 

adalah sebutanl orang yangl berbuat tindak pidana delikl 

atau pelaku l kejahatan kedual istilah inil secara harfiahl 

memiliki makna l yang sama l yakni merujuk l pada 
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pelanggaran l pidana lislam. 60 Pengertian jarimah 

dalam l hukum pidana Islam l berasal daril kata 

“jarama l” yang sinonimnya “kasaba waqatha’a” 

artinya berusahal dan lbekerja, hanya saja l pengertian 

usaha l di sinil khusus untukl usaha yangl tidak baikl atau 

usaha l yang dibencil oleh manusia. Definisi jarimahl 

dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap 

perbuatanl yang menyimpang dari kebenaran, keadilan 

dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip 

Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah 

dalam kitab Al ‘Uqubahl fi All Fiqh All Islamy61 

Dr Mardani dalam bukunya berjudul hukum 

Islam l pengantar ilmu l hukum Islam l di Indonesial 

menjelaskan bahwa perbuatan seseorang dianggap 

sebagai perbuatanl pidana apabila l mempunyai Kriterial 

kriteria sebagail berikut: 

1) Perbuatan l itu diharamkanl atau dilaran l oleh 

syariatl  

2) Perbuatan l itu berbahayal bagi agama l jiwa akall 

kehormatan danl harta  

b. Unsur-unsurl Jarimah 

Ditinjau l dari unsurl-unsur jarimahl atau tindakl 

pidana, objek l utama kajian l fiqh jinayah dapatl 

dibedakan menjadil tiga bagian l yaitu: unsurl formil (all-

_________________ 
60 Idik Saeful Bahri.Risalah Mahasiswa Hukum..CV Rasi 

Terbit:Bandung.2017.hlm 227 
61 Ahmad Wardi Muslich , Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih 

Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9 
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rukn l all-syar’i), unsurl materiill (al-rukn l all-madi, ataul 

unsurl moril (all-ruknl all-adabi):62 

1) Ada l nas yangl melarang disertail sanksi lhukumnya. 

Unsur inil disebut unsurl formil (rukun l syar’i). 

Unsurl formil ialah l unsur yangl menyatakan bahwal 

seseorang dapatl dinyatakan sebagail pelaku 

jarimah l Jika ada l undang-undangl yang secaral 

tegas melarangl dan menjatuhkanl sanksi kepadal 

pelaku tindak lpidana.63  

2) Adanya l perbuatan lpidana. Unsur inil disebut unsurl 

materiel (rukun l madani). Unsur materiill adalah 

unsur yangl menyatakan bahwa l seseorang dapatl 

dijatuhkan pidana l Jika ia l benar-benarl terbukti 

melakukanl sebuah ljarimah, baik l yang bersifatl 

positif l (aktif l dalam melakukan l sesuatu l) maupunl 

yang bersifatl negatif l (pasif l dalam melakukanl 

sesuatu l). 

3) Pelaku l tindak pidana l harus cakap l hukum 

(mukalafl). Unsur inil disebut unsurl moril (rukunl 

adabi). Unsurl morill ialah unsurl yang menyatakanl 

bahwa seseorangl dapat dipersalahkan l jika ial 

_________________ 
62 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-‘Uqabah fi Fiqh Al-Islami,Al-
Jarimah,(Al-Qahirarh:Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir 

Audah, Al-Tasyrii Al-Jina’i Al-Islami, (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah,1992),cet.ke-11, jilid II,hlm 793-817 
63 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-‘Uqabah fi Fiqh Al-Islami,Al-

Jarimah,(Al-Qahirarh:Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir 
Audah, Al-Tasyrii Al-Jina’i Al-Islami, (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah,1992),cet.ke-11, jilid II,hlm 793-817 
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bukan orangl gila, anak l dibawah lumur, atau 

sedangl berada dil bawah.64 

Ketiga unsurl tersebut harus l terpenuhi padal 

setiap tindakl pidana. Unsurl tersebut merupakanl unsur 

lumum. selain unsur l umum, ada l unsur lkhusus, yang 

berbedal untuk setiapl tindak lpidana, misalnya unsurl “ 

mengambil secara l diam-diaml” untuk tindak l pidana 

pencurian65. 

Begitu juga pendapatl Asep Saepuddinl Jahar et 

al, unsurl-unsur perbuatan l pidana (merekal 

menyebutnya ruangl lingkup hukum l pidana) terfokusl 

kepada tiga l hal, lyaitu: 

1) Pertama, subjek l lperbuatan, yakni pelaku l ataul 

menyangkut petanggungjawaban lpidana, yaitul 

keadaan yangl membuatl seseorangl dapat dipidanal 

serta alasan l-alasan keadaanl apa saja l yang 

membuatl seseorang yangl terbuktil melakukan 

tindak l pidana l dapat ldipidana. 

2) Kedua, objekl perbuatanl yakni perbuatanl apa sajal 

yangl dilarang dan l lazim l disebutl dalam bahasal 

Indonesia sebagail tindak l pidana, perbuatanl 

lpidana, peristiwa l pidana. Istilah l-istilah inil 

merupakanl terjemahan daril istilah jarimahl dalam 

_________________ 
64 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-‘Uqabah fi Fiqh Al-Islami, Al-

Jarimah. Al-Qahirarh:Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir 

Audah, Al-Tasyrii Al-Jina’i Al-Islami, (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah,1992),cet.ke-11, jilid II hlm 393-395 
65 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 

hlm 6 
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bahasa l Arab. Strafbarfietl dalam bahasal Belanda, 

delictl dalam bahasal latin ataul criminal lact, dalam 

bahasa l Inggris. 

3) Ketiga sanksi hukuman, yaitu hukuman atau 

sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada 

seseorang yang melakukan tindak pidana dan 

kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. 

Istilah ini merupakan terjemahn dari istilah 

‘uqubah dalam bahasa Arab. 

c. Pembagian Jarimah  

Dilihat dari segi badan dengannya sebuah 

hukuman tindak pidana dalam Islam dibagi menjadi 

tiga (3)66: 

1) Jarimah l Hudud 

Hudud l jamak daril hadd. Maknal dasarnya 

lmencegah. Secara terminologis l hudud adalahl 

hukuman yangl telah ditetapkanl syariat untukl 

mencegah lkejahatan.67  

Menurutl Ibrahim Muhammad al-

Jamal,hudud jamak dari had, artinya batas antara 

dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti 

mencegah. Adapun menurutl syariat hududl adalah 

hukuman l yang telah l ditetapkan dalam l Alquran 

_________________ 
66 Mardani. Hukum Pidana Islam.Kencana:Jakarta.2019. hlm 9 
67 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. Umdah al-Ahkam: Syarah Hadist 
Pilihan Bukhari Muslim, terjemahan Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul 

Falah,cet.ke-7,2008), hlm 874 
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sebagai hak l Allah.68 Hukuman l yang termasukl hak 

Allah l ialah setiap l hukuman yangl dikehendaki 

untuk l kepentingan umum l (masyarakat), sepertil 

untuk memelihara l ketentraman, dan l keamanan 

lmasyarakat, dan manfaatl menjatuhkan hukumanl 

tersebut akan l dirasakan oleh l semua lmasyarakat.69 

Menurut Imam l Taqiyuddin Abil Bakar binl 

Muhammad All Husaini, lhudud, disebut hudud 

karena dapatl mencegah seseorangl dari perbuatanl 

keji (dosa l) dan juga l karena Allah l telah 

menentukan l hukumannya, sehingga l tidak bisal 

ditambah danl dikurang.70 

Ada tujuh l jenis tindak l pidana lhudud, yang 

jenisl pidana dan l hukumannya telah l ditentukan, 

lyaitu: zina (berhubungan l seksual diluarl nikah), 

qadzafl (menuduh orangl lain berzinal tanpa cukupl 

bukti), khamarl (minum minumanl keras keras), 

sariqa (pencurianl), qath'u all-thariq (perampokanl) 

dan al-baghyu (pemberontakanl).  

Abdoeraoef membatasinya hanya pada lima 

jenis kejahatan saja yaitu : 

a) Pembunuhan terdapat dalam surah Al Baqarah 

ayat 178 : 

_________________ 
68 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah: Fikih Wanita, 

terjemahan Anshori Umar, (Semarang:Asy Syifa, T.th.) hlm 470. 
69 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 

hlm. 7 
70 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. Kifayah al-Akhyar, 

(Serang Banten: Matkabah Iqbal,T.th). hlm 178 
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آَيُّهاَ وْا  الَّذِيْنَ   يَٰ مَنُ ى    فِى  الْقِصاَصُ   علََيْكمُُ   كُتِبَ  اَٰ   باِلْعَبدِْ   وَالْعَبدُْ باِلْحُر ِ   الَْحُرُّ   الْقَتلَْٰ

ى ى    وَالَُْنْثَٰ باِلْمَعرُْوْفِ   فاَت ِباَعٌ  شَيْءٌ   اَخِيْهِ  مِنْ   لَه    عُفِيَ   فَمَنْ   باِلَُْنْثَٰ   الَِيْهِ وَادَاَۤءٌ   ْ 

لكَِ  ْ    باِِحْساَنٍ  نْ   تَخْفِيْفٌ   ذَٰ ب ِكمُْ   م ِ فَمَنِ   وَرَحْمَةٌ   رَّ ى  ْ  لكَِ   بَعدَْ  اعْتدََٰ   عذَاَبٌ   فلََه    ذَٰ

 الَِيمٌْ 

Artinya: Wahail orang-orang l yang 

beriman l! Diwajibkan atas l kamu 

(melaksanakan l) qisas berkenaan l dengan 

orang l yang ldibunuh. Orang merdeka l dengan 

orang l merdeka, hamba l sahaya denganl 

hamba lsahaya, perempuan denganl 

perempuan. Tetapil barangsiapa memperolehl 

maaf daril saudaranya, hendaklahl dia 

mengikutinyal dengan lbaik, dan membayarl 

diat (tebusan l) kepadanya denganl baik (pulal). 

Yang demikianl itu adalah l keringanan danl 

rahmat daril Tuhanmu. Barangsiapal 

melampaui batas l setelah litu, maka ia l akan 

mendapatl azab yang l sangat lpedih. 

b) Perampokan terdapat dalaml surah all-Maaidah 

ayatl 33 : 

ؤُا  اِنَّمَا وْلَه    اٰللَّ  يُحَارِبُوْنَ   الَّذِيْنَ  جَزَٰۤ ا  اَنْ  فَساَداً الَْرَْضِ   فِى  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُ وْٓ   يُّقَتَّلُ

ا اَوْ  وْٓ نْ   وَارَْجُلُهمُْ   اَيدِْيْهِمْ   تُقَطَّعَ  اَوْ   يُصلََّبُ وْا  اَوْ   خِلََفٍ   مِ  لكَِ  الَْرَْضِ   مِنَ   يُنْفَ  لَهمُْ   ذَٰ

خِرَةِ  فِى وَلَهمُْ   الدُّنْياَ  فِى  خِزْيٌ  عَظِيمٌْ   عذَاَبٌ  الََْٰ  

Hukumanl bagi orang l-orang yangl 

memerangi Allah l dan Rasull-Nya danl 

membuat kerusakan l di bumil hanyalah 

dibunuhl atau ldisalib, atau dipotongl tangan 

dan l kaki mereka l secara lsilang, atau 
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diasingkanl dari tempatl kediamannya. Yangl 

demikian itu l kehinaan bagil mereka dil dunia, 

dan l di akhiratl mereka mendapatl azab yangl 

besar. 

c) Pencurian terdapat pada surah al-Maaidah 

ayat 38: 

ا وَالسَّارِقَةُ  وَالسَّارِقُ  وۡۤ نَ  نـَكاَلًَ   كَسَباَ  بِمَا جَزَاءًٓ    اَيۡدِيَهُمَا  فاَقۡطَعُ   وَاٰللُّ ْ    اٰللِّ   م ِ

حَكِيۡمٌ   عزَِيۡزٌ   

Artinya : laki-lakil yang mencuril dan 

perempuanl yang lmencuri, potonglah tanganl 

keduanya (sebagail) pembalasan bagil apa 

yang l mereka kerjakanl dan sebagail siksaan 

daril Allah. Dan l Allah Maha l Perkasa lagil 

Maha lBijaksana. 

d) Perzinaan terdapat dalam surah an-Nur ayatl 2 

انِيَةُ  انِى  ٱلزَّ حِدٍ   كُلَّ  فٱَجْلدُِوا۟   وَٱلزَّ نْهُمَا وََٰ   فىِ  رَأفَْةٌ   بِهِمَا  تأَْخُذْكمُ وَلََ  ْۖ   جَلدْةٍَ  مِا۟ئَةَ   م ِ

ِ   دِينِ  ؤْمِنُونَ   كُنتمُْ   إِن ٱللََّّ ِ   تُ نَ   طآَئِفَةٌ   عذَاَبَهُمَا  وَلْيَشْهدَْ  ْۖ  ٱلْءاَخِرِ  وَٱلْيَوْمِ   بٱِللََّّ   م ِ

 ٱلْمُؤْمِنِينَ 

"Perempuan l yang berzinal dan lakil-laki 

yang l berzina, maka l deralah tiap l-tiap seorangl 

dari keduanyal seratus dalil dera, danl 

janganlah belas l kasihan kepadal keduanya 

mencegahl kamu untuk l (menjalankan) agamal 

Allah, jika l kamu beriman l kepada lAllah, dan 

haril akhirat, dan l hendaklah (pelaksanaanl) 

hukuman merekal disaksikan olehl sekumpulan 

orang l-orang yangl beriman". 
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e) Dan penuduhan berzina terdapat dalam surah 

an-Nur ayat 4 

تِ  يرَْمُوْنَ   وَالَّذِيْنَ  وْا  لمَْ   ثمَُّ   الْمُحْصَنَٰ نِيْنَ   فاَجْلدُِوْھمُْ   شُهدَاَۤءَ   باِرَْبَعَةِ  يأَْتُ لََ   جَلدْةًَ  ثَمَٰ  وَّ

ىِٕكَ  اَبدَاً    شَهاَدةًَ لَهمُْ   تَقْبلَُوْا
سِقُوْنَ  ھمُُ   وَاُولَٰۤ ْ    الْفَٰ  

Dan orang l-orang yang l menuduh 

perempuanl-perempuan yang l baik (berzinal) 

dan merekal tidak mendatangkanl empat orangl 

saksi, maka l deralah mereka l delapan puluhl 

kali, dan l janganlah kamu l terima kesaksianl 

mereka untuk l selama-llamanya. Mereka itulahl 

orang-orangl yang lfasik, 

Hikmah disyariatkan l hudud, lyaitu: 

a) Untuk l menjadi pembelajaranl bagi orangl yang 

melakukanl tindak lpidana, sehingga ia l tidak 

mau l mengulangi llagi. 

b) Untuk l mencucikan diril dari dosa l yang telahl 

dilakukan olehl orang yangl dijatuhi hukumanl 

had (hududl). 

c) Untuk l pencegahan terjadinya tindak l pidana, 

karena l orang takutl terhadap beratnya 

ancamanl hukuman tersebutl  

Menurut Muhammad l Daud Alil jarimah 

hudud l adalah perbuatan l pidana yangl telah 

ditentukanl bentuk dan l batas hukumannyal dalam 

Alquran dan l Sunnah Muhammadl saw. (hudud 

jamak dari had = batas).71 

_________________ 
71 Muhammad Daud Ali. Hukum Islam:Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia.(Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6.1898). hlm 51 
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2) Jarimah l Qisas dan l Diyat 

Qisasl merupakan satu l ketentuan Allahl 

berkenaan denganl pembunuhan sengajal di mana 

pelakunya dikenakanl hukuman lmati. Akan tetapil 

keluarga si korban dapat menurunkan hukuman 

mati menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini 

sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem 

hukum positif selama ini. paling tidak, ada tiga 

kategori yang berkaitan langsung dengan 

persoalan ini yaitu, kejahatan membunuh, 

kejahatan memukul dan mencederakan dan 

kejahatan menggugurkan kandungan. 

Perlu juga dicatat di sini, menurut pendapatl 

Abdorraoef sebagaimanal dikutip olehl Rusjdi Alil 

Muhammad, bahwal hukum qisasl hanya ditujukanl 

kepada kejahatanl pembunuhan,. Terhadapl 

kejahatan lain l atas diril manusia tidak l dilakukan 

lqisas. Apa yangl diatur dalam l Al-Qur’an (all-

Maaidah [5 l]:45). Yangl populer ldisebut: “gigi 

dibayarl dengan gigil dan mata l dibayar denganl 

mata” menurutl beliau, inil adalah menceritakanl 

hukum yangl berlaku bagil umat lYahudi, buaan 

hukum yangl berlaku bagil umat lIslam.72 Kalau 

diteliti dengan l seksama, redaksi ayat diatasl 

memang tidak secara l tegas menyatakan l bahwa 

hukuman l qisas dalam l penganiayaan inil berlaku 

_________________ 
72 Rusjdi Ali Muhammad.Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan 

Implementasi. Ciputat:Logos Wacama Ilmu.2003.hlm 55 
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bagi umatl Islam, tetapil juga tidak terdapat 

pernyataanl lain yang menunjukkanl bahwa 

ketetapanl hukumnya telah terhapus dan tidakl 

berlaku lagi bagi umatl islam. Menurutl jumhur 

lulama, Hanafiyah, lMalikiyah, sebagian 

Syafil’iyah, dan l sebuah riwayatl Ahmad dimanal 

pendapat inil dinilai sebagail yang palingl tepat 

bahwa l ayat-ayatl tentang qisas l terhadap anggotal 

badan tetap l berlaku bagil umat lislam. Sementara 

itu, menurut ulama kalangan Asy’ariyag, bahwa 

hal ini tida berlaku bagi umat islam (syaru’man 

qablana). Menurut al Zuhaili, pendapat ini 

didukung oleh al-Ghazali, al-Amidi,al-Razi, dan 

Ibn Hazim. Sementara itu, Ibn Qudamah dan Ibn 

Burhan bersikap diam (tawaqquf) sampai terdapat 

dalil yang menegaskannya.73 

Menurut Ahmadl Hanafi, jarimahl qisas adal 

lima, lyaitu:74 

a) Pembunuhan sengajal (al-qathlu l al-‘amdul). 

b) Pembunuhan semil sengaja (all-qathlu syibhul 

al-‘amdi). 

c) Pembunuhan l karena kesalahan (tidak 

disengaja, all-qathu khata’) 

d) Penganiayaanl sengaja (all-jarhu all-‘amdu). 

e) Penganiayaanl tidak sengaja l (al-jarhul khata’). 

_________________ 
73 M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. (Jakarta:Amzah, Cet.Pertama.2016),hlm  

40 
74 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 

Hlm 8 
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3) Jarimah Takzir 

Secara l terminologis takzirl berasal daril kata 

‘azarl’ yang berartil mencegah, lmenghormati, dan 

lmembentuk. Selain itu l pengertian ta'zirl ialah 

memberikanl pengajaran (atl-ta'dib). 

Secara lterminologis, takzir yaitu  

a) Menurutl Sayid lSabiq, takzir yaitu l hukuman 

yangl tidak ada l ketentuan dalam nash l ia 

merupakanl kebijakan lpemerintah.75 

b) Menurutl Muhammad Daud l Ali, jarimahl 

takzir adalah l perbuatan pidana l yang bentukl 

dan ancamannya ditentukanl oleh penguasal 

sebagai pelajaranl bagi pelakul (takzir = ajaranl 

atau pengajaranl).76 

c) Menurutl Rusjdi Alil Muhammad takzirl yaitu 

perbuatanl pidana yangl jenis danl hukumannya 

tidak l ditentukan lebih l dahulu dalam l nash. 

Jenisl perbuatan dan l ancaman hukumannyal 

didasarkan pada l ijma l' (konsensus) berkaitanl 

dengan l hak l negara untuk l menetapkanl 

ketentuanl umum dan l menghukum l semual 

perbuatan yangl menyebabkanl kerusakan 

lfisik, lsosial, finansiall dan morall bagil individul 

atau masyarakatl secara lkeseluruhan.  

_________________ 
75 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah. Juz 2, (Mesir:Dar al-Fikr.T.th.) hlm 302. 
76Muhammad Daud Ali. Hukum Islam:Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia.(Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6.1898). hlm. Hlm 51 
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Hukuman takzirl juga dapatl dijatuhkan 

terhadap l perbuatan yangl tergolong hudud l tetapi 

ada l alasan untuk l mengecualikannya (misalnyal 

ada keraguan l dalam lbukti, pencuri ringan ,danl 

lain-lain l). Atau terhadap l perbuatan yangl dilarang 

(haram l) tetapi tidak l ditetapkan hukumanl tertentu 

(lmisalnya: makan dagingl babi, mengurangil 

timbangan, dan l lain-lain l). Hukuman takzirl juga 

dapatl dikenakan terhadapl perbuatan-perbuatanl 

yang merugikan l kepentingan umuml atau merusakl 

ketertiban masyarakatl (misalnya pelanggaranl lalu 

llintas, pemberantasan lkorupsi, dan lainl-lain).77 

Klasifikasi jarimahl kepada lhudud, qishas-diyat, danl 

takzir mempunyail beberapa lurgensi, di antaranya yaitu:78 

Pertama: daril segil pengampunan. Pada l jarimahl 

hudud l tidak ada l pengampunan l sama l sekali, baik l daril sil 

korban atau l daril pemerintah l (penguasa). Pengampunanl 

dari seseorangl atau penguasal tidak mempengaruhi 

lhukuman. Akan tetapil pada jarimah l qishas-diyat, 

pengampunanl bisa diberikan l oleh sil korban. 

Pengampunanl yang diberikan l mempunyai pengaruhl dan 

oleh l karena itu l si kurban bisa l memaafkan hukumanl 

qishas,  untuk digantil dengan hukuman l diyat, bahkanl ia 

bisa l membebaskan pelakul dari hukumanl diyat. 

_________________ 
77 Rusjdi Ali Muhammad. Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan 

Implementasi. Ciputat:Logos Wacama Ilmu.200. hlm 55-56 
78 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 

1990),hlm 9-10 
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Dalam jarimah l takzir, penguasa l diberi hak l untuk 

membebaskanl pelaku daril hukuman, denganl syarat tidakl 

tidak mengganggu hak l pribadi korbanl-korban juga l bisa 

memberikanl pengampunan dalam l batas-batasl yang 

berhubungan l dengan hak l pribadinya Oleh l karena itul 

terima jadi ma yang menyinggungl hak masyarakatl maka 

pengampunanl yang diberikanl oleh korban l tidak 

menghapuskanl hukuman sama l sekali tetapil dapat 

meringankan l hukuman bagil pelaku seorangl Hakim 

mempunyail kekuasaan luas l pada jarimah l ta'zir dalam 

mempertimbangkanl unsur-unsurl yang dapatl meringankan 

lhukuman. 

Kedua: dari segil kekuasaan lHakim, dalam jarimahl 

hudud apabila l sudah dapatl dibuktikan, maka l bagian 

tinggal melaksanakanl hukuman yangl telah lditentukan, 

tanpa dikurangil atau dilebihkan l atau menggantikannyal 

dengan hukumanl lain, atau pun menunda l pelaksanaannya. 

Dengan perkataanl lain, kekuasaan l Hakim dalaml jarimah 

hudud l terbatas pada l pengucapan putusanl yang telahl 

ditentukan. 

Pada jarimah l qisas kekuasaan l hakim terbatasl 

kepada penjatuhanl hukuman yangl telah lditetapkan, 

apabila perbuatan l yang dituduhkanl kepada sil pelaku telahl 

dapat ldibuktikan. Namun apabila l hukuman qisas l itu 

dimaafkanl oleh korbanl atau keluarga l korban, makal qisas 

tersebutl tidak dapatl dilaksanakan, namun l diberikan 

hukuman l diyat. Apabila l hukuman diyatl juga ldimaafkan, 

maka hakiml bisa menjatuhkanl hukuman ltakzir. 
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Ketiga: dari segi keadaan l-keadaan yangl 

meringankan. Hukuman l jarimah hududl dan qisas l diyat, 

bagaimanapun l keadaan sil pelaku, tetap l dilaksanakan 

tanpa l dikurangi atau l diperingan. Akanl tetapi pada l jarimah 

ltakzir, keadaan sil korban atau l suasana ketika l jarimah itul 

dilakukan bisal mempengaruhi berat ringannyal hukuman. 

Keempat: dari segi alatl pembuktian. Untuk l jarimah 

lhudud, dan qishas, lsyara',  menetapkan jumlah l saksi telahl 

ditentukan. Dalaml jarimah zinal diperlukan empatl orang 

saksil yang menyaksikanl langsung terjadinyal perbuatan 

ltersebut. Untuk jarimah l hudud lain l dan jarimah l qisas 

ditentukanl dua orangl saksi. Untuk l jarimah takzirl 

ditentukan seorangl saksi saksil saja.79 

 Dilihatl dari niatl si pelaku dibagil menjadi dua l yaitu: 

1) Jarimah l Sengaja (jarimahl maqshudah/dolus) 

Yang dimaksud dengan jarimah sengaja 

menurut Abdul Qadir Audah sebagaiman dikutip oleh 

Mardani,80yaitu pelakul tindak pidana l dengan sengajal 

melakukan perbuatanl yang diharamkanl dan ia l tahu 

bahwa l perbuatan itu l diharamkan. Atau dalam redaksi 

lain, jarimah l sengaja adalah l suatu jarimah l yangl 

dilakukan oleh l seseorangl dengan kesengajaanl danl 

_________________ 
79 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 

1990),hlm 11 
80 Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspktif Hukum Islam dan Hukum 

Pidana Nasional, (Jakarta: Rajawali Press.2008). hlm 22-23 
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atasl kehendak serta ia l mengetahuil bahwa l perbuatan 

tersebutl dilarangl danl diancam dengan l lhukuman.81 

2) Jarimah tidak sengaja (jarimah ghairu 

maqshudah/colfus). 

Jarimah tidak sengaja menurut Abdul Qadirl 

Audah sebagaimana l dikutip oleh l Mardani yaitu 

pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan 

perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan 

tersebut menjadi akibat kekeliruannya. Contohnya 

seseorang sedang berburu binatang di hutan, tapi 

ketika dia menembak, yang dapat tembakannya 

ternyata mengenai manusia. 

Jarimah dilihat daril segi cara l mengerjakannya dapat 

dibagil menjadi dua lyaitu : 

1) Jarimah positifl  

Jarimah positif l terjadi karena l mengerjakanl 

sesuatu perbuatan l yangl dilarang sepertil lmencuri, zina, 

dan l memukul. 

2) Jarimah l negatif 

Jarimah negatif terjadil karena l tidakl 

mengerjakan sesuatul perbuatanl yangl diperintahkan, 

sepertil seorangl saksi tidak melaksanakan 

persaksiannyal atau seseorang tidak l mengeluarkan 

lzakat. 

Dilihat orang yang menjadi korban akibat perbuatan 

pelaku tindak pidana jarimah dibagi menjadi dua :  

_________________ 
81 Asep Saepuddin Jahar.et al.Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. 

Jakarta:Prenada Media Group. 2003.hlm. 117 
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1) Jarimah perseorangan  

Jarimah yang mengenai perseorangan adalah 

suatu jarimah yang sanksi l hukumnya disyariatkan 

untuk l menjaga kemaslahatan lperorangan. Meskipun 

apa l yang menyentuhl kemaslahatan peroangan itu bisal 

terjadi menyentuhl kemaslahatan jamaah. Atau dalam 

redaksi lain, Jarimah perseoranganl adalah suatul 

jarimah di mana hukumanl terhadap pelakunyal 

dijatuhkan untuk l melindungi hak l perseorangan 

individu82. 

2) Jarimah masyarakat  

Jarimah l-jarimah yangl mengenai hadl 

masyarakat yaitu suatu l jarimah yangl sanksi hukumnya 

disyariatkan untuk l menjaga kemaslahatan jamaah 

(masyarakat(, baik l jarimah tersebutl mengenai 

peroranganl atau mengenail jamaah atau mengenai 

keamanan dan l ketertibaan jamaah. Ata dalam redaksi 

lain jarimah l masyarakat adalahl suatu jarimahl di mana 

hukuman tehadap pelakunyal dijatuhkan untukl 

melindungi kepentinganl masyarakat.83 Menurut paral 

fuqaha, sanksil jarimah macam inil disyariatkan sebagai 

hak l Allah lSWT. Artinya secara l istilah, bahwal sanksi 

disyariatkan l untuk menjaga l jamaah, aan l tetapi 

menjadikanl sanksi sebagail hak Allahl SWT, sebagail 

_________________ 
82 Asep Saepuddun Jahar. et al.Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. 

Jakarta:Prenada Media Group hlm 118 
83 Asep Saepuddun Jahar  et al.Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. 

Jakarta:Prenada Media Group hlm 116 
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isyarat tidak l adanya lpengampunan, keringanan ataul 

menunda lpelaksanaanya. 

2. Pengertian Zina 

Persetubuhanl dengan yangl bukan mahramnyal 

dalam hukuml pidana l Islam l disebut dengan l lzina. Zinal 

secara harfiyahl berarti lfahishah, yaitu perbuatanl keji.84 

Zina dalam l bahasa Arab dengan akar kata   يزني    -زني  -زناع

زني-  (berzinah), berbuat zina, dalam bahasa penduduk 

Hijaz نيالز  dan bentuk nejad الزنا Secara terminologi zina 

adalah persetubuhah atas perempuan yang tidak l memiliki 

ikatan l perkawinan yangl sah menurutl agama.85 Zinal 

adalah hubungan kelamin l antara lakil-laki denganl 

perempuan tanpa l adanya ikatanl perkawinan yangl sah danl 

dilakukan dengan l sadar serta l tanpa adanya unsurl 

syubhat.86 Sedangkan menurut H.A. Djazulil menjelaskan 

bahwa l dalam konsepl Islam, zina l merupakan setiapl 

hubungan seksuall yang ldiharamkan, baik yangl dilakukan 

oleh l orang yangl telah berkeluarga l maupun yangl belum 

berkeluarga l asal ia l tergolong orangl mukallaf, meskipunl 

dilakukan denganl rela samal rela.87 

Para l ulama’ mazhabl bersepakat bahwa l zina ialahl 

persetubuhan yangl diharamkanl yang dilakukanl secaral 

sengaja l memenuhi dua l unsurl-unsur jarimah l lyaitu, 

persetubuhan yangl dihaamkan dan l adanyal kesengajaan 

_________________ 
84 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37. 
85 Ridwan Hasbi. hamil duluan nikah kemudian (Pekanbaru : Daulat riau), hlm 54 
86 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87 
87 H.A. Djazuli, 1997, “Fiqih Jinayah”, Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hlm 35 
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atau l niatl yangl melawan lhukum, baikl yangl dilakukan olehl 

orangl laki-lakil maupunl perempuan yangl sudahl menikah 

(muhsan l) maupun belum l menikah (gairu l muhsan). 

Beberapa pendapat zina menurut para mazhab: 

a. Pendapatl mazhab Malikil  

Mazhab l Maliki memberikanl definisi zinal 

sebagai lberikut: Zina adalah l persetubuan yangl 

dilakukan olehl orang mukalafl terhadap farjil manusia 

(wanita l) yang bukanl miliknya secara l disepakati 

dengan l kesengajaan. 

b. Pendapatl Mazhab Hanafil  

Zina l adalah nama l bagi persetubuan l yang haraml 

dalam qubull (kemaluan) seorangl perempuan yangl 

masih hidup l dalam keadaanl ikhtiar (tanpa l paksaan) 

didalam l negeri yangl adil yangl dilakukan olehl 

miliknya.88 

c. Pendapatl Mazhab Syafi’il  

Zina l adalah perbuatanl lelaki memasukanl penisnya kel 

dalam liangl vagina wanita l lain (bukan l isterinya ataul 

budaknya) tanpal syubhat. 

d. Pendapatl Mazhab Hambalil 

Zina l adalah melakukanl perbuatan kejil 

(persetubuhan), baik tehadap qubul l (farji) maupunl 

dubur.89 

e. Pendapatl mazhab Dzahiriyah,  

_________________ 
88 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
hlm.6. 
89 A. Djazuli, fiqih jinayah (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 35 
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Zina ladalah: persetubuhan atas orang yangl 

tidak halall dilihat saat telanjang bersama ada 

pengetahuan akan k eharaman atau menggauli 

perempuan yang haram secara zat. 

f. Pendapat mazhab Syi’ah lZaidiyah, 

Zina ladalah : memasukan kemaluan dalam 

kemaluanl orang yang hidup l yang haram dari qubul 

atau dubur tanpa ada syubuhat.90 

Jadi zina yaitu perbuatan keji yang dilarang oleh 

allah yang hukumnya haram 

Dan didalam alquran juga sudah dijelasakan 

tentang pelarangan zina yaitu didalam surat al-Isra’ 

ayat 32: 

ٓى  تَقۡرَبُوا وَلََ  نَٰ سَبِيۡلًًَ  وَساَءَٓ   فاَحِشَة كاَنَ   اِنَّه    الز ِ   

“Dan l jangan kamu mendekatil zina, 

sesungguhnyal zina itu l adalah perbuatan yang l keji 

dan l merupakan jalan l yang lburuk”. 

a. Unsur-unsur Jarimah Az-Zina 

Meskipun l para ulama l berbeda pendapat dalaml 

mendifinisikan zina, tetapil mereka sepakatl terhadapl 

dua unsurl lzina, yaitu wathil haram l dan l sengaja ataul 

ada l itikad l jahat. Sesorang dianggapl memilikil itikadl 

jahat apabila l ial melakukanl perzinaan dan ia l tahu 

bahwa l perzinaan itu haram91.  

1) Persetubuhan yangl diharamkan atau wathi haraml 

_________________ 
90 Ridwan Hasbi. hamil duluan nikah kemudian (Pekanbaru : Daulat riau),hlm. 54 
91 A. Djazuli, fiqih jinayah edisi revisi (Jakarta: Grafindo Persada, 1997),hlm.36 
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Persetubuhanl yang disebuti zina l adalah 

persetubuhanl ke dalam l farji (kemaluanl). Dimana 

alatl kelamin l laki-lakil (zakarl) masukl kedalam alat 

kelamin l perempuanl (farjil), sebagaimana alatl 

mencelakl mata l dimasukkan ke l dalam l tempatl 

celak lmata. Ukurannyal adalah l jika kepalal 

kemaluanl lakil-laki (hasyafahl) telah l masukl ke 

dalam l farjil walaupunl sedikit. Dianggap l zina l jugal 

walaupun ada l penghalang antaral zakar dan l farji 

selam penghalangnya tidak l menghalangi 

persetubuhan dan l kenikmatan dalam l bersetubuh, 

dan l juga persetubuhan l yang terjadil bukan padal 

miliknya lsendiri. Akan ltetapi, jika pesetubuhan 

pada l miliknya meskipun l diharamkan, sepertil 

persetubuhan pada waktu itri sedangl haid, nifasl 

dan berpuasa l ramadhan, maka l tidak dianggap 

lzina. 92 

Sedangkan wathil haram adalahl wathi padal 

faraj wanita l bukan istrinya l atau hambanyal dan 

masuknyal zakar itul seperti masuknya l ember padal 

sumur adan l tetap dianggap l zina meskipunl ada 

penghalangl antara zakarl dengan farajnyal selama 

penghalangl itu tidak l menghalangi lkenikmatan.93 

Disampingl itu, kaidah l untuk l menentukan 

persetubuhanl sebagail zina l adalah persetubuhanl 

_________________ 
92  Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamy, Dar Al Kitab Al’raby, 
Beirut, t.t., 
93 A. Djazuli, fiqih jinayah edisi revisi (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm.36 
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yangl terjadil bukan padal miliknya l lsendiri.Dengan 

demikian l apabila persetubuhan l terjadil dalaml 

lingkungan hak l milik l sendiril karena ikatanl 

lperkawinan, maka l persetubuhan itu l tidakl 

dianggap l sebagai lzina, walaupunl persetubuhanyal 

diharamkan karena l suatu l lsebab.Hal inil karenal 

hukum l haramnya persetubuhanl tersebutl datangl 

belakangan karena l adanya suatu l sebab bukanl 

karena lzatnya.Apabila persetubuhan l tidak 

memenuhil ketentuan tersebutl maka tidakl 

dianggap sebaail zina yangl dikenai hukumanl had, 

melainkanl suatu perbuatan l maksiat yan l diancam 

dengan l hukuman ta l’zir, walaupunl perbuatanya 

itu l merupakan pendahuluanl dari lzina.94 

Dasar keharamanl zina dalaml syari’atl Islam 

adalah l firman Allah l dalam suratl Al – Mu l’minun 

ayatl 5 – l6: 

ينَ  ه مْ  ھمُْ   وَال ذ  ه مْ   عَلىَ  إ لا.    حَاف ظُونَ   ل فُرُوج    مَلكََتْ   مَا  أوْ   أَزْوَاج 

إ ن همُْ   أيَمَْانُهمُْ  ینَ  غیَْرُ   فَ ل كَ   وَرَاءَ ابتْغَىَ  فمََن  .  مَلُوم    ھمُُ   فَأوُلئَ كَ   ذَ

 العَْادُونَ 

“Dan orang l-orang yang l menjaga 

lkemaluannya, kecuali terhadapl isteri-isteril 

mereka atau l budak yangl mereka lmiliki. Maka 

Sesungguhnya l mereka dalam l hal inil tiada 

lterceIa.Barangsiapa mencaril yang dil balik 

_________________ 
94 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm 8-9 
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litu.Maka mereka l Itulah orang l-orang yangl 

melampaui lbatas. 

Sedangkan larangan l berkumpul dil tempat 

yangl sunyi dengan l wanita tanpal suatu ikatanl yang 

lsah, dasar hukumnya l adalah sabda l Nabi 

lMuhammad; “tidak diperkenankanl salah seorangl 

diantara kamu l untuk bersunyisunyil dengan 

wanita l yang bukan l muhrim, karenal orang ketigal 

diantara keduanya l adalah lsetan.” Meskipun padal 

umumnya paral fuqaha telah l sepakat bahwal yang 

dianggap l zina itu l adalah persetubuhanl terhadap 

farjil manusia yangl masih lhidup, namun dalaml 

penerapanya pada l kasus-kasusl tertentu merekal 

kadang-kadangl berbeda lpendapat. Berikut inil 

beberapa kasus l dan pendapatl ulama mengenail 

hukumnya95 

2) Adanya kesengajaan l atau niatl yang melawanl 

hukum  

Unsurl yang kedua l dari jarimah l zina 

adalah l adanya niatl dari pelakul yang melawanl 

hukum. Unsurl ini terpenuhil apabila pelakul 

melakukan suatu l perbuatan (persetubuhanl) 

padahal ia l tahu bahwa l wanita yangl 

disetubuhinya adalah l wanita yangl 

diharamkan lbaginya. Dengan ldemikian, 

apabila seseorangl mengerjakan suatul 

_________________ 
95 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm 8-9 
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perbuatan dengan l sengaja, tetapil ia tidakl tahu 

bahwa l perbuatan yangl dilakukannya haraml 

maka ia l tidak dikenakanl hukuman hadl (zina). 

lcontohnya, seperti seorangl laki – lakil 

menikahi seorangl perempuan l sedangkanl 

perempuan tersebutl sebenarnya l mempunyail 

suami tetapil ial merahasiakanl kepadanya. 

Apabila l terjadil persetubuhan l setelah 

dilaksanakannya l perkawinan tersebutl makal 

suamil tidak l dikenakan l hukuman ataul 

pertanggungjawaban (tuntutan l) selama ial 

tidak tahu l bahwa wanita l itu masih l dalam 

ikatan l perkawinan dengan l suami yangl 

terdahulu.96 

Unsurl melawan hukum l atau 

kesengajaan l berbuat zina l harus berbarenganl 

dengan melakukan l perbuatan yangl 

diharamkannya litu, bukan lsebelumnya. 

Artinya, niatl melawan hukum l tersebut harusl 

ada pada l saat dilakukannyal perbuatan yangl 

dilarang itu l 

b. Hukuman Zinal 

Syariatl islam l telah menetapkanl tiga l jenisl 

hukuman untuk l jarimahl lzina, yaitu 

1) Dera l (jilid l) 

2) Pengasingan l (taghribl), 

_________________ 
96 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm.25 
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3) Rajam l 

Hukumanl dera l dan pengasingan l ditetapkanl 

untuk l pelaku zina ghairu lmuhshan, sedangkanl 

hukuman l rajam ditetapkanl untuk l pelaku l zina 

muhshan. Apabila l pelaku zina itu kedua-duanya 

ghairu muhshan maka keduanya dijilid dan 

diasingkan. Akan tetapi, kalau kedua-duanya muhdhan 

maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Apabila 

yang satu muhshan dan yang satu ghairu muhshan 

maka yang muhshan dirajam dan ghairu muhshan 

dijilid dan diasingkan.97 

Hukuman dera l merupakan hukumanl cambuk 

yangl jumlahnya seratus l kali. Didasarkan kepadal 

firman Allahl dalam Surahl An-Nuur ayatl 2: 

انِيَةُ  انِىۡ   الَزَّ نۡهُمَا وَاحِدٍ   كُلَّ  فاَجۡلدُِوۡا  وَالزَّ لََ   ْۖ  جَلۡدةٍَ  مِائَةَ   م ِ   بِهِمَا  تاَۡخُذۡكمُۡ  وَّ

ؤۡمِنُوۡنَ   كُنۡتمُۡ   اِنۡ   اٰللِّ   دِيۡنِ  فِىۡ   رَاۡفَةٌ  خِرِ  وَالۡيَوۡمِ   باِلٰلَِّ   تُ   عذَاَبَهُمَا  وَلۡيَشۡهدَۡ    الََٰۡ

نَ   طآَىِٕفَةٌ  الۡمُؤۡمِنِيۡنَ   م ِ  

Artinya : Pezina l perempuan dan l pezina lakil-

laki, deralahl masing-masingl dari keduanyal seratus 

lkali, dan janganlah l rasa belas l kasihan kepadal 

keduanya mencegahl kamu untuk l (menjalankan) 

agama l (hukum) lAllah, jika kamu l beriman kepadl Allah 

dan l hari lkemudian; dan hendaklahl (pelaksanaan) 

hukuman l mereka disaksika l oleh sebagianl orang-

orang l yang lberiman. 

_________________ 
97 Ahmad Wardi Muslich.Pengantar dan Asas Hukum Pidana islam edisi Revisi.  

Jakarta:Sinar Grafika. hlm 145 
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Hukuman jilid l (dera) dijatuhkan untukl 

melindungi (memerangi) faktor l pskilogis yang 

mendorongl dilakukannya jarimah lzina, yaitu 

keinginan l untuk mendapatkanl kesenangan. Faktorl 

psikologis penentangnyal merupakan hall yang 

menyebabkanl seseorang meninggalkanl kenangan 

tersebut adalah ancamanl (rasa sakitl), yaitu yangl 

ditimbulkan oleh l seratus kalil cambukan. Dengan 

demikian diharapkan hukuman tersebut dapat 

menghalangi pelaku untuk mengulangi 

perbuatannya.98  

Hukumanl pengasingan yangl dijatuhkan untuk 

zina l ghairu muhshanl lamanya adalah satu ltahun. 

ketentuan ini didasarkanl kepada hadist Nabil saw. Daril 

‘Ubadah ibn Shamit bahwa Rasulullah bersabda: 

جْم  مائة  جَلدُْ  ،  بالث ي بِ   والث ي بُ   سَنَة  ونَفْيُ   مائة جَلدُْ  بالبِكرْ  البكرْ والر   

Artinya :“Perawan l dengan perjaka l (jika 

berzina l) maka dicambuk l 100 kalil dan diasingkanl 

setahun. Duda l dengan jandal (jika berzina l) maka 

dicambukl 100 kalil dan ldirajam“. 

Hukumanl pengasingan inil statusnya masihl 

dipersilihkan oleh para l fuqaha. Imam l Abu Hanifahl 

dan murid-muridnya memandangnyal sebagai 

hukuman l ta’zir dan l bukan lhudud. Alasannya karena 

hadist tersebut merupakan hadist ahad. Sedangkan 

_________________ 
98 Ahmad Wardi Muslich.Pengantar dan Asas Hukum Pidana islam edisi Revisi.  

Jakarta:Sinar Grafika. hlm 146 
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jumhur ulama memandangnyal sebagai hukumanl had 

yangl haus dilaksanakan olehl hakim.99 

Para ulama l berbeda pendapatl tentang 

pengertian l at-ltaghrib. Menurut Imam l Abu Hanifahl 

dan Imaml Malik, taghribl itu maksudnya l dipenjarakan, 

sedangkan menurut Imaml Syafi’il dan Imam l Ahmad 

dibuangl kesuatu tempat lain dengan tetap diawasi. 

Disamping itu Imam Malik berpendapat yang dibuang 

hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh 

dibuang, karena orang wanita tidak boleh pergi sendiri 

tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Imam 

Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Azh-Zhahiri 

hukuman buang setahun ini dikenakan kepada 

keduanya.100 

Hukumanl rajam adalahl hukuman matil dengan 

jalan l dilempari dengan l batu yangl dikenakan kepadal 

pelaku zina l muhshan baik l laki-lakil maupun 

lperempuan. Hukuman rajam l tidak tercantum l dalam 

All-quran sehingga l oleh karenanya l para fuqahal 

Khawarij tidak l mengakuinya. Akan l tetapi fuqahal 

yang lain l sepakat atasl eksistensi hukumanl rajam lini, 

karena sumbernyal dari Asl-sunah, baik qauliyah 

maupun fi’liyah. Dari sunnah qauliyah antara lain 

hadid ‘Ubadah ibn Shamit bahwa Nabi saw, bersabda: 

قد  عنى خذوا  عنى  خذوا:   م.ص  الله  رسول قال:    قال  الصامت  ابن عبادة  عن  

_________________ 
99 Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Nail Al-Authar. Juz VII.Dar Al-

Fikr.Beirut.L.L.hlm 249 
100 A.Dzajuli. Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam). 

Jakarta:PT Raja Grafindo Persada hlm 43 
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مائة  جلد  بالثيب  والثوب  سنة  ونفى  مائة  جلده  بالبكر  البكر.  سبيلَ  لهن  الله  جعل  

والنسائ  البخارى  الَ  الجماعة  رواه.}   والرجم } 

‘Daril Ubadahl ibn Ash l-Shamitl ia l berkata : 

Rasulullah l SAWl bersabda l “Ambilah daril ldiriku, 

ambilah daril ldiriku, sesungguhnyal Allah telahl 

memberikan l jalan l keluar (hukumanl) bagil mereka 

(pezina l). Jejakal danl gadis hukumannya l dera l seratusl 

kali dan l pengasinganl selama l satu l tahun, sedangkanl 

duda l dan janda l hukumannyal dera l seratus kalil danl 

lrajam.’ (Di riwayatkan oleh jama’ah kecualil Bukhari 

dan l Nasai)101 

C. Pengertian Anak 

Menurutl pengetahuan umum l yang dimaksudl anak 

adalah l seseorang yangl lahir daril hubungan pria l dan lwanita. 

Sedangkan yangl diartikan dengan l anak-anak atau l juvanale 

adalah seseorangl yangl masih dil bawah usia l tertentu l danl 

belum dewasa l serta l beluml kawin.  

Untuk mengetahui pengertian tentangl anak itu l sendiri 

sehingga mendekatil makna yangl benar diperlukanl suatu 

pengelempokan yangl dapat dilihatl dari berbagail aspek 

lkehidupan, yaitu agama, lekonomi, sosiologis, dan l hukum 

sebagai berikut: 

1. Pengertian l Anak daril Aspek Agamal  

Dalam l sudut pAndangl yang dibangunl oleh agamal 

khususnya dalam l hal inil adalah agama l islam, anakl 

merupakan makhluk l yang Dhaif l dan lmulia, yang 

_________________ 
101 Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Nail Al-Authar.Juz VII Dar Al-

Fikr.Beirut.t.t.,hlm 249. 
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keberadaanya adalah l kewenangan daril kehendak Allahl 

Swt, dengan l melalui proses l penciptaan. Olehl karena anakl 

mempuyai kehidupan yangl mulia dalam l pandangan 

agama l islam maka l anak hars diperlakukanl secara 

manusiawil sepertil diberi nafkah, baikl lahirl maupunl batin, 

sehingga l kelak l anakl tersebut tumbuh l menjadil anakl yang 

berakhlakl mulia l sepertil dapat bertanggungjawab dalaml 

mensosialisasikaan dirinya untuk l mencapai kebutuhanl 

hidupnya dimasa l mendatang. Dalam l pengertian lislam, 

anak adalahl titipan Allah l Swt, kepadal kedua orangl tua, 

masyarakatl bangsa dan l negara yangl kelak akanl 

memakmurkan dunia l sebagai rahmatan l lila’lamin dan 

sebagail pewaris ajaranl islam. Pengertianl ini mengandungl 

arti bahwa l setiap anak l yang dilahirkanl harus ldiakui, 

diyakini, dan l diamankan sebagail implementasi amalanl 

yang diterima l oleh orangl tua, lmasyarakat, bangsa, danl 

negara. 

2. Pengertian Anakl dari Aspekl Hukum 

Dalam hukum l positif terdapat pluralismel mengenai 

pengertian l anak. Hall ini adalah l sebagai akibatl tiap-tiapl 

peraturan perundangl-undangan yangl mengatur secaral 

tersendiri mengenail peraturan anakl itu lsendiri. Pengertian 

anak l dalam kedudukanl hukum meliputil pengertian anakl 

dari pandanganl sistem hukum atau l disebut kedudukanl 

dalam artil khusus sebagail objek huku. Keduduan anak 

dalam l artian dimaksudl meliputi pengelompokkan ke 

dalam subsisteml sebagai lberikut: 
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a. Pengertian l anak l dalam UUDl 1945 l terdapatl dalam 

Pasall 34 l yangl berbunyi:” Fakirl miskinl danl anak-anakl 

terlantarl dipelihara l oleh negaral”. Hall inil mengandung 

makna l bahwal anak l adalah subjekl hukum l daril hukum 

nasionall yangl harusl dilindungi, dipelihara l danl dibinal 

untuk mencapail kesejahteraanl lanak. Dengan katal lainl 

anak l tersebut merupakal tanggungjawab pemerintah 

dan l masyarakat terhadapl pengertian ini.  

b. Pengertian anak l berdasarkan UU Peradilan Anak. 

anak dalam UU No. 3 Tahun 1997  tecantum dalam 

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:”Anak adalah orang 

dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 

18 tahun dan belum pernah menikah”. 

c. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahunl 1997 tentangl 

Ketenagakerjaan Pasall 1 ayat (20 l) “Anak  adalahl 

orang lakil-laki ataul wanita yangl berumur kurangl dari 

15 l tahun”. 

d. Dalam undang-undangl Nomor 21 l tahunl 2007 tentangl 

pemberantasanl tindak l pidana perdagangan l orang 

pasall 1 l ayatl (5)  “ Anak l adalahl seseorangl yang beluml 

berusia l 18 l tahun, termasukl anakl yangl masih dalaml 

kandunganl”. 

e. Dalam uu no l 44 tahun l 2008 tentangl Pornografi Pasall 

1 angka 4 l “ Anak adalah l seseorang yangl belum 

berusia l 18 ltahun”. 

f. Pengertian l anak menurutl UU  Perkawinan l No 1l 

Tahun l1974. 
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UU lNo.1 1974 l tidak mengaturl secara langsungl 

tolak ukurl kapan seseorangl digolongkan sebagail anak, 

akan l tetapi hall tersebut tersiratl dalam pasall 6 ayatl (2) 

yangl memuat ketentuanl syarat perkawinanl bagi orangl 

yang belum l mencapai umurl 21 tahun l mendapati izinl 

kedua orangl tua. Pasall 7 ayatl (1) UUl memuat batasanl 

minimum usia l untuk dapatl kawin baguil pria adalahl 19 

(sembilan l belas) tahun l dan wanita l 16 (enamlbelas) ltahun. 

Menurut lProf. H. Hilmanl Hadikusuma. lSH, menarik batasl 

antara beluml dewasa danl sudah dewasal sebenarnya tidakl 

perlu ldipermaslahkan, hal inil dikarenakan padal 

kenyataanya walaupun l orang belum l dewasa namunl ia 

telah l melakukan perbuatanl hukum, misalnyal anak yangl 

belum dewasa l telah melakukan l jual lbeli, berdagang danl 

sebagainya walaupun l ia belum l kawin. Dalam l pasal 47l 

ayat (1 l) dikatan bahwal anak yangl belumn mencapail umur 

18 l (delapan belas l) tahun atau l belum pernah l melakukan 

pernikahanl ada dibawah l kekuasaan orangl tuanya selamal 

mereka tidak l dicabut kekuasaan l orang ltuanya. Pasal 50l 

ayat (1 l) menyatakan bahwa l anak yangl belum mencapail 

umur 18 l (delapan belas l) tahun dan l belum pernak l kawin, 

tidak l berada dil bawah kekuasaanl orang ltua, berada 

dibawah l kekuasaan lwali.nDari pasall-pasal tersebutl di atasl 

maka dapatlahl disimpulkan bahwal anak dalam l UU Nol1 

tahun l 1974 adalah l mereka yangl belum dewasa l dan sudahl 

dewasa yaitu l 16 (enam l belas) tahunl untuk perempuanl dan 

19 l (sembilan belas l) tahun untukl laki-lakil 

3. Pengertian l Anak Menurutl Hukum Perdata l  
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Pengertian anak l menurut hukuml perdata dibangunl 

dari beberapal aspek keperdataanl yang ada l pada anakl 

sebagai seseorangl subjek hukum l yang tidak l mampu. 

Aspek l-aspek tersebutl adalah: Status l belum dewasal (batas 

usia l) sebagai subjek l hukum. Hak l-hak anak l di dalaml 

hukum lperdata. Pasal 330 l KUHPerdata l memberikan 

pengertian l anak adalah l orang yangl belum dewasal dan 

seseorangl yang belum l mencapai usia l batas legitimasil 

hukum sebagail subjek hukuml atau layaknya l subjek 

hukum l nasional yangl ditentukan oleh l perundang-

undanganl perdata. Dalam l ketentuan hukuml perdata anakl 

mempunyai kedudukanl sangat luas l dan mempunyal 

peranan yangl amat lpenting, terutama dalam l hal 

memberikanl perlindungan terhadapl hak-hakl keperdataan 

lanak, misalnya dalaml masalah dalal masalah pembagianl 

harta lwarisan, sehingga anak l yang berada l dalam 

kandunganl seseorang dianggapl telah dilahirkanl bilamana 

kepentingan l si anak l menghendaki sebagaimanal yang 

dimaksudl oleh pasall 2 lKUHPerdata.102 

Jadi pengertian Anak adalah anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa yang merupakan calon generasi penerus 

bangsa (Siahaan, 2018: 15). Perlindungan terhadap anak 

yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental 

terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan semakin 

meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap anak yang 

_________________ 
102 Vilta Biljana Bernadethe Lefan dan Yana Suryana. Tinjaun Psikologi Hukum 

Dalam Perlindungan Anak. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018. Hlm 15. 
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berhadapan dengan hukum. Sehingga adanya aturan-

aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lahirnya 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959, 

tertanggal 15 Februari 1959, yang pada pokoknya 

menentukan bahwa demi kepentingan anak maka 

disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu 

tertutup. Pada saat proses sidang hakim dan jaksa tidak 

memakai toga.103 

 

           Kemudian  terkait  pembatasan  usia anak 

merupakan hal yang sangat penting dalam  perkara  pidana  

anak  guna  untuk mengetahui  pelaku  atau  korban  tindak 

pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap 

negara memiliki penafsiran  berbeda  terkait  anak,  dilihat 

dari   aspek   umurnya   atau   dari   aspek kemampuan  

berfikirnya.  Definisi  anak juga  termuat  dalam  pasal  1 

convention on  the  rights  of the  child ,  anak  diartikan 

sebagai  setiap  orang  dibawah  usia  18 tahun,  kecuali  

berdasarkan  hukum  yang berlaku terhadap anak, 

kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.104 

 

_________________ 
103 Zulfikri. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh 

Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. Jurnal  ar-Raniry. 

Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018 
 

104 Sahata Manalu. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana 

Persetubuhan terhadap Anak. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 

No. 1 Maret 2021 
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BAB III 

PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK 

NOMOR 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk 

A. Deskripsi Kasus  

Penelitian kasus l inil tentang tindak l pidana telah 

melakukanl tipu muslihatl serangkaian lkebohongan, atau 

membujuk l anak melakukanl persetubuhan dengannya l atau 

orangl lain di Pengadilan Negeri Demak. Dalam kasus ini ada 

dua terdakwa yaitu: Terdakwa Ari yang masih dalam pencarian 

orang (DPO) Terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono 

(alm). Terdakwa Danang lahir di Demak Jawa Tengah, lahir 

pada tanggal 22 September 1996 dan umurnya 19 tahun, jenis 

kelaminnya ialah Laki-laki, warga negara Indonesia, Tempat 

Tinggalnya di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, 

Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Agama yang dianut 

Islam, pekerjaanya swatsta, pendidikan terakhir terdakwa 

Danang tidak tamat sekolah Madrasah  Aliyah hanya sekolah 

sampai kelas 2. Sedangkan saksi korban bernama: Putri 

Hidayatus Sholekah binti Nur Kholis, lahir pada tanggal 10 

Januari 2002, umurnya 14 tahun lebih 8 bulan.  

Ketika hakim memeriksa kasus pidana, hakim harus 

mencari dan menyakinkan kebenaran materil yang bersumber 

dari fakta-faktal yang ada dalam l sidang serta besumber dari 

suratl dakwaan yangl diformulasikan oleh Jaksa l penuntut 

lumum, apabila dalam surat dakwaan ada kesalahan maka 

hakim akan susah dalam mempertimbangkan serta susah 

menerapkan ketentuan pidana. Oleh sebab itu penulisl terlebih 

dulu membahas l tentang penjelasan kronologi kasus dalaml 
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putusan pengadilanl Negeri Demak Nomorl 175 / Pid. Sus l / 

2016 /PN.Dmk. Berdasarkanl putusan tersebut terdakwal 

danang dan saksil korban Putri melakukan l hubungan layaknyal 

suami istril selama beberapa kali. 

1. Persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh terdakwa 

Kejadian persetubuhan dilakukan pertama kali 

sekitar pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jam 19.30 wib. 

Teman terdakwa (Danang Nur Pramudio) yang bernama 

Ari yang juga terdakwa tapi dalam pencarian orang 

mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah kerumah 

terdakwa Danang Nur Pramudio di Dukuh Jaro 

Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak  

bertujuan untuk meminjam kamar tidur terdakwa (Danang 

Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan sebagai 

tempat melakukan persetubuhan/ hubungan badan  antara 

terdakwa Ari (DPO) dengan saksi Korban Putri Hidayatus 

Sholekah, terdakwa Danang Nur Pramudio 

memperbolehkan kamarnya untuk ditempati terdakwa Ari 

dan Saksi Korban Putri Hdayatus Sholehah untuk 

digunakan persetubuhan, lalu terdakwa Ari dan Saksi 

Korban Putri Hidayatus sholekah masuk kamar tidur 

langsung melakukan persetubuhan atau hubungan badan 

selama 15 menit, setelah selesai melakukan persetubuhan 

terdakwa Ari langsung keluar dari kamar tidur. 

Pada waktu itu terdakwa ari menawarkan 

persetubuhan atau hubungan badan kepada Terdakwa 

Danang Nur Pramudio dan Terdakwa Danang Nur 

Pramudio langsung meng-iyakan tawaran dari terdakwa 
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Ari, selain itu terdakwa Ari juga memberitahu kepada 

Terdakwa Danang Nur Pramudio kalau saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah sudah dikasih uang. Saat terdakwa 

Danang Nur Pramudio menerima tawaran dari terdakwa 

Ari, terdakwa Danang Nur Pramudio langsung bergegas 

menuju kedalam kamar tidur untuk menemui Saksi Korban 

Putri Hidayatus Solekah yang masih didalam kamar tidur 

untuk diajak melakukan persetubuhan.   

Ketika didalam kamar saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah masih dalam keadaan telanjang sambil duduk 

diatas tempat tidur, saat terdakwa Danang Nur Pramudio 

mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saksi 

korban hanya diam, lalu terdakwa Danang Nur Pramudio 

melepasl celana dalam l dan celanal luar yang dipakail saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah ketika melepas celana 

dalam dan celana luar terdakwa dalam kondisi sudah 

terangsang/ereksi dan posisi saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah sedang terlentang sambil membuka kedua 

kakinya atau mengkangkang, sedangkan posisi terdakwa 

Danang Nur Pramudio duduk diatas kasur dan terdakwa 

langsung memasukkan alat kelaminnya atau (penis) 

kedalam alam kelamin (vagina)/ kedalam lubang kemaluan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dengan gerakan 

maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa 

Danang Nur Pramudio mencapai klimaks dengan 

mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah. 
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Setelah selesai melakukan persetubuhan antara 

terdakwa Danang Nur Pramudio dan saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah, lalu mereka memakai pakaian 

masing-masing dan terdakwa Danang Nur Pramudio 

memberi uang kepada saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah senilai Rp. l50.000 (Lima Puluh l Ribu Rupiahl) 

sebagai imbalan telah melakukan persetubuhan. setelah 

saksil korban Putri Hidayatus Sholekah dan terdakwa 

Danang Nur Pramudio berbincang lalu mereka keluar dari 

kamar tidur secara bersama-sama. Setelah itu saksi korban 

Putri Hidayatus Sholekah diantar pulang oleh terdakwa 

Ari. 

2. Persetubuhan kedua kali yang dilakukan oleh terdakwa 

Kejadian persetubuhan yang kedua kalinya 

dilakukan pada haril Sabtu tanggall 09 Juli 2016 sekitarl 

pukul 11:30l wib bertepatan pada haril raya Idul Fitri yang 

ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim 

pesan singkat atau Sms kepada Putri Hidayatus Sholekah 

yang berisi “(Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku)  

dalam terjemahan bahasa indonesia yaitu Bos hari raya 

idul fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat 

atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah yang berisi ( Ya entar Bos). Setelah selang 

beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 

wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang 

kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio. 

Saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang 

kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio  diantar oleh 



84 

 

 

temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian saudari 

Uyun langsung pergi meninggalkan saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah setelah mengantarnya.  

Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekhah dan 

Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, 

mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling 

mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba 

timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, 

saat itu juga terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk 

kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio atau 

Terdakwa Danang Nur Pramudio berucap (Bos ayo ikut 

aku kedalam kamar) kepada saksi korban Hidayatus 

sholekah. 

Lalu saksi korban Putri Hidayatus sholekah 

menerima ajakan dari terdakwa Danang Nur Pramudio dan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekha langsung menuju 

masuk kedalam kamar tidur. Ketika didalam kamar tidur 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah langsung tiduran di 

atas kasur terdakwa Danang Nur Pramudio, sedangkan 

posisi terdakwa Danang Nur Pramudio juga tiduran sambil 

menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, 

lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melucuti satu persatu 

pakaian saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sampai 

telanjang bulat sedangkan pakaian terdakwa Danang Nur 

Pramudio dilepas sendiri.  

Pada saat mereka berdua telanjang bulat terdakwa 

Danang Nur Pramudio mulai menciumi bibir dan payudara 
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atau susu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah. Ketika 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dalam posisi tidur 

terlentang terdakwa Danang Nur Pramudio langsung 

memasukkan alat kelaminnya atau penis yang dalam 

kendisi menegang kedalam alat kelamin atau lubang 

vagina saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu 

terdakwa Danang Nur Pramudio menggerakan pantatnya 

dengan gaya naik turun sambil mulut terdakwa Danang 

Nur Pramudio menciumi bibir saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah. 

Ketika terdakwa Danang Nur Pramudio merasa 

capek dengan posisi tersebut, lalu saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah disuruh ganti posisi oleh terdakwa 

Danang Nur Pramudio yang awalnya saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah dibawah dan terdakwa Danang Nur 

Pramudio diatas kemudian mereka saling bertukar, posisi 

terdakwa Danang Nur Pramudio jadi dibawah sedangkan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah diatas. 

Selanjutnya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah 

menggerak-gerakan pinggulnya sampai terdakwa Danang 

Nur Pramudio merasa akan mengeluarkan sperma dan 

terdakwa Danang Nur Pramudio menyuruh saksi korban 

Putri Hidayatus untuk berhenti begerak menggerakan 

pinggulnya. Setelah itu terdakwa Danang Nur Pramudio 

mencabut alat kelaminya atau penisnya dari dalam lubang 

vagina atau alat kelaminya saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah, kemudian terdakwa Danang Nur Pramudio 

mengeluarkan sperma diluar. 
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 Setelah beberapa menit terdakwa kembali 

menyuruh saksi korban untuk menungging atau njengking 

agar terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya atau 

penisnya ke dalam lubang vagina atau alat kelamin saksi 

korban melalui belakang, setelah alat kelaminnya 

terdakwa masuk, lalu terdakwa  mendorong alat 

kelaminnya dengan cara maju mundur sampai mencapai 

klimaks, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnyal dari 

dalam lubangl vagina atau alat kelaminnya saksi l korban 

Putri setelah itu l terdakwa menumpahkan sperma ke bagian 

punggung saksi korban Putri. Setelah melakukan 

persetubuhan terdakwa dan l saksi korban memakai 

pakaiannya l masing-masingl dan mereka tidurl-tiduran 

didalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa memberi 

uang senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada 

saksi korban sebagai imbalan telah memenuhi permintaan 

terdakwa. Kemudian saksi korban diantarkan pulang oleh 

terdakwa sampai depan gang rumahnya saksi korban.  

3. Persetubuhan ketiga kali yang dilakukan terdakwa 

Kejadian persetubuhan ketiga kalinya dilakukan 

pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 

wib, pada waktu itu terdakwa mengirim pesanl singkat ataul 

sms yangl berisi (Bos tak jemput maul gak, nanti sore saya 

mau berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu 

dibalas oleh saksi korban yang ber isi ( Ya entar saya 

dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang 

beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, terdakwa 

menjemput saksi korban  didepan SD, ketika terdakwa 
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sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi korban langsung 

membonceng di motor terdakwa dan saksi korban dalam 

keadaan masih memakai pakaian seragam osis SMP atau 

MTS, saat dalam perjalanan terdakwa mengajak l saksi 

korban l untuk pulang kerumah lterdakwa, setelah sampai 

dirumah lterdakwa, terdakwa berpamitan kepada saksi 

korban l untuk merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban 

tidak merespon perkataan terdakwa atau hanya diam. 

 Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk 

ke l dalam kamarl tidur terdakwa, pada saat saksil korban dan 

terdakwa dil dalam kamarl tidur terdakwa, terdakwa 

langsung melepaskan pakaian atau seragam sekolah yang 

dipakai saksi korban sampai dalam keadaan telanjang 

bulat, lalu terdakwa menciumi bibir maupun payudara atau 

susu saksi lkorban, setelah itu l terdakwa menyuruh l saksi 

korban l untuk memasukkan l alat kelamin l atau penis 

terdakwa l kedalam alat kelamin l atau lubang vagina saksil 

korban, pada saat itu dengan posisi saksi korban berada 

diatas dan terdakwa posisinya berada dibawah, lalu 

terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggerak-

gerakan pinggulnya dengan gaya maju mundur selama 

beberapa kali sampai terdakwa merasakan puncak 

klimaksnya, setelah itu l terdakwa menyuruhl saksi korbanl 

untuk turun l dari atas tubuh korban, setelah saksi korban 

turun, terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas 

perut saksi korban, selanjutnya mereka masing-masing 

memakai pakaiannya dan mengobrol. lalu sekitar l jam 

15:00 l wib terdakwal mengantarkan pulang saksi lkorban, 
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tetapi kali ini saksi korban tidak mendapatkan uang dari 

terdakwa. 

Ketika saksi Siti Partimah Binti Abdul Jalal mencuci 

pakaian,saksi Siti Partimah menemukan banyak bercak 

darah di celana dalam yang di pakai saksi korban, setelah 

itu saksi Siti Partimah langsung menanyakan kepada saksi 

korban tentang bercak darah yang di celana dalam saksi 

korban Putri. “Put, kamu apa datang bulan?” ucap saksi 

Siti Partimah, “Saya tidak datang bulan bu” sahut saksi 

korban Putri,selanjutnya saksi Siti Partimah bertanya lagi 

kepada saksi korban putri, “ Lha kok di celana dalam kamu 

ada bercak darah?” ucap saksi Siti Partimah, tetapi 

pertanyaan yang kedua dari saksi Siti Partimah tidak 

direspon oleh saksi korban Putri, saksi Siti Partimah masih 

penasaran dengan bercak darah yang ada di celana dalam 

saksi korban. 

Lalu saksi Siti Partimah mengadukan hal tersebut 

kepada saksi Imam Syafi’i bin Solikan, selanjutnya saksi 

Imam Syafi’i menanyakan perihal celana dalam yang ada 

bercak darah kepada saksi korban Putri, lalu saksi korban 

Putri bercerita kepada saksi Imam Syafi’i tentang semua 

perbuatan persetubuhan terdakwa Danang, setlah itu, saksi 

Imam Syafi’i dan saksi Siti Partimah membawa saksi 

korban Putri ke rumah sakit untuk di periksa secara medis, 

lalu saksi korban l Putri melaporkan perbuatan l terdakwa 

kepada l Polres Demak untuk diprosesl lebih lanjut secara 

hukum dan saksi korban Putri di dampingi oleh saksi Imam 

Syafi’i saat melapor. 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaku 

atau terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan 

cara seduksi (Seduire: membujuk, menggoda). Seduksi 

merupakanl bujukan dan l godaan untuk l mengajak 

partnernya l bersetubuh, yangl sebenarnya melanggarl norma 

susila l atau melanggarl hukum dan ada juga faktor-faktor 

yang menyebabkan terdakwa melakukan persetubuhan 

antara lain: faktor lingkungan (pelaku memanfaatkan 

keadaan rumah yang sepi untuk melakukan persetubuhan 

dan kurangnya pengawasan dari orang tua korban), serta 

faktor moral (kurangnya ketakwaan dalam diri terdakwa 

sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu birahinya).  

B. Dakwaan dan Tuntutan  

1. Dakwaanl 

Dakwaanl merupakanl dasar pentingl hukuml acaral 

pidana karena l berdasarkanl hall yang dimuatl dalam 

dakwaanl litu, hakim akan l memeriksa l perkara l itu. 

Pemeriksaanl didasarkanl kepada l surat dakwaanl danl 

menurutl Nederburg, pemeriksaanl tidak l batall jika batasl-

batas ldilampaui, namun l putusan l hakim hanya l bolehl 

mengenail peristiwa-peristiwal yangl terletak l dalam batasl 

itu.105 

Jaksa penuntut umum dalam dakwaanya memakai 

dakwaan berupa dakwaan alternatif, yang artinya dakwaan 

ini ada bebeapa dakwaanl yang disusun l secara lberlapis, 

susunan yang pertama termasuk alternatif l serta bersifat 

_________________ 
105 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 

hlm.163 
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mengecualikan l dakwaan pada l susunan lainnya. Dakwaanl 

pertama di pakai apabila belum mendapat kepastian 

tentangl tindak pidana l  yang sangat pas untuk ldibuktikan. 

Dalam dakwaanl alternatif, meskipunl dakwaan terdiril dari 

sebagian susunan, cuma satu l dakwaan saja l yang 

dibuktikan l tanpa wajib mencermati urutannyal serta bila 

salah satu l telah teruji hingga dakwaanl pada susunan yang 

lain tidak l butuh dibuktikan llagi.  Dalam bentuk l berupa 

surat dakwaan l ini, antara l susunan satu dengan l susunan 

lainnya menggunakanl kata lsambung, dan ataupun. 

Terdakwa dihadapkan ke Persidangan l oleh 

Penuntutl Umum di dakwa dalaml surat dakwaanl  No. lReg. 

Perk.PDMl-67/Q.3.31/DMK/Euh.2/11/2016, telah 

didakwa sebagai berikut:  

Dakwaan pertama tentang Jaksa Penuntut umum 

menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimanal 

diatur serta diancaml pidana dalam Pasall 76 Dl Jo. Pasall 81 

Ayatl (1) Undangl-Undang RI No.35 l Tahun 2014 l tentang 

Perubahanl Atas Undangl-Undang RI No. 23 l Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak.  Bunyi dari Pasal 76 D 

Undang-Undangl RI No.35 l Tahun 2014 l tentang 

Perubahanl Atas Undangl-Undang RI lNo. 23 Tahunl 

2002:“Setiapl Orang dilarang l melakukan Kekerasanl atau 

ancaman l Kekerasan memaksa l anak melakukanl 

persetubuhan dengannyal atau dengan l orang llain”. 

Sedangkan bunyi dari Pasal 81l Ayat (1)  Undangl-Undangl 

No.35 l Tahun l 2014 tentangl Perubahan l Atas Undangl-

Undangl RI lNo. 23 l Tahun l2002: “Setiap orangl yangl 
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melangggar ketentuan l sebagaimana l dimaksudl dalam 

Pasall 76Dl dipidana denganl pidana penjara l palingl 

singkatl 5 (lima l) tahun l dan l paling lama l 15 l (lima l belas) 

tahun l dan l dendal paling banyakl Rp l5. l000.000.000,00l 

(lima miliarl rupiahl)”. 

Terdakwa Danang Nur Pramudio bin Yatmono 

(Alm), pada haril sabtu tanggall 09 Juli 2016 sekitarl jam 

l11:30 wib dan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar 

jam 14:00 wib serta pada waktu sekitar bulan juli tahun 

2016, terdakwa telah l melakukan tindak l pidana denganl 

sengaja melakukanl persetubuhan, dilakukan dirumah 

terdakwa l di Dukuh Jaro, desa l Sukorejo Rt 08 Rw l 01, 

Kecamatanl Guntur, Kabupaten Demak atau daerah yang 

dilakukan tindak pidana masih termasuk daerah hukum 

Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa 

dan mengadili perkara. Perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa adalah perbuatan terdakwal telah melakukanl 

persetubuhan dengan l saksi korban l Putri Hidayatus 

Sholekah, yang dimana status saksi korban masih dalam 

kategori anak karena baru berumur 14 tahun 8 bulan, alat 

kelaminnya atau lubang vagina saksi korban mengalami 

luka diduga setelah melakukan persetubuhan. Dalam hasil 

pemeriksaan secara medis terhadap luka saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah  dirinci sebagai berikut : selaput dara 

tampak tidak utuh, tampak luka robek dengan ukuranl 0,4 

x 0,4 l x l0,6, sedangkan rahim normal berukuran 6,5 x 2,9 

cm, tidak terlihat kantong kehamilan di dalam rahim. 
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Dakwaan Kedua tentang Jaksa Penuntut umum 

menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimanal 

diatur serta diancaml pidana dalam l Pasal 81 l Ayat (2l) 

Undang-Undangl RI lNo.35 l Tahun l 2014 tentangl 

Perubahanl Atasl Undang-Undangl RIl lNo. 23 Tahunl 2002l 

Tentangl Perlindungan lAnak. Bunyi dari Pasal 81 l Ayat (2l) 

Undangl-Undang RIl lNo.35 Tahun l 2014 l tentangl 

Perubahan Atas l Undangl-Undangl RI lNo. 23 l Tahunl 2002 

Tentangl Perlindunganl lAnak: “Ketentuan pidanal 

sebagaimana dimaksudl pada ayat (1 l) berlaku pula l bagi 

Setiap l Orang yang l dengan sengajal melakukan tipul 

muslihat, serangkaian l kebohongan, ataul membujuk Anakl 

melakukan persetubuhan l dengannya atau l dengan orangl 

lain”. 

Perbuatan l yang dilakukanl oleh terdakwa l adalah 

perbuatan terdakwa telah melakukanl tipu muslihatl atau 

kebohongan kepada saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah, yang awalnya terdakwa Danang mengajak saksi 

korban untuk silaturrahmi kerumahnya dalam rangka hari 

raya idul fitri, ketika saat di rumah terdakw Danang, 

terdakwa Danang dengan saksi korban Putri mengobrol, 

tetapi pada saat pertengahan obrolan, tiba-tiba terdakwa 

Danang muncul nafsu birahinya dan terdakwa langsung 

mengajak saksi korbanl Putri untuk melakukanl 

persetubuhan.   

Dakwaan Ketiga l tentang perbuatan terdakwal 

sebagaimana l diatur dan l diancam pidanal dalam ketentuan 

Pasal 76 l E Jo. Pasall 82 Ayat (1 l) Undang-Undangl RIl 
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No.35 l Tahun l 2014 tentangl Perubahan l Atasl Undang-

Undangl RIl No. 23 l Tahun l 2002 Tentangl Perlindunganl 

lAnak. Bunyi dari Pasal 76 l E Undang-Undangl No.35l 

Tahun 2014l tentang Perubahanl Atasl Undang-Undangl RI 

lNo. 23 Tahun l 2002: “Setiap Orang dilarang melakukan 

Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.Sedangkanl 

bunyi dari Pasall 82 Ayat  (1) Undangl-Undang No.35l 

Tahun 2014l tentang Perubahanl Atas Undangl-Undangl RI 

No. 23 l Tahun l 2002: “Setiap l orang yang l melangggarl 

ketentuan sebagaimanal dimaksud l dalaml Pasal 76Dl 

dipidana dengan l pidanal penjara palingl singkatl 5 l (lima) 

tahun l dan l palingl lama 15 l (lima l belasl) tahun danl dendal 

paling l banyak Rp l5.000.000.000,00ll (lima miliarl 

rupiah l)”. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 

perbuatan terdakwa telah l melakukan persetubuhanl dengan 

saksil korban Putri Hidayatus Sholekah, yangl dimana 

status saksi korban masih dalam kategori anak karena baru 

berumur 14 tahun 8 bulan, alat kelaminnya atau lubang 

vagina saksi korban mengalami luka diduga setelah 

melakukan persetubuhan. Dalam hasil pemeriksaan secara 

medis terhadap luka saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah  dirinci sebagai berikut : selaput dara tampak 

tidak utuh, tampak luka robek dengan ukuranl 0,4 x 0,4l x 
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0,6, sedangkan rahim normal berukuran 6,5 x 2,9 cm, tidak 

terlihat kantong kehamilan di dalam Rahim. 

Dakwaan keempat tentang perbuatan terdakwal 

sebagaimana diaturl dan diancam l pidana dalaml ketentuan 

Pasal 287 l Ayat (1 l) KUHP. Bunyi dari Pasal 287 Ayat (1) 

KUHP: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita 

di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, 

atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya 

untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun”. 

Perbuatan l yang dilakukanl oleh terdakwa l adalah 

ketika pada saat terdakwa melakukan l persetubuhan 

dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang 

dimana status saksi korban masih dalam kategori anak 

karena baru berumur 14 tahun 8 bulan dibuktikan dengan 

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LT-

07012014-000205, tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri 

Hidayatus Sholekah, yang dibuatl dan ditandal tangani olehl 

Drs. lH. Efendi MM., NIP. 195803051984031006, selaku 

Kepala Dinas Kependudukan. 

Dari uraian penjelasan tersebut diatas mengenai 

dakwaan yangl disusun oleh penuntutl umum dalaml 

perkara lNomor: 175 / Pid. Sus / 2016 / lPN.Dmk.yang 

menggunakan dakwaan alternatif dalam tuntutannya yang 

didasarkan pada alasan-alasan, pasal perundang-undangan 

yang digunakan dalam penyusunan dakwaan, Untuk l 

membuktikan ldakwaannya, maka penuntutl umum dil 
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persidangan mengajukan l alat buktil berupa suratl 

keterangan hasill visum etl revertum, suratl keterangan 

kartu l keluarga, keteranganl saksi-saksil dan keteranganl 

terdakwa. Berdasarkanl fakta-fakta l yang terungkapl dalam 

pemeriksaanl di persidanganl yang dil kaitan denganl 

pembuktian unsurl-unsur ldakwaan, maka menurutl jaksa 

penuntutl umum dakwaan l alternatif yangl di dakwakanl 

kepada terdakwa l tersebut dinyatakanl terbukti lbersalah. 

Ada beberapa dalam surat dakwaan yaitu: Dakwaan 

tunggal,  Dakwaan Alternatif, Dakwaan Subsadair, 

Dakwaan Kumulatif, Dakwaan kombinasi. 

Dalam perkara ini menggunakan beberapa pasal 

dakwaan : 

a) Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang 

RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.   

b) Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undangl RI No.35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

c) Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang 

RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undangl RI No. 23l Tahunl 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

d) Pasal 287 Ayat (1) KUHP.  

Dakwaaan diatas bisa disebut dengan dakwaan 

alternatif yaitu: Meskipun terdiri dari beberapa 

lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. 
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Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut 

sesuai lapisan nya, tetapi langung kepada yang 

dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti 

maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.  

Tetapi yang digunakan hanya dakwaan nomor 2 yaitu 

pasal 81 ayat (2) Undang-undang  karena telah 

memenuhi pembuktian. 

2. Tuntutan 

Tuntutan adalah permohonan jaksa (penuntut umum) 

kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasi persidangan. 

Pada tanggal 4 Januri 2017, tuntutan Pidana 

(requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada 

pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Danang Nur Pramudio Bin 

Yatmono (Alm) dinyatakan terbukti l secara sah l serta 

meyakinkan l melaksanakan turut serta dalam tindakl 

pidana telah melakukanl tipu l muslihat, serangkaianl 

kebohongan, ataul membujuk anak l melakukan 

persetubuhanl dengannya atau l orang lain l atau dengan 

sengaja l membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya”. Sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut 

umum yaitu Melanggar 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) 

Undang-Undangl RI Nomorl 35 Tahun l 2014 tentangl 

Perubahan Atas l Undang-Undangl RI Nomorl 23 Tahunl 

2002 tentangl Perlindungan lAnak, 

b. Jaksa l penuntut umum l menuntut untuk menjatuhkan 

pidana l kepada terdakwa Danang Nur Pramudio Binl 
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Yatmono (Alm) oleh sebab itu, terdakwa di pidana 

penjara l selama 6 l (enam) tahun l dikurangi selamal 

terdakwa dalam  masa ltahanan, dengan perintahl 

terdakwa harus tetap dalam l tahanan serta l pidana 

denda l sebesar lRp. 60.000.000,  l- (enam puluh l juta 

rupiah l), apabila terdakwal Danang Nur Pramudio tidak 

bisa membayarl pidana denda tersebutl bisa  diganti 

dengan l pidana kurunganl selama 3 l (tiga) lbulan. 

c. Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis 

Hakim antara llain: 

1) 1 l (satu) buah l seragam OSIS SMP lengan panjang 

warna putih, terdapat bed lokasi MTS 

ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ; 

2) 1 l (satu) buah rokl OSIS SMP warna biru ltua ; 

3) 1 l (satu) buah kerudungl warna putih; 

d. Barang bukti yang ditetapkan diatas dikembalikan 

kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah Binti 

Nur Kholis atau Keluarga saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah Binti Nur Kholis yang mewakili. 

Sedangkan Jaksa penuntut umum menetapkan supaya  

biaya perkara dibebankan kepada terdakwa Danang 

Nur Pramudio  senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

   Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, 

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan 

yang padal pokoknya meminta kepadal Majelis 

Hakiml biar dijatuhkan vonis yang seringanl- 

ringannya denganl sebab terdakwa merasa bersalah, 

menyesal danl berjanji tidakl hendak mengulangi lagi 

lperbuatannya tetapi Tuntutan yang dilakukan oleh 



98 

 

 

hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan yang telah 

dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan 

karena telah mempertimbangkan berbagai hal. 

Bahwa atas permohonan terdakwa l tersebut, 

Penuntut Umum mengatakan senantiasa pada 

tuntutannya sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa 

juga melaporkan senantiasa pada pembelaannya, 

Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa sesuai dengan                 

surat dakwaan sesuai dengan alat bukti maupun saksi 

C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan  

1. Pertimbangan Hakim 

Saat memutus suatu perkara hakim haruslah terlebih 

dahulu mempertimbangkan seluruh tuntutan dan 

mencantumkan dasar hukumnya. Dasar hukum dalam 

memutus tidak harus dari undang-undang atau konstitusi 

yang tertulis. Selain melalui undang-undang hakim dapat 

memutus dari yurisprudensi atau putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Terdapat pula doktrin atau 

pendapat para ahli yang bisa menjadi sandaran untuk 

memutus. Dalam ilmu hukum disebut dalam bagian 

sumber hukum dalam arti formal. Yaitu, undang- undang, 

kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan 

perjanjian.106 

Daril putusan Pengadilan l Negeri Demak Nomorl 

Nomor 175 / Pid. Sus l / 2016 /PN.Dmk, terdapatl 

keterangan saksil-saksi, keteranganl Terdakwa da l barang 

_________________ 
106 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet. II, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89 
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buktil dalam lpersidangan, Majelis Hakiml 

mempertimbangkan fakta l-fakta hukum l tersebut denganl 

apa yangl didakwaan Penuntutl Umum : 

a. Melanggar 76 D l Jo. Pasall 81 l Ayat (1 l) Undangl-

Undang RI Nomorl 35l Tahunl 2014 tentangl Perubahanl 

Atas Undangl-Undangl RI Nomorl 23 Tahun l 2002l 

tentangl Perlindungan lAnak, 

b. Melanggar Pasall 81 l Ayat (2 l) Undangl-Undang RIl 

Nomorl 35 Tahun l 2014 tentangl Perubahan l Atas 

Undangl-Undang RIl Nomor 23 l Tahun 2002l tentang 

Perlindunganl Anak; 

c. Melanggar Pasall 76 El Jo. Pasall 82 Undangl-Undangl 

RI Nomorl 35 l Tahun l 2014 tentangl Perubahan l Atasl 

Undang-Undangl RI Nomorl 23 Tahun l 2002 tentangl 

Perlindungan lAnak; 

d. Melanggar pasal 287 Ayat (1) KUHPidana. 

Meingat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 

selama dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan 

alternatif l yang pertama (perbuatan l terdakwa sebagaimana 

yang diaturl dan diancam l pidana dalam Pasall 81 ayatl (2) 

Undangl-Undang RIl No.35 l tahun 2014 l Tentang 

perubahanl atas Undangl-undang RIl Nomor 23l tahun 2002l 

tentang perlindunganl Anak, yangl unsur-unsurnya l sebagai 

lberikut: 

1) Unsur setiap l orang 

. Unsur Setiap orang dari apa yang telah 

didakwaan kepada terdakwa didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai lberikut: 
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Fakta l perbuatan yangl dilakukan serta l kejadian 

yangl di temukanl dalam unsur setiap orang yaitu: 

1) Terdakwa Danang Nur Pramudio melakukan 

persetubuhan dimana terdakwa melakukannya 

dirumah terdakwa di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 

Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak. 

 Sedangkan alat bukti yang mendukung yaitu 

unsur setiap orang. 

1) Bahwa keterangan terdakwa di dalam persidangan 

mengakui identitasnya sebagai terdakwa Danang 

Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) yang 

sebagaimana terdapat dalam suratl dakwaan Jaksal 

penuntut lumum,  

2) Unsurl setiap orang menurut pengamatan Majelis 

Hakim di dalam persidangan, terdakwa Danang 

Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) telah 

menunjukan kondisi sehat jasmani l serta rohani, 

sehingga l terdakwa dianggap l mampu dalam 

mempertanggungjawabkanl tindak pidana l yang 

dilakukan. Denganl demikian unsurl setiap orang 

ini telah l terpenuhi dalam diril terdakwa. 

2) Unsurl dengan sengaja l melakukan kekerasanl ataul 

ancamanl kekerasan, lmemaksa, melakukanl tipul 

muslihat, melakukanl serangkaian l lkebohongan, atau 

membujuk l anak l untuk l melakukan persetubuhanl 

dengannya atau l orang lain l meliputi : 
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Unsur dengan sengaja dibuktikan dengan faktal 

perbuatan yangl dilakukan serta l kejadian yangl di 

ltemukan :  

1) Bahwa benar, terdakwa Danang Nur Pramudio 

pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jaml 

19.30 l wib. dil Dukuh Jaro Rt.08/lRw.01 Desa 

Sukorejo, Kecamatan l.Guntur, Kabupaten Demak  

telah melakukan persetubuhanl dengan saksil 

korban Putri Hidayatus Sholekah, yangl dimana 

pada l saat itu l umur saksil korban masihl  14 tahun 

8 l bulan,  

2) Bahwa l benar terdakwa l setelah menyetubuhi saksil 

korban memberi imbalan berupa uangl tunai 

sebesarl Rp. 50.000 l (Lima Puluh Ribu l) Rupiah, 

bahwa l terdakwa Danang Nur Pramudio denganl 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah telah 

beberapa l melakukan hubunganl persetubuhan. 

Dengan l demikian unsur l dengan sengaja telah 

tepenuhi  

3) Unsur Kekerasan 

Unsur tindak kekerasan adalah suatu perbuatan 

yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan 

yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya 

merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang 

dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran 

dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak 

pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang 
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ringan.107 Unsur kekerasan dibuktikan dengan fakta 

perbuatanl yang dilakukanl serta kejadianl yang 

ditemukanl  yaitu berdasarkan hasil visum yang 

ditemukan, alat kelamin atau vagina saksi korban  

Putri Hidayatus Sholekah ditemukan luka robek 

selaput dara dengan ukuran l 0,4 X 0,4 l X 0,6 l Cm, 

sedangkan rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, 

tak tampak kantong kehamilan di dalam rahim. 

4) Unsur Memaksa 

Unsur memaksa merupakan suatu tindakanl 

yang memojokkanl seseorang hingga l tiada pilihanl lain 

yang lebih l wajar baginya l selain daril pada mengikutil 

kehendak daril sipemaksa. Dengan perkataanl lain 

tanpa l tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak l akan 

melakukanl atau melalaikanl sesuatu sesuail dengan 

kehendakl sipemaksa. Dalam hall ini tidak l diharuskan 

bagil siterpaksa untukl mengambil risiko yangl sangat 

lmerugikannya, misalnya lebih l baik matil atau lukal-

luka/keesakitan dari pada mengikuti l kehendak sil 

pemaksa. Dil sini harusl dinilai secara l kasuistis 

lkewajarannya. Pemaksaan pada l dasarnya dibarengil 

dengan kekerasan l atau ancaman l kekerasan.108 

5) Unsur Tipu Muslihat 

Unsur tipu muslihat dibuktikan dengan Fakta 

perbuatanl yang dilakukanl serta kejadianl yang 

_________________ 
107 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ‘Kriminologi”, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003.Hlm. 21 
108 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-

PTHM, Jakarta, 1983, Hlm.81 



103 

 

 

ditemukanl yaitu ketika saat masih suasana idul fitri 

terdakwa mengajak ketemu dengan niatan 

silaturrahmi, tetapi saat di rumah terdakwa, terdakwa 

Danang mengajak melakukan persetubuhan. 

6) Unsur Rangkaian Kebohongan 

Unsur rangkaian kebohongan adalah apabila 

antara pelbagai kebohongan itu ada sesuatu ikatan 

yang demikian rupa l serta kebohongan yangl satu 

mencukupi kebohongan l yang lain l sehingga secaral 

timbal balik l memunculkan sesuatu gambaran palsul 

seolah-olah l ialah suatu kebenaranl (Arrest Hooge Raad 

tanggal 8 Maret 1926); 

7) Unsur lainnya 

 Unsur lainnya yaitu unsur membujuk, 

sedangkan pengertian dari unsur membujuk adalah 

mempengaruhi pikiran seseorang dengan tujuan untuk 

melakukan apa yang diinginkan oleh si pengajak agar 

keinginan si pengajak terpenuhi dan perbuatan yang 

dilakukan bisa menguntungkan diri sendiri maupun 

orang lain. 

8) Unsur Persetubuhan 

Unsur Persetubuhan adalah l peraduan antaral 

kemaluan lakil-laki dan l perempuan yangl bisa 

dijadikan l untuk mendapatkanl anak. Anggota l kelamin 

lakil-laki harusl masuk ke l dalam anggota l kelamin 
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lperempuan, sehingga mengeluarkan l air lmani, sesuai 

dengan Arrest HR 5 Pebruari 1912 (W9292).109  

Alat bukti yang mendukung yang termasuk 

dalam unsur  persetubuhan yaitu Saksi Siti Partimah 

Binti Abdul Jalal menemukan bercak darah di celana 

dalam saksi korban Putri Hidyatus Sholekah pada saat 

mencuci  pakaian saksi korban dan ketika saksi korban 

Putri  melakukan pemeriksaan di RSUD Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak, ditemukan luka robek 

pada alat kelaminnya atau vagina saksi korban Putri 

setelah melakukan persetubuhan. 

9) Unsur lainnya yaitu unsur anak, sedangkan unsur anak 

yaitu unsur anak terdapat pada Pasal 1 l angka 1l 

Undang-undangl RI Nomor 35 l Tahun 2014 l tentang 

perubahanl atas Undangl-Undang R.I. Nomorl 23 tahunl 

2002 tentangl Perlindungan Anak l yang berbunyi 

“anak l adalah seseorang l yang belum l berusia 18l 

(delapan belas l)  tahun, termasuk l anak yangl masih 

dalaml kandungan”.Alat bukti yang mendukung 

terkait unsur anak yaitu berdasarkan foto copy kutipan 

Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, 

bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama 

Putri Hidayatus sholekah, yang dibuat serta 

ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 

195803051984031006, sebagai Kepala Dinas 

_________________ 
109 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995),hlm 

209. 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, 

bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga 

pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 

bulan 

Keterkaitan dengan unsur sengaja melakukanl 

kekerasan atau l ancaman lkekerasan, memaksa, melakukanl 

tipu lmuslihat, melakukan serangkaianl kebohongan, ataul 

membujuk anak l untuk melakukanl persetubuhan 

dengannya atau orang lain dari apa yang telah didakwaan 

kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

Hakim mempertimbangkan kasus tindak pidanal 

persetubuhan yangl dilakukan oleh l terdakwa terhadap 

saksi korban berlandaskan syarat umum Undangl-Undang 

Republik l Indonesia Nomorl 35 Tahun l 2014 tentanl 

perubahan atas l Undang-Undangl Republik lIndonesia, 

Nomor 23 l tahun 2002 l tentang Perlindungan l Anak, dalaml 

Pasal 1 l menyebutkan yangl dimaksud anak l merupakan 

seorang yang belum l berumur 18 (delapan l belas) ltahun, 

termasuk kategori anak l yang masih l dalam kandunganl 

serta berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 

Nomor: 3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada 

tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus 

sholekah, yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. 

Efendi, MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala 

Dinas Kependudukan l dan Catatan l Sipil Kabupatenl 

Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus 
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Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga 

pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 

bulan sehingga menurut Undang- Undangl Nomor 35l 

Tahun 2014 l tentang perubahanl atas Undangl-undang RIl 

Nomor 23 l Tahun 2002 l tentang perlindunganl anak, saksi 

korban putri hidayatus sholekah masih termasuk kategori 

anak; 

Selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan 

tentang keterangan para saksi yang sudah dibenarkan pula 

oleh terdakwa sertal dikaitkan denganl adanya barangl bukti 

yangl dihadirkan di persidangan l ternyata diperoleh 

kebenaran jika pada haril Sabtu tanggall 09 Juli 2016, 

sekitarl jam l11.30 wib, serta padal hari Senin l tanggal 25 

Juli l2016, sekitar jam l 14.00 lwib, bertempat di dalam 

rumah yang lterletak, di Dukuhl Jaro, Desa Sukorejo, RT.08 

/ lRW.01, Kecamatanl Guntur, Kabupaten Demak, 

terdakwa l sudah melaksanakan tindak pidana menyetubuhi 

anak dibawah umur yaitu terhadap saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekhah; 

Hakim mempertimbangkan tentang kronologi kasus 

yang pertama, bahwa awal mula kejadian persetubuhan 

dilakukan pertama kali sekitar pertengahan bulan Juni 

2016 sekitar jam 19.30 wib. Teman terdakwa (Danang Nur 

Pramudio) yang bernama Ari yang juga terdakwa tapi 

dalam pencarian orang mengajak saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah kerumah terdakwa danang Nur 

Pramudio di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, 

Kec.Guntur, Kab.demak  bertujuan untuk meminjam 
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kamar tidur terdakwa (Danang Nur Pramudio) bermaksud 

untuk digunakan sebagai tempat melakukan persetubuhan/ 

hubungan badan  antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi 

Korban Putri Hidayatus Sholekah, terdakwa Danang Nur 

Pramudio memperbolehkan kamarnya untuk ditempati 

terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri Hdayatus Sholehah 

untuk digunakan persetubuhan. 

Lalu terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri 

Hidayatus sholekah masuk kamar tidur langsung 

melakukan persetubuhan atau hubungan badan selama 15 

menit, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa 

Ari langsung keluar dari kamar tidur, pada waktu itu 

terdakwa ari menawarkan persetubuhan atau hubungan 

badan kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio dan 

Terdakwa Danang Nur Pramudio langsung meng-iyakan 

tawaran dari terdakwa Ari, selain itu terdakwa Ari juga 

memberitahu kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio 

kalau saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sudah dikasih 

uang.  

Saat terdakwa Danang Nur Pramudio menerima 

tawaran dari  terdakwa Ari, terdakwa Danang Nur 

Pramudio langsung bergegas menuju kedalam kamar tidur 

untuk menemui Saksi Korban Putri Hidayatus Solekah 

yang masih didalam kamar tidur untuk diajak melakukan 

persetubuhan, ketika didalam kamar saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah masih dalam keadaan telanjang 

sambil duduk diatas tempat tidur, saat terdakwa Danang 
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Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah saksi korban hanya diam. 

Lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melepasl 

celana dalam l dan celana l luar yang dipakail saksi korban 

Putri Hidayatus Sholekah ketika melepas celana dalam dan 

celana luar terdakwa dalam kondisi sudah 

terangsang/ereksi dan posisi saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah sedang terlentang sambil membuka kedua 

kakinya atau mengkangkang, sedangkan posisi terdakwa 

Danang Nur Pramudio duduk diatas kasur dan terdakwa 

langsung memasukkan alat kelaminnya atau (penis) 

kedalam alam kelamin (vagina)/ kedalam lubang kemaluan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dengan gerakan 

maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa 

Danang Nur Pramudio mencapai klimaks dengan 

mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah, setelah selesai melakukan 

persetubuhan antara terdakwa Danang Nur Pramudio dan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu mereka 

memakai pakaian masing-masing dan terdakwa Danang 

Nur Pramudio memberi uang kepada saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah senilail Rp. 50.000 l (Lima Puluhl Ribu 

Rupiah l) sebagai imbalan telah melakukan persetubuhan. 

Pertimbangan selanjutnya juga tentang kronologi 

kasus lanjutan dari yang diatas, bahwa pada akhir bulan 

Juni 2016 sekitar jam l 14:00 lwib, terdakwa Danang 

menjemputl saksi korban l Putri di gang terdekat rumah 

saksi korban Putri, ketika sudah ketemu lalu terdakwa 
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Danang mengajak saksi korban Putri main kerumahnya, 

setelah sampai dirumah terdakwa Danang, saksi korban 

Putri langsung diajak masuk kedalam tidur terdakwa 

Danang untuk melakukan persetubuhan pada saat dikamar 

terdakwa Danang Langsung menyetubuhi tubuh saksi 

korban Putri sampai terdakwa mencapai klimaksnya dan 

menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban 

Putri.  

Selanjutnya pada haril Sabtu tanggall 09 Juli 2016 

sekitarl pukul 11:30 l wib bertepatan pada haril raya Idul Fitri 

yang ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim 

pesan singkat atau Sms kepada Putri Hidayatus Sholekah 

yang berisi “(Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku)  

dalam terjemahan bahasa indonesia yaitu Bos hari raya 

idul fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat 

atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah yang berisi ( Ya entar Bos). Setelah selang 

beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 

wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang 

kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi korban 

Putri Hidayatus Sholekah saat datang keruma terdakwa 

Danang Nur Pramudio  diantar oleh temannya yang 

bernama saudari Uyun, kemudian saudari Uyun langsung 

pergi meninggalkan saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah setelah mengantarnya.  

Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekhah dan 

Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, 

mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling 
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mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba 

timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, 

saat itu juga terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk 

kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio atau 

Terdakwa Danang Nur Pramudio berucap (Bos ayo ikut 

aku kedalam kamar)  kepada saksi korban Hidayatus 

sholekah, lalu saksi korban Putri Hidayatus sholekah 

menerima ajakan dari terdakwa Danang Nur Pramudio dan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekha langsung menuju 

masuk kedalam kamar tidur.  

Ketika didalam kamar tidur saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah langsung tiduran di atas kasur 

terdakwa Danang Nur Pramudio, sedangkan posisi 

terdakwa Danang Nur Pramudio juga tiduran sambil 

menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, 

lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melucuti satu persatu 

pakaian saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sampai 

telanjang bulat sedangkan pakaian terdakwa Danang Nur 

Pramudio dilepas sendiri.  

Pada saat mereka berdua telanjang bulat terdakwa 

Danang Nur Pramudio mulai menciumi bibir dan payudara 

atau susu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah. Ketika 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dalam posisi tidur 

terlentang terdakwa Danang Nur Pramudio langsung 

memasukkan alat kelaminnya atau penis yang dalam 

kendisi menegang kedalam alat kelamin atau lubang 

vagina saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu 
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terdakwa Danang Nur Pramudio menggerakan pantatnya 

dengan gaya naik turun sambil mulut terdakwa Danang 

Nur Pramudio menciumi bibir saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah. 

Ketika terdakwa Danang Nur Pramudio merasa 

capek dengan posisi tersebut, lalu saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah disuruh ganti posisi oleh terdakwa 

Danang Nur Pramudio yang awalnya saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah dibawah dan terdakwa Danang Nur 

Pramudio diatas kemudian mereka saling bertukar, posisi 

terdakwa Danang Nur Pramudio jadi dibawah sedangkan 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah diatas, selanjutnya 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah menggerak-

gerakan pinggulnya sampai terdakwa Danang Nur 

Pramudio merasa akan mengeluarkan sperma dan 

terdakwa Danang Nur Pramudio menyuruh saksi korban 

Putri Hidayatus untuk berhenti begerak menggerakan 

pinggulnya.  

Setelah itu terdakwa Danang Nur Pramudio 

mencabut alat kelaminya atau penisnya dari dalam lubang 

vagina atau alat kelaminya saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah, kemudian terdakwa Danang Nur Pramudio 

mengeluarkan sperma diluar. Setelah beberapa menit 

terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk 

menungging atau njengking agar terdakwa bisa 

memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam 

lubang vagina atau alat kelamin saksi korban melalui 

belakang, setelah alat kelaminnya terdakwa masuk, lalu 
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terdakwa  mendorong alat kelaminnya dengan cara maju 

mundur sampai mencapai klimaks, lalu terdakwa 

mencabut alat kelaminnyal dari dalam lubangl vagina atau 

alat kelaminnya saksil korban Putri setelah itu l terdakwa 

menumpahkan sperma ke bagian punggung saksi korban 

Putri. Setelah melakukan persetubuhan terdakwa danl saksi 

korban memakai pakaiannyal masing-masingl dan mereka 

tidurl-tiduran didalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa 

memberi uang senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 

kepada saksi korban sebagai imbalan telah memenuhi 

permintaan terdakwa. Kemudian saksi korban diantarkan 

pulang oleh terdakwa sampai depan gang rumahnya saksi 

korban.  

Pertimbangan lainnya bahwa pada hari Senin 

tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu 

itu terdakwa mengirim pesanl singkat ataul sms yangl berisi 

(Bos tak jemput mau l gak, nanti sore saya mau berangkat 

ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu dibalas oleh 

saksi korban yang ber isi ( Ya entar saya dijemput di depan 

SD Wonorejo ya). Setelah selang beberapa jam tepatnya 

pada pukul 14:00 wib, terdakwa menjemput saksi korban  

didepan SD, ketika terdakwa sudah sampai dilokasi 

penjemputan, saksi korban langsung membonceng di 

motor terdakwa dan saksi korban dalam keadaan masih 

memakai pakaian seragam osis SMP atau MTS, saat dalam 

perjalanan terdakwa mengajakl saksi korbanl untuk pulang 

kerumah lterdakwa, setelah sampai dirumah lterdakwa, 

terdakwa berpamitan kepada saksi korban l untuk merantau 



113 

 

 

kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak merespon 

perkataan terdakwa atau hanya diam.  

Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk 

ke l dalam kamarl tidur terdakwa, pada saat saksil korban dan 

terdakwa dil dalam kamarl tidur terdakwa, terdakwa 

langsung melepaskan pakaian atau seragam sekolah yang 

dipakai saksi korban sampai dalam keadaan telanjang 

bulat, lalu terdakwa menciumi bibir maupun payudara atau 

susu saksi lkorban, setelah itu l terdakwa menyuruh l saksi 

korban l untuk memasukkan l alat kelamin l atau penis 

terdakwa l kedalam alat kelamin l atau lubang vagina saksil 

korban, pada saat itu dengan posisi saksi korban berada 

diatas dan terdakwa posisinya berada dibawah, lalu 

terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggerak-

gerakan pinggulnya dengan gaya maju mundur selama 

beberapa kali sampai terdakwa merasakan puncak 

klimaksnya, setelah itu l terdakwa menyuruhl saksi korbanl 

untuk turun dari atas tubuh korban, setelah saksi korban 

turun, terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas 

perut saksi korban, selanjutnya mereka masing-masing 

memakai pakaiannya dan mengobrol. Lalu sekitarl jam 

15:00 l wib terdakwal mengantarkan pulang saksi lkorban, 

tetapi kali ini saksi korban tidak mendapatkan uang dari 

terdakwa. 

Pertimbangan lainya membahas tentang dampak 

dari perbuatan terdakwa Danang mengakibatkan saksi 

korban Putri Hidayatus Solekhah mengalami luka robekan 

pada selaput dara yang sesuai dengan hasil Visum Et 
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Repertum No. 445/2414/IX/2016, diperiksa pada tanggal 

05 September 2016serta diperiksa oleh dr. Hanafi Waskito, 

Sp,OG., dari RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. 

Hasil pemeriksaan ditemukan luka luar pada selaput dara 

tampak tidak utuh dan tampak luka robek pada jam: 12:00, 

16:00, 20:00 dengan ukuran ukuran 0,4 l X 0,4 X 0,6 l Cm, 

rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, tak tampak 

kantong kehamilan di dalam rahim. 

Selain dari pertimbangan diatas ada juga 

pertimbangan tentang tujuan terdapatnya Undang-Undang 

Perlindungan Anak yaitu  untuk melindungi anak-anak 

dari seluruh bentuk perbuatan persetubuhan baik  berarti 

perbuatan yangl dilakukan atas l dasar suka l sama sukal 

ataupun mau sama mau dalam persetubuhanl yang 

mengaitkan lanak, tidak bisa dijadikan l penyebab untuk 

menjauh daril jeratan lhukum.sehingga berdasarkan 

penjelasan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim 

unsur kedua sudah terpenuhi serta terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

Dari pemaparan pertimbangan-pertimbanganl 

tersebut dil atas, ternyata l perbuatan terdakwal sudah 

melengkapi segala unsur-unsurl dalam dakwaan Penuntut 

lUmum, sehingga l Majelis Hakim l berkesimpulanl bahwa 

terdakwa l sudah terbuktil secara l sah dan l meyakinkanl 

bersalah melaksanakan tindak l pidana l “Dengan sengaja 

membujuk anak l melakukan persetubuhan l dengannya”; 

sebagaimana l yang didakwakan l kepadanya dalaml 

dakwaan alternatif  kedua ialah melanggar Pasal l 81 ayatl 
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(2) Undangl-undang RIl Nomorl 35 Tahun l 2014 l tentangl 

Perubahan Atas l Undangl-Undangl RI Nomorl 23 l Tahun 

2002 l tentang Perlindunganl Anak; 

Hakim mempertimbangkan perkara berdasarkan 

dari fakta yang ada di dalam persidangan, tidak ditemukan 

sesuatu hal terkait pelepasan pertanggungjawaban maupun 

penghapusan sifat melawan l hukum daril perbuatan 

lterdakwa, baik dari alasan l pembenarl dan alasanl pemaaf. 

Jadi Majelisl Hakim menyimpulkan perbuatan l yang 

dikehendaki oleh terdakwa l benar-benar harus 

dipertanggungjawabkanl dan terdakwa juga sanggup 

bertanggung jawab l atas perbuatanl tidak pidana yang 

dilakukan, makal terdakwa harusl dijatuhi hukuman pidana 

sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana peraturan yang 

tertuang pada pasal 193 l ayat (1 l) KUHAP yangl berbunyi 

“Jika l pengadilanl berpendapat bahwal terdakwa l bersalahl 

melakukan tindak l pidana l yangl didakwakan lkepadanya, 

maka l pengadilanl menjatuhkan lpidana”. 

Selanjutnya hakim l mempertimbangkan tentang 

dakwaan penuntut umum tugasnya mengatur ancaman 

pidana penjara dan mengatur ancaman pidana denda secara 

kumulatif, maka sebab itu majelis Hakim l menjatuhkan 

pidana l penjara dan l menjatuhkan pidana denda l dengan 

nilai uang yangl telah ditetapkan dalam amar putusan. 

Pertimbangan lainnya yaitu tentang pasal-pasal 

yang dikenakan terhadap terdakwa Danang, bahwa 

terdakwa Danang dalam kasus ini dikenakan Pasal 22l ayat 

(4 l) KUHAP berbunyi “Masa l penangkapan dan l atau 
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penahanan dikurangkanl seluruhnya daril pidana yangl 

dijatuhkan”, karena itu l terdakwa dikenakan penahanan 

yang sah dan perlu ditetapkan agar masa penahanan wajib 

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa Danang, selain pasal tersebut 

ada juga pasal lainnya yaitu terdakwa sebelum putusan 

masih dalam tahanan dan penahan terhadap terdakwa 

karena ada alasan yang cukup dan sesuai dalam Pasal 193 

ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi “dalam hal 

terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan 

putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam 

tahanan atau membebaskannya, apa bila terdapat alasan 

cukup untuk itu”.110 

Selanjutnya pertimbangan tentang barang bukti 

yang bisa dibuktikan antara lain:  

a. 1 (satu) buah seragam OSIS SMP lengan panjang 

warna putih ada bed almamater,  

b. 1 (satu l) buah rokl OSIS SMP warna birul tua dan  

c. 1 (satu l) kerudung warna putih.  

Statusnya ditentukan dalam amar putusan. Selain 

pertimbangan barang bukti ada juga pertimbangan tentang 

terdakwa dijatuhi pidana l dan harus l membayar biayal 

perkara karena l sebelumnya terdakwa tidak mengajukan 

permohonanan pembebasan dari pembayarn biaya perkara 

dan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 222 ayat (1) 

KUHAP. 

_________________ 
110 Redaksi Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Jakarta:Sinar Grafika. 2007. Hlm 81 
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Berdasarkanl pertimbangan-pertimbanganl uraian dil 

atas Majelis Hakim l sependapat denganl tuntutan Penuntutl 

Umum yang didakwaan dalam dakwaan pertama, tetapi 

Majelis Hakim kurang sependapat l dengan tuntutanl 

Penuntut Umum l tentang lamanya penjatuhan  pidana 

penjara l karena terdakwa mengakui perbuataanya dan tidak 

mempersulit jalannya persidangan, selain itu usia terdakwa 

masih muda sehingga bisa memperbaiki perbuatannya dan 

tidak mengulangi kesalahan yang sama lalu Majelis Hakiml 

akan menjatuhkanl lamanya pidana yangl terdapat dalam 

amarl putusan, sedangkan tujuan pemidanaan supaya 

terdakwa Danang menyadari atas kesalahannya dan bisa 

memperbaiki diri atau tidak mengulangi kesalahannya 

lagi, supaya dimasa mendatang terdakwa bisa diterima di 

lingkungan masyarakat dan bisa menjadi orang yang 

motivatif bagil masa depan l terdakwa sertal memberi efek 

edukatif terhadap lmasyarakat. Untuk menjatuhkanl pidana 

terhadap l terdakwa perlu l dipertimbangkan terlebihl dahulu 

kedaan l yang memberatkanl dan keadaanl yang 

lmeringankan: 

Kondisi yang memberatkanl terdakwa Danang Nur 

Pramudio antara lain:  Perbuatan terdakwa sudah 

menghancurkan masa depan saksi korban, perbuatan 

terdakwa menyebabkan rasa malu yang mendalam buat 

korban serta keluarganya sedangkan kondisi yang 

meringankan terdakwa Danang Nur Pramudio adalah 

terdakwa berperilaku sopan serta kooperatif, sehingga 

sidang bisa berjalan dengan tertib serta lancar, terdakwa 
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mengakui perbuatannya, merasa lbersalah, menyesal sertal 

berjanji tidak l bakal mengulangil lagi perbuatannya l di 

kemudian haril serta terdakwa masih berumur relatif mudal 

sehingga masih l dapat diharapkanl untuk memperbaiki 

perbuatannya dil kemudian lhari; Terdakwa belum sempat 

dihukum; 

Memperhatikan : Ketentuan Pasall 81 ayat (2l) 

Undang-undangl RI Nomor 35 l Tahun 2014 l tentang 

Perubahanl Atas Undangl-Undang RIl Nomor 23 l Tahun 

2002 l tentang Perlindunganl Anak, Undangl-undang Nomorl 

8 Tahun l 1981 tentangl Hukum Acara l Pidana sertal 

peraturan-peraturan l hukum lain yangl berkaitan denganl 

perkara lini.   

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim l diatur 

dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : 

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa.” 

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183l KUHP yang 

menyatakan bahwa l : “Hakim tidak l boleh menjatuhkanl 

pidana kepadal seorang kecuali apabilal dengan sekurangl-

kurangnya dua l alat buktil yang sah l ia memperolehl 

keyakinan bahwa l suatu tindak l pidana benarl-benar terjadil 

dan bahwal terdakwalah yangl bersalah lmelakukannya. 

2. Amar Putusan 

Putusan l hakim merupakanl puncak daril suatu 

perkara l yang sedangl diperiksa serta diadilil oleh lhakim, 
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adapun amar putusan terhadap terdakwa dilaksanakan 

pada sidang Permusyawaratan l Majelis Hakim l pada haril 

selasa tanggall 24 Januari 2017, dihasilkan putusan dengan 

Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk dengan amar 

putusan sebagai berikut: 

Majelisl Hakim l dalam l menjatuhkan l putusanl kepadal 

terdakwa  Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm), 

terdakwa dinyatakan terbuktil secara sah l dan meyakinkanl 

melakukan turut serta dalam tindak l pidana “ Denganl 

sengaja membujukl anak melakukanl persetubuhan 

ldengannya”. Sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut 

umum yaitu Melanggar 76 l D lJo. Pasal 81 l Ayat (1l) 

Undang-Undangl RI Nomor 35 Tahun l 2014 tentangl 

Perubahan Atas l Undang-Undangl RI Nomor 23 Tahunl 

2002 tentangl Perlindungan lAnak, 

Majelisl Hakim menjatuhkanl pidana kepadal 

terdakwa Danang Nur Pramudio Bin l Yatmono (Alm)  

dengan pidana l penjara selama l lima (5) tahun serta 6 

(enam) bulan dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa  Danang Nur Pramudio berupa pidana 

denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 

apabila terdakwa Danang Nur Pramudio tidak bisa 

membayar pidana denda tersebut bisa diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan serta 

penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, 

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang 
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dijatuhkan dan l majelis hakim juga menetapkan terdakwal 

harus tetap berada l di dalam ltahanan. 

Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis 

Hakim antara lain: 

a. 1 (satu) buah seragam OSIS SMP lengan panjang 

warna putih, terdapat bed lokasi MTS 

ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ; 

b. 1 (satu l) buah rokl OSIS SMP warna birul tua ; 

c. 1 (satu l) buah kerudung warnal putih; 

Barang bukti yang ditetapkan diatas dikembalikan 

Dikembalikan kepada saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah Binti Nur Kholis, sedangkan biaya perkara  

dibebankan kepada terdakwa Danang Nur Pramudio  

senilai Rp. l5.000,- (lima l ribu rupiahl). 

Majelis hakim mengadili perkara tersebut l dengan 

memperhatikan Pasal 81 l ayat (2 l) Undang-undangl RI 

Nomor 35 l Tahun 2014l tentang Perubahan l Atas Undangl-

Undang RI Nomorl 23 Tahun l 2002 tentangl Perlindungan 

lAnak, karena hakim memperhatikan asas “Lex l specialis 

derogatl lex generalis l”. 

Bahwa sebelum l menjatuhkan putusanl terhadap 

lterdakwa, terlebih dahulu l majelis hakim l harus 

mempertimbangkanl hal-hall yang memberatkanl dan 

meringankan l terdakwa sehingga l putusan yangl di jatuhkanl 

dapat mencapail rasa keadilanl dalam lmasyarakat.  
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK 

DALAM PUTUSAN NEGERI DEMAK 

NO.175/PID.SUS/2016/PN.DMK 

A. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 

Dalam Putusan Negeri Demak 

No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk 

     Pembahasan ini ada 3 poin yaitu tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. 

1. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 

putusan Negeri Demak 

No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk 

Tindak pidanal atau Strafbaar feit merupakan masalahl 

yang berhubunganl erat dengan l masalah kriminalisasil yang 

diartikan l sebagai proses l penetapan perbuatanl orang yangl 

semula bukanl merupakan tindak l pidana menjadil tindak 

lpidana, proses penetapanl ini merupakan l masalah perumusanl 

perbuatan-perbuatan l yang berada l di luarl diri lseseorang, 

sedangkan masalah l subjek hukum l pidana berkaitan l erat 

dengan l penentuan pertanggungjawabanl pidana.111 

_________________ 
111 Dalam perkembangan subjek huku pidana nampak adanya keinginan 

pembentuk undang-undang untuk memperluasnya bukan saja kepada orang atau 

manusia, tetapi juga telah mengakui pula badan hukum sebagai subjek hukum 

dalam hukum pidana. Lihat misalnya UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.15 Tahun 2002 

tentang Pencucian uang, konsep KUHP Nasional Indonesia dan lain sebagainya. 



123 

 

 

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar-pakar 

antara llain : 

1. Moeljatno l mengatakan bahwa l tindak pidana l adalah 

perbuatanl yang dilarangl oleh suatu l aturan lhukum, 

larangan yangl disertai ancaman l (sanksi) berupal pidana 

ltertentu, bagi siapa l yang melanggarl aturan tersebul 

terdapat tiga l hal yangl perlu ldiperhatikan.112 

a. Perbuatan l pidana adalahl perbuatan oleh l suatu aturanl 

hukum yangl dilarang dan l diancam lpidana; 

b. Larangan l ditujukan kepada l perbuatan yaitul 

merupakan suatu l keadaan atau l kejadian yangl 

ditimbulkan oleh l perilaku lseseorang, sedangkan 

ancamanl pidana ditujukan l kepada seseorangl yang 

menimbulkan l kejadian ltersebut;  

c. Antara l larangan dan l ancaman pidana l terdapat 

hubunganl yang lerat, oleh karena l antara kejadianl dan 

suatu l perilaku mempunyail hubungan lerat, maka 

kejadian l tidak dapatl dilarang jika l yang menmbulkanl 

bukan lorang, dan orangl tidak dapatl diancam pidanal 

jika tidak l karena kejadianl yang ditimbulkanl olehnya.  

Dari hall tersebut perbuatan l pidana menurutl 

Moeljatno harus l ada unsurl-unsur perbuatan l yang dilkukanl 

oleh lmanusia, yang memenuhil rumusan dalaml 

UndangUndang dan bersifatl melawan hukum l   

2. D. lSimons, tindak pidanal merupakan tindakan l melanggar 

hukum l pidana yangl telah dilakukanl dengan sengajal 

_________________ 
112 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka 

Cipta, Hlm 59 
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ataupun tidak l sengaja oleh l seseorang yangl dapat 

dipertanggungjawabkanl atas tndakannya l dan olehl 

undangundang hukum pidana l telah dinyatakanl sebagai 

suatu l tindakan yangl dapat ldihukum.113  Unsur-unsurl 

tindak pidana menurut D.Simons l sebagai berikut: 

a. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling 

dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga 

“een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak 

berbuat)  

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum 

(wederrechtelijk) 

c. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) 

oleh UU  

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu 

bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).  

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.114 

3. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum 

Pidana Indonesia, Suatu tindakanl melanggar hukuml yang 

telah l dilakukan denganl sengaja olehl seseorang yangl dapat 

dipertanggungjawabkanl atas tindakannya l dan yangl oleh 

undangl-undang telah l dinyatakan sebagail suatu tindakanl 

yang dapatl dihukum115 

_________________ 
113 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 

PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 182 
114 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27 
115 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar 

Baru, 1994), hal. 172. 
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Dari beberapa l pengertian menurutl para ahlil hukum 

jelasl bahwa adanyal suatu perbuatan l yang melawanl hukum 

memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkanl suatu tindakl 

pidana. Menurutl Leden Marpaungl dalam bukunya l Hukum 

Pidana l Bagian lKhusus, membedakan 2 l macam unsurl yaitu:  

1) Unsur Subjektifl 

Unsurl Subjektif l adalah unsurl-unsur yangl melekatl 

pada l si pelakul tindak l pidanal dalam hall inil termasukl juga 

sesuatu l yangl terkandungl di dalam l lhatinya. Unsurl-unsur 

Subjektif l daril suatul tindak pidanal ladalah :  

a. Kesengajaanl lketidakl sengajaan (dolus ataul culpa l)  

b. Maksud l pada l suatu percobaanl 

c. Macam l-macaml maksud sepertil yangl terdapatl di 

dalam l kejahatanl– kejahatanl Pembunuhan, lPencurian, 

lPenipuan.  

d. Merencanakanl terlebihl ldahulu, Pasal 340 l lKUHP.  

2) Unsur Objektifl  

Unsurl Objektif adalah l unsur yangl ada l hubungan 

dengan l keadaan l tertentu l di mana l keadaan l-keadaanl 

tersebut sesuatu l perbuatan l telah l dilakukan. Unsurl-unsurl 

Objektif l dari suatul tindak l pidanal adalah:  

a. Sifatl melawanl hukum. Misalnya l Pasall 338l KUHP) 

b. Kausalitas l (sebabl-akibatl) dari lpelaku.  

c. Kausalitas l yaitu l hubunganl antara sesuatu l tindakanl 

sebagail penyebab denganl sesuatu l kenyataanl akibat.116 

_________________ 
116 Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, ( Sinar Grafika: Jakarta, 

1991), hal. 9. 
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   Setiap tindak l pidana yangl terdapat dalaml KUHP padal 

umumnya dapatl dijabarkan ke l dalam unsurl-unsur yangl terdiri 

daril unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau 

melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri 

si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya dan l unsur lobjektif Unsur 

objektiif adalah Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-

tindakan si pelaku itu harus dilakukan.117 

Unsur-unsurl subjektif daril suatu tindakl pidana ladalah: 

1. Kesengajaan (dolusl) atau ketidaksengajaanl (culpa). 

2. Maksud l atau Voornemen l pada suatu l percobaan ataul 

poging sepertil yang dimaksudl dalam pasall 53 ayatl (1) 

lKUHP. 

Bunyi Pasal 53 KUHP: 

a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat 

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan 

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, 

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 

sendiri. 

b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam 

hal percobaan dikurangi sepertiga. 

_________________ 
117 Mega Widyawati. Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari 

Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review, Vol 1 No 1 Tahun 

2018 
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3. Macam-macaml maksud atau l oogmerk sepertil yang 

terdapatl dalam kejahatanl-kejahatan lpencurian, penipuan, 

lpemerasann, pemalsuan danl lain-llain. 

4. Merencanakanl terlebih dahulu l atau  voorbedachteraad 

yangl terdapat dalam l kejahatan pembunuhan l menurut 

pasall 340 lKUHP. 

Pasal 340 l KUHP : berbunyi "Barangsiapa l sengaja danl 

dengan rencanal lebih dahulu l merampas nyawa l orang 

llain, karena pembunuhanl dengan rencanal (moord), 

denganl pidana matil atau pidanal penjara seumurl hidup 

atau l selama waktu l tertentu, paling l lama dua l puluh 

ltahun”. 

5. Perasaan l takutl yangl antara lain l terdapat dalam l rumusanl 

tindak l pidana menurutl pasall 308l KUHP. 

Pasall 308 KUHPl berbunyi “ Jika seorangl ibu karenal takut 

akan l diketahui orangl tentang kelahiran l anaknya, tidakl 

lama sesudahl melahirkan, menempatkanl anaknya untukl 

ditemu atau l meninggalkannya, denga l maksud untukl 

melepaskan diril darinya, maka l maksimum pidanal 

tersebut dalam l pasal 305l dan 306l dikurangi lseparo”. 

6. Orang yang mampu bertanggungjawab.118 

Unsur-unsurl objektif daril suatu tindakl pidana adalahl  

1. Sifatl melawan hukum l 

2. Kualitasl dari lpelaku, misalnya keadaaan sebagai l pegawai 

lnegeri. 

_________________ 
118 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5”, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 82 
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3. Kausalitas, yaknil hubungan antara l suatu tindak l pidana 

sebagail penyebab dengan l sesuatu kenyaatan sebagail 

akibat. 

Selain litu, unsur-unsurl tindak pidana l dapat dilihatl 

menurut beberapa l teoritis. Teoritis l artinya berdasarkanl 

pendapat para l ahli yangl tercermin padal bunyi lrumusannya.119 

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan 

pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu yuridis, sosiologis, 

dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode analisis 

yuridis komprehensif untuk mememecahkan hukum dari 

perkara kejahatan persetubuhan pada anak.120 Dalam putusanl 

Negeri Demak l No.175/Pid.Sus l/2016/PN. ldmk, pada tanggal 4 

Januari 2017 penuntut umum membacakan tuntutan 

dipersidangan yang berisi: 

1. Menyatakan terdakwa DANANG NUR PRAMUDIO Bin 

YATMONO (Alm), bersalah secara sah l dan meyakinkanl 

melakukan tindak l pidana “telah melakukanl tipu lmuslihat, 

serangkaian lkebohongan, atau membujukl anak 

melakukanl persetubuhan dengannya l atau orangl lain” 

sebagaimana l diatur danl diancam pidanal dalam Dakwaan 

Alternatif Kedua Pasall 81 Ayatl (2) Undangl – Undang RIl 

Nomorl 35 Tahunl 2014 tentangl Perubahanl Atas Undangl - 

Undang RIl Nomor 23 l Tahun l 2002 tentangl Perlindunganl 

lAnak. 

_________________ 
119 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2002), hlm 79 
120 Ridho Wahyu Akbar. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
dengan kekerasan melakukan persetubuhan pada anak Putusan 

nomor99/pid.sus.pa/2016/pt.mtr. Jurnal eprints unram 
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2. Menjatuhkanl pidana terhadap l terdakwa DANANG NUR 

PRAMUDIO Bin l YATMONO (Alm) oleh karena l itu, 

dengan l pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi 

selama terdakwa berada didalam tahanan,dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan 

kurungan. 

3. Menetapkan barang bukti berupa : 

a. 1 (Satu) buah seragam OSIS SMP, lengan panjang 

warna putih, terdapat bed lokasi MTS 

ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ; 

b. 1 (Satu l) buah rokl OSIS SMP, warna biru l tua ; 

c. 1 (Satu l) buah kerudung warna l putih. 

Seluruhnya Dikembalikan kepada saksi korban 

PUTRI HIDAYATUS SHOLEKAH Binti NUR 

KHOLIS atau Keluarga saksi korban PUTRI 

HIDAYATUS SHOLEKAH Binti NUR KHOLIS 

yang mewakili. 

d. Menetapkan agarl kepada terdakwa l dibebanil untuk 

membayarl biayal perkara l sebesar lRp. l5.000,- (Limal 

Ribu Rupiah l 

Pendapat penulis tentang surat dakwaan diatas terdakwa 

atas nama Danang Nur Pramudio dituntut atas tindak pidana 

pesetubuhan karena melanggar  Pasal 81 l Ayat (2 l) Undang – 

Undangl RI Nomor 35 l Tahun 2014 l tentang Perubahanl Atas 

Undangl - Undang RI Nomorl 23 Tahun l 2002 tentangl 

Perlindungan lAnak. Jadi pengertian  persetubuhanl  menurut  

rumusan l  KUHP  adalah l sesuai Arrestl  Hoge Raadl disebutkan 
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:Tindakanl  memasukkan  kemaluan l  laki-lakil  ke  dalaml  

kemaluan  perempuan l  yang  pad l umumnya    menimbulkanl    

kehamilan,    denganl    kata    lain l    bilamana    kemaluanl    itu 

mengeluarkanl  air  manil  di  dalam l  kemaluan  lperempuan.  

Oleh  karena l  itu,  apabila l  dalam peristiwa l  perkosaan  

walaupunl  kemaluan  lakil-laki  telah l  agak  lamal  masuknya  

kel  dalam kemaluanl   perempuan,   airl   mani   lakil-laki   beluml   

keluar   hall   itu   belum l   merupakan lperkosaan, akan tetapil 

percobaan lperkosaan.121 

Dalam putusan l Negeri Demakl 

No.175/Pid.Sus l/2016/Pn.Dmkl termasuk tindak pidanal karena 

terdakwa melanggar hukum dengan sengaja, yang dimana 

tindak pidana persetubuhan sudah diaturl dalam undangl-

undang maupunl kitab undang-undangl hukum pidana serta ada 

ancaman hukumannya. Selain itu terdakwa juga mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Dalam putusan l Negeri Demakl 

No.175/Pid.Sus l/2016/Pn.Dmkl telah memenuhi unsur tindak 

pidana yang dikatakan oleh pakar D Simons:  

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

Perbuatan tindak pidana persetubuhan yang 

dilakukan terdakwa Danang Nur Pramudio kepada saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah, merupakan tindakl 

pidana yangl diancam oleh hukum karena hukumanl atau 

ancaman tindak l pidana persetubuhanl sudah diatur dalam 

undangl-undang dalam kitab Undang-undang Hukum 

_________________ 
121 Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana 1 Cetakan kedua. Sinar Grafika:Jakarta. 

2007 hlm.339 
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Pidana (KUHP) atau Undang-undang Perlindungan Anak 

yaitu: 

a. Persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan diaturl 

dalam Pasall 285 KUHPidana yangl berbunyi:  

Barangsiapa l dengan kekerasanl atau ancamanl 

kekerasan memaksal seorang wanita l bersetubuh 

denganl dia dil luar pernikahan, dianca karenal 

melakukan perkosasaan, denganl pidana penjaral 

paling lama l dua belasl tahun. 

b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa paksaan diatur 

dalam 286 dan 287 KUHPidana yang berbunyi: 

Pasal  286 l berbunyi: Barangsiapa bersetubuhl 

denganl seorangl wanita diluar l lpernikahan, padahal 

diketahuil bahwa l wanita l itu dalaml keadaanl pingsanl 

atau tidak l lberdaya, diancam l dengan pidanal penjaral 

paling l lama sembilanl ltahun. 

Pasal 287 l berbunyi: 

a) Barangsiapa l bersetubuh dengan seorang wanita 

di luar pernikahan, padahal diketahui atau 

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 

lima belas tahun, atau kalau umurnya tida 

ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun, 

b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, 

kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua 

belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut 

pasal 291 dan pasal 294. 
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c. Persetubuhan yangl dilakukan terhadapl anak diaturl 

dalam Pasall 289 KUHPidana  

Pasal 289 l berbunyi: “Barangsiapa denganl 

kekerasan ataul ancaman kekerasanl memaksa seorangl 

untuk melakukan l atau membiarkanl dilakukan 

perbuatanl cabul, diancam l karena melakukanl 

perbuatan yang l menyerang kehormatan l kesusilaan, 

denganl pidana penjaral paling lamal sembilan ltahun” 

Selain didalam kitab undang-undang Hukum 

Pidana terdapat pula dalam Undangl-undang lNo. 23 

tahun l 2002 tentangl perlindungan anak l sudah dil 

jelaskan dasarl hukum tentangl tindak pidanal 

persetubuhanl terhadapl anak yangl diaturl dalam pasall 

81 yaitu l Pasal 81 berbunyi: 

1) “Setiap l orang yangl sengaja melakukanl kekerasan 

atau l ancaman atau l ancaman kekerasanl memaksa 

anak l melakukan persetubuhanl dengannya ataul 

dengan orang l lain, dipidanal dengan pidanal 

penjara palingl lama 15 l (lima belasl) tahun danl 

paling singkatl 3 (tiga l) tahun dan l denda palingl 

banyak lRp. 300.000.000,00 l (tiga ratusl juta 

rupiah l) dan paling l sedikit lRp. 60.000.000,00l 

(enam puluh l juta rupiahl)”.  

2) “Ketentuanl pidana sebagaimana l dimaksud 

dalaml ayat (1 l) berlaku pula l bagi setiap l orang 

denganl sengaja melakukanl tipu lmuslihat, 

serangkaian kebohonganl atau membujukl anak 
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melakukan l persetubuhan dengannyal atau dengal 

orang l lain”.  

Kemudian UU l ini sudah l diperbaharui dengan 

Undangl-Undang lNo.34 Tahun l 2014 tentangl 

perubahan atas l Undang-Undangl No.23l Tahun 2002l 

Tentang Perlindunganl Anak. Dalaml UU tindakl pidana 

persetubuhanl terhadap anak l diatur dalaml pasal 76El 

dan pasal 81l yaitu:  

Pasall 76El berbunyi:“Setiap l Orang dilarangl 

melakukan l kekerasanl atau ancaman l lkekerasan, 

lmemaksa, melakukan tipu l lmuslihat, melakukanl 

serangkaian l kebohongan, atau l membujukl Anak untukl 

melakukanl atau l membiarkan dilakukan l perbuatanl 

lcabul”.  

Pasall 81 l berbunyi 

1) ”Setiap l orang l yang l melanggar ketentuanl 

sebagaimanal dimaksud l dalam Pasall 76Dl 

dipidanal dengan pidana l penjara l paling l singkat 5l 

(lima l) tahun l dan paling l lama l 15 l (lima belasl) 

tahun l dan l denda paling l banyakl lRp. 

5.000.000.000,00 l (limal miliar lrupiah)”.  

2) Ketentuanl pidanal sebagaimanal dimaksud padal 

ayatl (1 l) berlaku pula l bagil Setiap l Orang yangl 

denganl sengaja l melakukan tipu l lmuslihat, 

serangkaian l kebohongan, atau l membujukl Anal 

melakukan persetubuhan l dengannya l ataul dengan 

orang l llain. 



134 

 

 

3) “Dalaml hall tindak l pidana sebagaimanal 

dimaksudl pada l ayat (1 l) dilakukanl oleh l Orang 

lTua, lWali, pengasuh l Anak, lpendidik, atau l tenagal 

kependidikan, maka l pidananyal ditambah 1 l/3 

(sepertigal) dari ancamanl pidana sebagaimanal 

dimaksud padal ayat (1 l)”122 

2. Bertentangan dengan hukum 

Perbuatan yang dilakukan oleh tedakwa pada 

putusan l Negeri Demak lNo.175/Pid.Sus l/2016/lPn.Dmk 

sangat bertentangan dengan hukuml karena telah 

melanggar peraturan tindak pidana kesusilaan, apalagi 

terdakwa dan saksi korban tidak ada ikatan pernikahan 

yang sah, yang dimana hukum maupun agama di negara 

indonesia sendiri melarang tindak pidana kesusilaan. 

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan 

Kesalahan tindak pidana persetubuhan yang 

dilakukan terdakwa Danang Nur  mengakibatkan saksi 

korban Putri Hidayatus Solekhah mengalami luka robekan 

pada selaput dara yang sesuai dengan hasil Visum Et 

Repertum No. 445/2414/IX/2016, diperiksa pada tanggal 

05 September 2016serta diperiksa oleh dr. Hanafi Waskito, 

Sp,OG., dari RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. 

Hasil pemeriksaan ditemukan luka luar pada selaput dara 

tampak tidak utuh dan tampak luka robek pada jam: 12:00, 

16:00, 20:00 dengan ukuran ukuran 0,4 l X 0,4 X 0,6 l Cm, 

_________________ 
122 Undang-undang Republik Indonesia tahun2002, Tentang Perlindungan Anak, 

(Bandung: Citra Umbara, 2012), 106. 
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rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, tak tampak 

kantong kehamilan di dalam rahim. 

4. Sesorang itu dipandang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

Terdakwa Danang Nur Pramudio yang melakukan 

tindak pidana persetubuhan dianggap sanggup 

mempertanggungjawabkan perbuatan persetubuhan 

karena terdakwa sudah cukup umur, saat melakukan tindak 

pidana umur korban sekitar 19 tahun, terdakwa 

mempunyai akal sehat, menyesali tindak pidana yang telah 

dilakukan, serta paham dengan hukum. 

Selain memenuhi unsur l-unsur tindakl pidana yangl 

dikatakan D Simons perbuatan Tindak Pidanal 

persetubuhan yang dilakukan l terdakwa juga telahl 

melanggar unsur-unsurl tindak pidana l yang telah 

dijabarkan dalam KUHP: 

Unsur objektif dalam tindak pidana: 

1. Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan secara aktif 

karena terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan 

dengan terdakwa serta merencanakan perbuatan 

persetubuhan  

a. Pada tanggal sekitar bulan juni, teman terdakwa 

bernama Ari meminjam kamar tidur terdakwa 

(Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan 

sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan 

badan  antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi 

Korban Putri Hidayatus Sholekah. Saat terdakwa Ari 

selesai melakukan persetubuhan l dengan saksil korban, 
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kemudian gantian terdakwa l Danang melakukan 

lpersetubuhan. setelah kedua terdakwa tersebut 

melakukan persetubuhan kemudian kedua terdakwa 

memberi imbalan berupa uang kepada saksi korban. 

b. Kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 

Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari 

raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur 

Pramudio mengirim pesan singkat atau SMS kepada 

Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(Bos Bodo-

bodo kok ora dolan neng omahku)  dalam terjemahan 

bahasa indonesia yaitu Bos hari raya idul fitri kok tidak 

main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut 

dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah 

yang berisi ( Ya entar Bos). Setelah selang beberapa 

menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang 

kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang keruma 

terdakwa Danang  Nur Pramudio  diantar oleh 

temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian 

saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah setelah 

mengantarnya. Lalu saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekhah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio 

duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-

maafan dan saling mengobrol, pada saat dipertengahan 

obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa 

Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang 
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Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa 

Danang Nur Pramudio 

c. Ketiga kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 

Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu 

terdakwa mengirim pesan l singkat ataul sms yangl berisi 

(Bos tak jemput mau l gak, nanti sore saya mau 

berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu 

dibalas oleh saksi korban yang ber isi ( Ya entar saya 

dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang 

beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, 

terdakwa menjemput saksi korban  didepan SD, ketika 

terdakwa sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi 

korban langsung membonceng di motor terdakwa dan 

saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian 

seragam osis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan 

terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang 

kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, 

terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk 

merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak 

merespon perkataan terdakwa atau hanya diam. Lalu 

terdakwa mengajak l saksi korban untuk l masuk kel 

dalam kamarl tidur terdakwa. 

2. Perbuatan terdakwa l menimbulkan akibat terhadap korban 

karena telah merusak bagian alat kelamin korban serta 

menimbulkan rasa trauma yang dialami sikorban, merusak 

masa depan korban sedangkan terdakwa mau untuk 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara 

mengikuti proses hukum. 

3. Perbutan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum 

karena melanggar peraturan yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana maupun perlindungan 

anak. 

Unsur subyektif dalam tindak pidana: 

1. Terdakwa sudah dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa 

masih mempunyai akal sehat dan dapat membeda-bedakan 

mana yang baik atau buruk suatu perbuatan di sertai umur 

terdakwa sudah tidak dibawah umur.  

2. Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan kesalahan 

yaitu dengan sengaja atau dengan sadar melakukan 

perbuatan persetubuhan sesuai keinginan terdakwa dengan 

tujuan melampiaskan hawa nafsu terhadap korban. 

Dalam l putusan Negeril Demak 

No.175/lPid.Sus/2016/lPn.Dmk termasuk dalam kejahatan 

bukan termasuk pelanggaran karena perkara tindak l pidana 

persetubuhanl yang dilakukanl oleh terdakwa merupakanl 

pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan atau 

merugikan fisik saksi korban, selain itu juga terdakwa merasa 

puas atas tindak pidana persetubuhan tersebut karena hawa 

nafsunya sudah terpenuhi tanpa memikirkan perasaan sikorban 

atau menguntungkan diri sendiri. 

Jenis- jenis tindak pidanal persetubuhan yangl dilakukan 

oleh l terdakwa:  
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1. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam delik formill karena 

delik yangl diduga berakhir dengan dikerjakannya 

perbuatanl atau dengan l kata lain l titik beratnya l terletak 

pada perbuaan itu l sendiri. Dari perbuatan persetubuhan 

yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesalahan yang 

melanggar hukum serta merugikan orang lain, terdakwa 

hanya mementingkan egonya saja tanpa memikirkan 

resiko kedepannya sedangkan tindak pidana kesusilaan 

terkait persetubuhan atau zina sudah diatur dalam undang-

undang 

2. Perbuatan terdakwa termasuk delik dolus karena terdakwa 

melakukan perbuatan tindak pidana itu dengan 

kesengajaan.  

a. Pada tanggal sekitar bulan juni jam teman terdakwa 

bernama Ari meminjam kamar tidur terdakwa 

(Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan 

sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan 

badan antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi 

Korban Putri Hidayatus Sholekah. Saat terdakwa Ari 

selesai melakukan persetubuhan l dengan saksil korban, 

kemudian gantian terdakwa l Danang melakukan 

lpersetubuhan. Setelah kedua terdakwa tersebut 

melakukan persetubuhan kemudian kedua terdakwa 

memberi imbalan berupa uang kepada saksi korban. 

b. Kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 

Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari 

raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur 

Pramudio mengirim pesan singkat atau Sms kepada 
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Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(Bos Bodo-

bodo kok ora dolan neng omahku) dalam terjemahan 

bahasa indonesia yaitu Bos hari raya idul fitri kok tidak 

main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut 

dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah 

yang berisi (Ya entar Bos). Setelah selang beberapa 

menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib 

saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang 

kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang keruma 

terdakwa Danang Nur Pramudio  diantar oleh 

temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian 

saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi 

korban Putri Hidayatus Sholekah setelah 

mengantarnya. Lalu saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekhah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio 

duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-

maafan dan saling mengobrol, pada saat dipertengahan 

obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa 

Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang 

Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus 

Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa 

Danang Nur Pramudio 

c. Ketiga kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 

Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu 

terdakwa mengirim pesan l singkat ataul sms yangl berisi 

(Bos tak jemput mau l gak, nanti sore saya mau 

berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu 
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dibalas oleh saksi korban yang ber isi ( Ya entar saya 

dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang 

beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, 

terdakwa menjemput saksi korban  didepan SD, ketika 

terdakwa sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi 

korban langsung membonceng di motor terdakwa dan 

saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian 

seragam osis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan 

terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang 

kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, 

terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk 

merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak 

merespon perkataan terdakwa atau hanya diam. Lalu 

terdakwa mengajak l saksi korban l untuk masuk ke 

dalam kamarl tidur terdakwal 

d. Terdakwa l sudah mengatahui perbuatan persetubuhan 

dilarang dalam peraturan hukum, terdakwa juga 

mempunyai akal sehat serta umurnya sudah tidak 

dibawah umur lagi. 

3. Perbuatan terdakwa termasuk delik aduan karena saksi 

korban mengadukan perbuatan terdakwa kepada 

kepolisian maka terdakwa harus dituntut, apabila saksi 

korban tidak mengadukan perkara tindak pidana 

persetubuhan maka terdakwa tidak dapat dituntut. 

Pada saat itu korban diantar oleh saksi imam syafi’i 

dan  Siti Partimah ke rumah sakit untuk periksa medis 

karena telah melakukan pesetubuhan dengan terdakwa, 

setelsh dari rumah sakit korban didampingi saksi imam 
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syafi’i untuk mengadukan perkara tindak pidana 

persetubuhan ke polres demak untuk diperiksa lebih lanjut 

4. Perbuatan terdakwa merupakan delik umum karena tindak 

pidana persetubuhan dapat dilakukan oleh setiap orang 

serta terdakwa juga bukan pegawai negeri atau anggota 

militer. Dari data terdakwa, terdakwa bukanlah pegawai 

negeri atau anggota miiter karena terdakwa tidak lulus 

sekolah menengah atas dan pekerjaan terdakwa adalah 

swasta. 

5. Perbuatan terdakwa merupakan delik berdiril sendiri 

karena delik l yang hanyal dilakukan sekalil perbuatan sajal 

atau hanya satu tindak pidana tidak ada tindak pidana lain, 

terdakwa hanya melakukan perkara tindak pidana 

pesetubuhan saja, tetapi saat melakukan tindak pidana 

persetubuhan dilakukan berkali-kali 

6. Perbuatan terdakwa merupakan delik berkualifikasil karena 

delik yangl mempunyai bentuk l pokok yangl disertai denganl 

unsur yanglmemberatkan nya atau l unsur yangl 

meringankan. 

Keadaanl yang lmemberatkan : 

a. Perbuatan terdakwa l telah merusak masa l depan saksi 

lkorban ; 

b. Perbuatan terdakwal mengakibatkan rasa malu yang 

mendalam bagi korbanl dan keluarganya; 

Keadaanl yang lmeringankan : 

a. Terdakwa l bersikap sopan dan kooperatif, sehingga 

persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ; 
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b. Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, 

menyesal dan l berjanji tidak l akan mengulangil lagi 

perbuatannyal di kemudian hari ; 

c. Terdakwa l masih berusia relatif muda sehingga masih 

bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di 

kemudian hari;  

d. Terdakwa belum pernah dihukum; 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa benar 

adanya berupa tindak pidana persetubuhan yang dimana 

korbannya adalah anak dibawah umur. 

2. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Negeri 

Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk 

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam 

bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

‟toerekenbaarheid”, “criminal responbility”, “criminal 

liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan 

perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau 

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa 

tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan 

terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan 

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang 

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan 

tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang 

dilakukan tersebut.123 

_________________ 
123 Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan 

Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 54 
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Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana 

adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan 

dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana 

apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan 

pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun 

meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu 

dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan kesalahan. 

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya 

untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas 

perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak 

bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula 

dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian 

tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua 

unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan 

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya 

kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa 

maka terdakwa haruslah:124 

a) Melakukan perbuatan pidana;  

b) Mampu bertanggung jawab;  

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan  

d) Tidak adanya alasan pemaaf. 

Dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur 
pertanggungjawaban pidana: 
 

_________________ 
124 Moeljatna.  “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. 

Jakarta.  2007. Hlm. 49 
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a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan 

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhana 

dengannya atau orang lain dan tindakan tersebut telah 

dilakukan beberapa kali dirumah terdakwa 

berdasarkan alat bukti yang mendukung. 

b. Terdakwa dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada 

saat dipersidangan terdakwa mengakui identitasnya 

yang sesuai dengan surat dakwaan dan keadaan 

terdakwa pada saat itu sehat jasmani dan rohani. 

Selain itu umur terdakwa dianggap mampu dalam 

mempertanggungjawabkan pidana karena umurnya 

sudah tidak tergolong anak-anak sesuai dengan 

undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak 

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik 

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana anak”.  tetapi jika umurnya 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap 

diajukan ke persidangan anak sesuai dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 20 yang berbunyi “ 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak 

sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke 

sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan 

melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, 

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. 
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c. Perbuatan yang dilakukan terdakwa karena menyuruh 

saksi korban ke rumahnya dengan alasan untuk 

sllaturrahmi tetapi setelah sampai dirumah terdakwa, 

saksi korban di bujuk untuk melakukan persetubuhan, 

setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberi 

imbalan berupa uang kepada korban dan kejadian 

tindakan persetubuhan dilakukan beberapa kali. 

d. Tidak ada alasan pemaaf karena terdakwa dalam 

keadaan sehat jasmani maupun rohani  dan akalnya 

sehat tidak gila, terdakwa melakukan perbuatan 

tindak pidana dengan kesengajaann tanpa ada 

paksaaan dari orang lain. 

     Terdakwa tetap dikenai pertanggungjawaban pidana karena 

umur terdakwa tidak tergolong kedalam Undang-undang 

perlindungan anak. Umur terdakwa 19 tahun sedangkan 

batas umur dalam undang-undang perlindungan anak sampai 

18 tahun. 

3. Sanksi pidana dalam putusan Negeri Demak 

No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk 

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau 

penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang 

bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum 

pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang 

tidak akan melakukan tindak pidana.125 

_________________ 
125 Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 

194 
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Berdasarkan putusanl Negeri Demakl 

No.175/Pid.Sus l/2016/Pn.Dmkl terdakwa melanggar beberapa 

pasal : 

1. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 l Ayat (1) Undangl-Undang RI 

Nomorl 35 Tahun l 2014 tentang Perubahanl Atas Undangl-

Undang RI Nomorl 23 Tahun l 2002 tentangl Perlindungan 

lAnak. 

2. Pasall 81 l Ayat (2 l) Undangl-Undang RIl Nomorl 35 Tahunl 

2014 l tentang Perubahanl Atasl Undang-Undangl RIl Nomor 

23 l Tahun l 2002 tentangl Perlindunganl Anak. 

3. Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Perbedaan pasal 76 E dengan Pasal 82 adalah perbuatan 

akhirnya pasal 76 E lebih ke perbuatan cabul sedangkan 

Pasal 82 lebih ke perbuatan persetubuhan. 

4. Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana; 

Selain tindak pidana persetubuhan, terdakwa juga 

menyediakan tempat (fasilitator)  untuk temannya agar 

temannya  yang bernama ari bisa melakukan persetubuhan, 

tetapi  perbuatan sebagai fasilitator tidak bisa dipidana karena 

tidak sesuai dengan pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang 

siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 

dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan 

cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 

banyak lima belas ribu rupiah”. 
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             Terdakwa bisa dipidana karena turut serta melakukan 

tindak pidana pesertubuhan pada saat temannya yang bernama 

ari menawarkan terdakwa danang untuk  melakukan tindak 

pidana persetubuhan, karena itu sesuai dengan pasal 55 KUHP 

yang berbunyi: “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 

yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan 

memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya 

perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Terdakwa tidak dikenai dengan Pasall-pasallKUHP, tetapi 

terdakwa dikenai hukuman Pasal 81 l Ayat (1 l) Undangl-

Undang RIl Nomorl 35 Tahun l 2014l tentangl Perubahan Atasl 

Undangl-Undangl RI Nomorl 23 l Tahun 2002 l tentang 

Perlindunganl Anak. karena diindonesia sendiri 

memberlakukan asas lex specialis derogat lex generalis. Asas 

lex specialis derogat lex generalis adalah asas dimana 

ketentuan yangl khusus mengesampingkanl ketentuan yanl 

bersifat lumum, berkaitan dengan itu maka dalam hukum 

pidana Indonesia dapat dijumpai dalam pasal 63 l ayat (2l) 

menyatakan bahwal "jika suatu l perbuatanl masuk l dalam suatul 
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aturan l pidanal yang lumum, diaturl pulal dalam aturan l pidanal 

yang l khusus maka l yangl khususl itulah yangl dipergunakan", 

diberlakukan asas tersebut karena semangat untuk melndungi 

anak. 

Ketentuanl ini secara teoritis pragmatis mengandung 

asas lex l specialis derogate lex l gene ralis yang artinyal 

undang-undang khusus mengesampingkan l undang-undang 

umum. Dalan konteks hukum pidana, bahwa jika sebuah 

perbuatan diaturl dalam undangl-undang pidana umum dan 

khususl sekaligus maka undangl-undang khususlah yangl 

dipergunakan. Jadi makna lex specialis derogat lex generalis, 

pada prinsipnya semua unsur-unsur suatu rumusan perbuatan 

pidana terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan 

yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang 

khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang 

pertama ( yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur 

lain.126 

Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 81 ayat (2) telah 

memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana: 

1. Rumusanl pasal 287l ayat (1 l) KUHP terdapatl unsurl-unsurl 

sebagai lberikut:  

a. Unsurl objektif 

1) Pada hari persidangan yang telah ditentukan jaksa 

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang 

terdakwa yang mengaku bernama Danang Nur 

Pramudio bin Yatmono (Alm), yang setelah melalui 

_________________ 
126 Hariman Satria. Anatomi Hukum Pidana Khusus. UII Press:Yogyakarta.2014. 

hlm 13 
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pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra 

penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai 

terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa 

identitas terdakwa sebagaiman tersebut dalam surat 

dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu 

menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga 

terdakwa dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

2) Dari paparan tersebut yang dimaksud barang siapa 

adalah terdakwa Danang Nur Pramudio bin Yatmon 

(Alm) bukan orang lain sesuai dengan identitas yang 

tertulis dalam surat dakwan Jaksa Penuntut Umum, 

sehingga unsur ini terpenuhi dalam diri terdakwa. 

3) Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam 

alat kelamin saksi korban, perbuatan tersebut 

dilakukan beberapa kali tanpa ada status pernikahan. 

b. Unsur subjektif 

i. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan 

terdakwa dengan niat kesengajaan karena niat 

awal mengajak saksi korban untuk main kerumah 

terdakwa, tetapi sesampainya dirumah terdakwa, 

saksi korban di bujuk untuk melakukan 

persetubuhan dengan terdakwa. 

a. Saksi korban umurnya belum mencapai usia lima 

belas tahun atau yang belum dapat dinikahi 

dibuktikan berdasarkan foto copy kutipan Akta 

Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, 

bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas 

nama Putri Hidayatus sholekah, yang dibuat serta 

ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 

195803051984031006, sebagai Kepala Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 

2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban 

berumur 14 tahun 08 bulan. 

Dalam pasal ini yang menjadi pokok dapat dipidananya 

terletak pada umur korban yaitu  belum lima l belas tahunl dan 

belum waktunyal untuk dikawin l 

1. Rumusan pasal 81 ayat  (2) terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Unsur objektif 

1) Unsur setiap l orang 

Fakta l perbuatan yangl dilakukan serta l kejadian 

yangl di temukanl dalam unsur setiap orang yaitu: 

Terdakwa Danang Nur Pramudio melakukan 

persetubuhan dimana terdakwa melakukannya dirumah 

terdakwa di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, 

Kec.Guntur, Kab.demak. 

 Sedangkan alat bukti yang mendukung yaitu 

unsur setiap orang. 

a) Bahwa keterangan terdakwa di dalam persidangan 

mengakui identitasnya sebagai terdakwa Danang 

Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) yang 

sebagaimana terdapat dalam surat l dakwaan Jaksal 

penuntut lumum. 

b) Umur terdakwa 19 tahun sedangkan umur saksi 

korban masih dibawah umur. 

c) Unsurl setiap orang menurut pengamatan Majelis 

Hakim di dalam persidangan, terdakwa Danang Nur 
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Pramudio Bin Yatmono (Alm) telah menunjukan 

kondisi sehat jasmanil serta rohani, sehinggal 

terdakwa dianggap l mampu dalam 

mempertanggungjawabkanl tindak pidana l yang 

dilakukan. Denganl demikian unsurl setiap orang ini 

telah l terpenuhi dalam diril terdakwa. 

2) Unsur Tipu Muslihat 

Unsur tipu muslihat dibuktikan dengan Fakta 

perbuatanl yang dilakukanl serta kejadianl yang 

ditemukanl yaitu ketika saat masih suasana idul fitri 

terdakwa mengajak ketemu dengan niatan 

silaturrahmi, tetapi saat di rumah terdakwa, terdakwa 

Danang mengajak melakukan persetubuhan. 

3) Unsur Rangkaian Kebohongan 

Korban mendapat uang sebesar Rp.50.000,00. Dan 

uang sebesar Rp.20.000,00 dari terdakwa sebagai 

imbalan telah melakukan persetubuhan.  

4) Unsur membujuk 

Pada saat korban dirumah terdakwa, korban dibujuk 

untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, saat 

dibujuk pertama kali korban hanya diam tanpa 

jawaban, setelah itu terdakwa membujuk korban lagi 

akhirnya korban mau melakukan persetubuhan. 

5) Unsur anak 

Alat bukti yang mendukung terkait unsur anak yaitu 

berdasarkan foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 

3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada tanggal 

7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus sholekah, 
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yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, 

MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri 

Hidayatus Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 

2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban 

berumur 14 tahun 08 bulan 

6) Ada upaya aktif dari pelaku 

b. Unsur subjektif  

Dengan sengaja melakukan persetubuhan serta 

perbuatan itu sudah direncanakan karena terdakwa 

melakukan persetubuhan 4 kali dengan cara mengajak 

saksi korban untuk datang kerumah terdakwa. 

      Perbedaan dari pasal 287 KUHP dengan Pasal 81 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak: Pasal 287 KUHP tidak memuat motif dan umurnya 

harus kurang dari 15 tahun, apabila umurnya lebih dari 15 

tahun bisa dilepas atau tidak bisa dipidana. Sedangkan Pasal 

81Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak telah memuat motif dan undang-

undangnya  khusus dikaitkan dengan anak-anak yang masih 

dibawah umur. 

Didalam putusan Negeri Demakl 

No.175/lPid.Sus/2016/lPn.Dmk dijelaskan korban danl 

terdakwa tidak ada hubungan ikatan pacaran maupun 

pernikahan, tetapi dalam hukum apabila ada satu orang laki-

laki dan satu orang perempuan melakukan persetubuhan tanpa 

penolakan itu dianggap suka sama suka.  
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Fornikasi adalah persetubuhan yang dilakukan atas rasa 

suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa paksaan dan 

tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak 

terikat pernikahan atau perkawinan 

Dalam hukum positif tidak ada hukuman tentang orang 

yang melakukan persetubuhan didasari dengan rasa sama suka, 

tetapi dalam RKUHP sudah dijelaskan tentang orang yang 

suka sama suka, ada dua pasal itu tercantum dalam BAB XV 

Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP, Pasal 417 yang mengatur 

soal perzinaan menyebutkan "Setiap Orang yang melakukan 

persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya 

dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II." Dan Pasal 419 

yang mengatur soal kohabitasi atau samenleven disebutkan 

bahwa "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai 

suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling 

lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 

kategori II."127 

Menurut penulis penjatuhan hukuman yang dilakukan 

oleh hakim terlalu ringan kurang berat seharusnya dijatuhi 

hukuman yang seberat-beratnya karena telah merusak masa 

depan anak dan dalam perbuatan tersebut ada unsur penipuan 

karena telah memberi uang kepada korban agar korban mau 

melakukan persetubuhan..  

_________________ 
127 https://www.tempo.co/abc/4737/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-dalam-rkuhp-
berpotensi-lahirkanpenegak-moral diikutip pada hari kamis tanggal 7 okotober 

2021 jam 14:00 wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan
https://www.tempo.co/abc/4737/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-dalam-rkuhp-berpotensi-lahirkanpenegak-moral
https://www.tempo.co/abc/4737/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-dalam-rkuhp-berpotensi-lahirkanpenegak-moral
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Jika yang melakukan anak dibawah umur dengan orang 

dewasa meskipun itu didasari  suka sama suka yang bersalah 

tetap orang dewasa sedangkan anak tetap menjadi korban, 

berdasarkan UU perlindungan anak: hukum melindungi anak-

anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu 

karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada 

pemaksaan, 

B. Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

persetubuhan anak dalam putusan Pengadilan Negeri 

Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk 

Hukum l diciptakan pada l hakikatnya untuk l memberikan 

jaminan l terpenuhinya hak l dan kewajiban l individu dal 

masyarakat, sehingga l tercipta keseimbanganl dan keadilanl 

yang menjadil tujuan dan l cita-cita l dalam kehidupanl 

bermasyarakat, lbernegara, dan lberagama. Dalam konteksl 

hukum pidana l islam, pengaturanl hak dan l kewajibanl 

semacam inil dibingkai dalaml istilah hududl (hak Allah l lebih 

besarl), qishas (hak l manusia lebihl besar, danl ta’zirl (hukuman 

yangl bersifat edukatifl).128  

Pembahasan ini ada 3 poin yaitu jarimah (tindak pidana, 

mas’ulah (pertanggungjawaban pidana), dan uqubah 

(hukuman). 

1) Jarimah zina (persetubuhan) terhadap anak dalam 

putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 

175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk. 

_________________ 
128 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’iy al Islamy Muqain bi al-Qanun 

alWad’iy, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby,t.t.),juz ke-1,h.78 
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Menurut hukum pidana islam tindak pidana disebut 

dengan jarimah. Hukuml pidana Islam l dalam bahasa l Arab 

disebutl dengan jarimah l atau jinayat. Secara l etimologis 

jarimah l berasal daril kata jarama l-yajrimu-ljarimatan, yang 

berartil “berbuat” danl “memotong”. lKemudian, secara khususl 

digunakan terbatas l pada “perbuatan l dosa” atau l “perbuatan 

yangl dibenci”. Kata l jarimah juga l berasal daril kata ajramal-

yajrimu yang berartil “melakukan sesuatu l yang bertentanganl 

dengan kebenaran l keadilan, danl menyimpang daril jalan yangl 

lurus129. Secara lterminologis, jarimah yaitu l larangan-laranganl 

syara’ yangl diancam olehl Allah denganl hukuman hududl dan 

ta’zirl

130 

Jarimah l adalah larangan l syara' yangl diancamkan 

dengan l hukuman, baik l karena mengerjakanl pekerjaan yangl 

dilarang atau l meninggalkan perbuatanl yang diperintahl seperti 

lmencuri, membunuh, berzinal dan lsebagainya. Tujuan jarimahl 

yang utama l adalah untuk l mencegah agarl seseorang tidakl 

melanggar (perintahl atau laranganl)131. Dalam Putusan l Negeri 

Demak l No.175/lPid.susl/2016/lPn.dmk menjelaskan tentangl 

tindak l pidana persetubuhanl atau zina, zina yaitu persetubuhan 

yang dilakukan oleh seorang mukallaf (baligh), mukhtar (tidak 

terpaksa), tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang 

diharamkan dan dia tidak punya hak pemilikan atau yang 

_________________ 
129 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘uqubat fi al-fiqh al-islami. 

(Kairo:al-anju al-Mishriyah,T.th).hlm 22 
130 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang 1990). 

Hlm 1 
131 Abdul Mujieb, dkk., Kamus lstilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, 

hlm.157 



157 

 

 

menyerupainya132. sedangkan tindak pidana l Persetubuhan 

dalam l hukum pidana l islam merupakan tindak l pidana atau 

jarimah zina, yang dimana jarimah zina l termasuk jarimahl 

lhudud. Jarimah hudud l adalah l jarimahl yang diancam l denganl 

hukuman l had, Pengertian hukuman hadl adalah hukumanl yang 

telah l ditentukan oleh l syara' dan l menjadi hak l Allah (hakl 

masyarakat).133 

Ketentuan jarimah harus l mempunyai unsurl-unsur 

umum l yang harusl dipenuhi, lyaitu: 

1. Nash l yangl melarangl perbuatan dan l mengancamkanl 

hukuman lterhadapnya, unsurl inil bisa disebutl unsurl formil 

(rukun l syari'l).  

2. Adanya l tingkah l laku l atau perbuatanl yang membentukl 

ljarimah, baik l perbuatan-perbuatan l nyata l ataupunl sikap 

tidak l lberbuat; unsurl ini disebutl unsurl materiil (rukunl 

maddil).  

3. Pembuatl adalahl orang lmukallaf, yaitu l orangl yang dapatl 

diminta l pertanggungan jawabanl terhadapl jarimah yangl 

ldiperbuatnya, unsur inil disebutl unsurl moril (rukunl 

adabil).134 

Melihat dari unsurl-unsur diatas, perkara putusan l Negeri 

Demak l No.175/lPid.sus/2016/lPn.dmk Sudah termasuk 

kedalam jarimah karena terdakwa melakukan unsur-unsur 

diatas antara lain 

_________________ 
132 M. Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 1999, hal. 96 
133 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum 

Pidana Islam), Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164. 
134 Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, 

hal.6 



158 

 

 

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah diaturl 

dalam all-Qur’an l serta mengatur hukuman tindak pidana 

atau jarimah. 

2. Terdakwa Danang Nur sebelum melakukan persetubuhan 

dengan korban Putri, terdakwa membujuk korban l untuk 

melakukanl persetubuhan dengannya l setelah selesai 

melakukan persetubuhan terdakwa memberi uang kepada 

korban sebagai imbalan telah mau melakukan 

persetubuhan, dan l persetubuhan dilakukan selama 

beberapa kali. 

3. Terdakwa beragama islam serta umurnya sudah tidak 

dibawah umur lagi dan terdakwa masih berakal sehat maka 

bisa dikatakan mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

Sedangkan unsur-unsur jarimah zina itu sendiri ada dua : 

1. Persetubuhanl yang diharamkanl 

2. Adanya l kesengajan atau niatl yang melawan lhukum. 

Unsur jarimah zina dalam l putusan Negeril Demak 

No.175/lPid.sus/2016/lPn.dmk sudah terpenuhi karena :  

1) Terdakwa melakukan tindak persetubuhan dengan yang 

bukan mahramnya atau tanpa ada ikatan pernikahan dan 

terdakwa juga beragama islam seharusnya terdakwa 

mengetahui larangan tentang zina karena dalam agama 

islam  persetubuhan yang dilakukan tanpa ada ikatan 

pernikahan dianggap haram.  

2) Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan 

sengaja untuk memenuhi hawa nafsu terhadap korban 
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terdakwa ada niat untuk melakukan persetubuhan selama 

bebarapa kali yang pertama : 

a. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada tanggal 

sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2016 sekitar 

pukul 19:30 WIB dilakukan di tempat tinggal 

terdakwa yang beralamat Duko, Rt.08/01 Desa 

Sukorejo Kec.Guntur.Kab.Demak 

b. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada hari l Sabtu 

tanggall 09 Juli 2016 sekita pukull 12:00 wib l dilakukan 

di tempat tinggal terdakwa. 

c. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada hari l Senin 

tanggal 25 Julil 2016 sekitar pukull 14:00 wib l lebih 

tepatnya korban selesail pulang dari sekolah, dilakukan 

ditempat tinggal terdakwa. 

Dilihat dari beberapa segi, maka perbuatan pelaku 

termasuk kedalam jarimah : 

1. Dilihat daril segi niatl pelaku tindak l pidana, terdakwa 

termasuk kedalam jarimah l sengaja karena ketika 

melakukan tindak pidana terdakwa ada niat untuk 

melakukan persetubuhan dengan korban yang bertujuan 

untuk memenuhi hawa nafsu terdakwa dan melakukan 

perbuatan tindak pidana persetubuhan atas kemauan daril 

diri sendiril tanpa ada l paksaan daril orang llain. Asal mula 

kejadian persetubuhan ketika pelaku Danang didatangi 

oleh teman pelaku yang bernama ari, ari datang kerumah 

pelaku danang bertujuan untuk meminjam kamar pelaku 

danang untuk digunakan melakukan persetubuhan dengan 

saksi korbanl Putri. Setelah selesai terdakwa l ari dan saksil 



160 

 

 

korban melakukan persetubuhan, kemudian l terdakwa ari 

menawarkan pelaku danang untuk gantian melakukan 

persetubuhan dengan saksi korban. Pelaku danang 

mengiyakan tawaran terdakwa Ari. 

2. Dilihat dari segi objeknya Perbuatan terdakwa melakukan 

tindak pidana persetubuhan tergolong dalam jarimah 

masyarakat karena apabila terdakwa mendapat permaafan 

dari si korban terdakwa harus tetap dihukum, karena 

jarimah zina atau persetubuhan hukumannya sudah 

ditentukan oleh l syara' dan l menjadi hak l Allah (hakl 

masyarakat).   

3. Dilihat dari segi waktu tertangkapnya, Perbuatan terdakwa 

termasuk jarimah tidak tertangkap tangan karena l pada saatl 

kejadian persetubuhan tidak ada l orang lain yang 

mengetahui perbuatan   jarimah zina kecuali terdakwa dan 

saksi korban. 

Jarimah yang dilakukan oleh terdakwa benar adanya berupa 

jarimah zina dan telah memenuhi unsur-unsur jarimah. 

 

2) Pertanggungjawaban Pidana (al-mas’ulyyah al-

jinaiyah) dalam putusan Pengadilan Negeri Demak 

Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk 

Dalam perspektif hukum pidana islam (Fiqih al-jinayah 

al-islamiyah), pertanggung jawaban pidana disebut dengan 

istilah al-mas’ulyyah al-jinaiyah. Menurut A.Hanafi, 

pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah 

pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya 
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dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan 

akibat-akibat dari perbuatnya itu.135 

Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana 

didasarkan kepada tiga prinsip 

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau 

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, 

2. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, 

artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk 

melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut,  

3. Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang 

dilakukan.136 

Berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan perkara putusan ini 

telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut: 

a) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berupa jarimah 

zina yang mana ketentuan jarimah zina hukumnya haram 

sesuai dengan surah Al-Qur’an Surah Al-isra’ ayat 32 

b) Pelaku melakukan jarimah zina sendiri dengan 

kesengajaan  tanpa keterpaksaan karena pelaku yang 

mengajak saksi korban untuk melakukan zina. Selain itu 

si terdakwa atau pelaku membayar korban setelah selesai 

melakukan zina  

c) Sipelaku mengetahui akibat jarimah zina yang dilakukan, 

bisa menyebabkan kehamilan, bisa dijatuhi hukuman 

serta menimbulkan rasa malu pada keluarga. 

_________________ 
135 A. Hanafi, M.A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1967), hlm. 154 
136 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 

Islam, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, 

hal. 242. 
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Prinsip pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi apabila 

salah satu tidak terpenuhi dianggap gugur. Orang yang bebas 

dari pertanggungjawaban didasarkan kepada hadis Nabi dan 

Al-Qur’an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 

Abu daud : 

 
 

Artinya: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang 

tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia 

sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Ahmad, 

Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim dan 

Turmuzi dari ‘Aisyah) 

Pembebasan beban didasarkan pada (Q.S.An-Nahl:106) 

 
ٓ بَعدِْ مِنْ   بِالٰلَِّ  كفََرَ  منَْ   ه  ه   اُكْرِهَ  منَْ  اِلََّ  اِيْمَانِ لْبُ يْمَانِ  مُطْمَىِٕن    وَقَ كِنْ  بِالَِْ  بِالْكفُْرِ  شَرَحَ  مَّنْ  وَلَٰ

لَيْهمِْ  صدَْرًا  نَ  غضََبٌ  فَعَ وَلَهمُْ  اٰللِّ  م ِ عَظِيمٌْ  عذََابٌ  ْ   

Artinya : “Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia 

beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang 

yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 

beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan 

dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah 

menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar” 

Jadi terdakwa tetap dikenai pertanggungjawaban pidana 

karena terdakwa umurnya sudah baligh atau mencapai 19 

tahun sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i usia baligh 

seorang laki-laki berumur 15 tahun. 
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3) Sanksi Pidana (Uqubah) dalam putusan Pengadilan 

Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk 

Pada putusan Negeri Demak 

No.175/lPid.sus/2016/lPn.dmk membahas tentang perkara 

“telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk ll anak melakukan l persetuuhan dengannya ataul 

orang llain”. Sedangkan persetubuhan dalam hukum l islam 

biasa disebut dengan zina. Menurut ibnu Rusyd dalam bukunya 

Bidayatul al-lMujtahid,zina adalah l setiap persetubuhanl yang 

terjadil bukan karenal pernikahan yangl sah, lsyubhat, dan bukanl 

pula karenal kepemilikan terhadap l budak lwanita137 

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim 

dalam l perkara putusan l Negeri Demakl 

No.175/lPid.sus/2016/lPn.dm, maka hakim menjatuhkan amar  

putusan kepada terdakwa  Danang Nur Pramudio Bin Yatmono 

(Alm), terdakwa dinyatakan terbukti secara l sah danl 

meyakinkan melakukan l turut serta dalam tindak pidanal “ 

Dengan sengaja l membujuk anak l melakukan persetubuhanl 

dengannya”, dengan pidana l penjara selamal 5 (lima) tahun dan 

6 l (enam) lbulan. Sedangkan dalam hukum l pidana islaml 

perkara pada putusan tersebut termasuk jarimah hudud karena 

terdakwa melakukan jarimah berupa jarimah zina. Jarimah 

hudud l adalah jarimah l yang diancam l dengan hukumanl had. 

Had l secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak 

bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu 

dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah 

_________________ 
137 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid  juz ke2 (Semarang: al-Syifa’, 1990), hlm. 

355. Redaksi dalam kitab bidayat al-Mujtahid. 
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mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan 

sebagainya.138  

Menurutl al-lAshfahani, alhad dalam pengertianl umum 

adalah l pemisah antara l dua hall yang menyebabkan l keduanya 

tidak l saling lcampur.139 Ulama lain l meletakkan hududl secara 

terminologil berarti, sanksil yang kadarnyal ditetapkan Allahl 

Swt, demil meciptakan kemaslahatanl masyarakat.140 Menurutl 

Ibnu lTaimiyah, hudud dilaksanakanl agar manusia l senantiasa 

berbuatl kebajikan. Bagil orang yangl telah mendapatkanl 

hukuman daril perbuatan dosa l yang pernah l dilakukan, 

hendaknya l hukuman itu l dianggap sebagail bentuk kasihl 

sayang Allah l dan kebaikanl untuknya, sebagaimanal seorang 

ayah l menjatuhkan hukumanl kepada lanaknya, tidak lain l agar 

anak l itu menjadil lebih lbaik. Atau sebagaimanal seorang dokterl 

yang mengobatil pasiennya dengan l obat yangl sangat lpahit, 

tidak lain l dengan obatl yang tidak l enak itu l sakitnyya menjadi 

sembuh141.  Menurut istilah Syara‘, sebagaimana dinyatakan 

oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, jarimah hudud yaitu:142 

 المقدَ رة  ھوالعقوبة  والحد .  عليهابحد   المعاقب  ھوالجرائم الحدود  جرائم

  ْ تعالى  حق الل   

_________________ 
138 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arabi, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba‘ah wa al-Nasr, 1374), 

hal. 140. 
139 Al-Raghib al-Ashfhaniy, Mufradat al-Fadz al-Qur’an, (Damaskus: Dar al-
Qalm,1412),cet,ke-1,hlm 221 
140 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut:Dar al-Fikr,2019, 

jilid ke-7, hlm 34 
141 Fuad Thohari, Hadis Ahkam kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, 

Qishas, dan Ta’zir).(Grup Penerbian CV Budi Utama:Yogyakarta), hlm.51-52 
142 Abd al-Qadir ‘Awdah, Al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami Muqa ranah bi al-Qanun 

al-Wad‘i Jilid I, (Beirut: Mua’assasah al-Risalah, 1997), hlm. 78-70 
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lArtinya: Jarimah hududl adalah jarimahl yang diancaml 

dengan hukumanl had. Dan had l adalah ancaman hukumanl 

yang telahl ditentukan macam danl jumlahnya dan menjadi hakl 

Allah. 

Hukuman hudud ini adalah hak l Allah, yangl tidak bolehl 

ditukarl atau digantil hukumannya dan l tidak boleh l diubah. 

Hukumanl hudud tidak l boleh dimaafkan l oleh lsiapapun. 

Mereka yangl melanggar aturan l-aturan hukum l Allah, yangl 

telah ditentukan l dan ditetapkanl Allah/Rasull-Nya yangl 

disebutkan dil dalam All-Qur’an l atau hadis l adalah termasukl 

dalam golongan l orang-orangl yang lzalim.  Sebagaimana 

firman l Allah SWTl di di dalam l surah al-Baqarahl (2) ayatl 

229143 atau surah at-talaq: 

وْدُ  تلِكَْ  وَمَنْ   تَعْتدَُوْھاَ فلَََ   اٰللِّ  حُدُ وْدَ  يَّتَعدََّ  ْ  ىِٕكَ   اٰللِّ   حُدُ
الظلِٰمُوْنَ   ھمُُ  فاَوُلَٰۤ ..... 

lArtinya: “.... itulah l hukum-hukuml Allah l makal 

janganlah kamul lmelanggarnya. Siapa l yang melangga l hukuml-

hukuml Allah merekal itulah l orangl yang menganiayal  dirinyal 

lsendiri”. 

Alquran pada ayat tersebut termasuk berlaku bagil 

orang-orangl yang melewatil batas kebolehanl yang 

diperkenankanl Allah lSwt. Contohnya perbuatan zina yang 

dimana pelakunya masih perjaka atau perawan l dihukum 

dengan l 100 kalil dera dan l diasingkan 1 satu l tahun, dan l yang 

sudah l menikah hukumannya lrajam. 

_________________ 
143 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-dasar Hukum Acara 

Jinayah,(Kencana: Jakarta).hlm, 2-3 
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آَيُّهَ    لََ  رَبَّكمُْ    اٰللَّ  وَاتَّقُوا  الْعِدَّةَ    وَاَحْصُوا  لِعِدَّتِهِنَّ   فَطلَ ِقُوْھُنَّ   الن ِساَءَۤ   طلََّقْتمُُ  اذِاَ  النَّبِيُّ   ايَٰ

وْتِهِنَّ   مِنْ    تُخْرِجُوْھُنَّ  ٓ   يَخْرُجْنَ   وَلََ   بُيُ ي ِنَةٍ    بِفاَحِشَةٍ  يَّأْتِيْنَ  اَنْ   الََِّ بَ وْدُ  وَتلِكَْ   مُّ   اٰللِّ   حُدُ

وَمَنْ  وْدَ  يَّتَعدََّ  ْ  لكَِ   بَعدَْ  يُحْدِثُ   اٰللَّ   لَعَلَّ   تدَرِْيْ  لََ   ْ    نَفْسَه    ظلَمََ   فَقدَْ اٰللِّ   حُدُ اَمْرًا  ذَٰ  

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-

istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 

mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan 

hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya 

dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum 

Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka 

sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah 

mengadakan suatu ketentuan yang baru.  

Menurut Al Djazuli perbuatanl yang diancaml dengan 

hukum l had mempunyail unsur-unsurl sebagai lberikut: 

1) Adanya nas l yang melarangl perbuatan tertentu l unsur inil 

dikenal denganl istila unsur lformal. 

2) Adanya unsurl pembuat yang mebentuk ljinayat, baik 

berupa l melakukan perbuatan l dilarang ataul 

meninggalkan perbuatanl yang ldiharuskan, unsur inil 

dikenal denganl istilah unsurl materil. 

3) Adanya pelaku l kejahatan yaitu l orang yangl dapat 

menerima l khitab artinyal pelaku jinayatl telah mukallafl 

sehingga dapatl dituntut aras kejahatan yangl mereka 
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llakukan. Unsur inil dikenal dengan l istilah unsurl 

moral144. 

Terdakwa dikenai hukuman hudud karena telah 

memenuhi unsur-unsur had yaitu: 

a. Terdakwa  telah melanggar aturan yang telah ditetapkan 

dalam alquran surah An-nur ayat 2. 

b. Terdakwa telah melakukan jarimah  zina dengan cara 

memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin 

saksi korban, yang seharusnyanya jarimah zina 

ditinggalkan bukan dilaksanakan. 

c. Terdakwa sudah cukup dewasa atau umurnnya sudah 

bukan anak kecil lagi maka terdakwa harus dijatuhi 

hukuman. 

Apabila terdakwa Danang Nur Pramudio mendapatkan 

pemaafan dari saksi korban itu tidak berpengaruh terhadap 

hukuman, hukumannya tetap berlanjut karena jarimah hudud 

hukumanya sudah ketetapan dari allah sesuai dengan alquran 

surah al-Baqarah (2) ayat 229 dan surah At-Talaq ayat 1, 

tetapi dalam perkara putusan ini terdakwa Danang belum 

mendapat pemaafan dari pihak saksi korban karena itu saksi 

korban melaporkan perbuatan si Danang kepada pihak 

kepolisian.  Jarimah zina termasuk kedalam uqubah hudud 

atau had, Sedangkan pengertian jarimah zina ialah 

memasukkan alatl kelamin lakil-laki kedalam l alat kelaminl 

perempuan tanpa l didasari ikatan pernikahan. Dampak buruk 

_________________ 
144 A Djazulu Fiqih Jinayat. Upaya Menanggulangi dalam 

Kejahatan Islam, (Cet. II. Jakarta : Raha Grafindo Persada. 

1997) hlm.2-3 
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dari zina banyak sekali antara lain bisa menghancurkan tali 

persaudaraan dan merusak nasab atau keturunan, maka 

jarimah zina sendiri sudah dilarang dalam alqur’an terdapat 

pada surah al-isra’ ayat 32: 

 

ناَ  تَقرَْبُوا وَلََ  سَبِيلًَ  وَساَءَ   فاَحِشَةً  كاَنَ   إِنَّهُ  ْۖ  الز ِ  

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan 

jalan yang buruk“ 

Hukuman untuk terdakwa Danang Nur Pramudio dalam 

hukum pidana islam yaitu dicambukl sebanyak 100 kalil dan 

diasingkan l atau bisa disebut dengan zina ghairu l muhsan yang 

artinya zina l yangl pelakunya masih l berstatusl perjaka l atau 

lgadis. Artinya l keduanyal belum pernahl menikahl secaral sah 

dan l tidak l sedangl dalam ikatan l perkawinan serta dalaml 

melakukan perbuatanl mesumnya ditandai suka l sama lsuka. 

Sesuai dengan l surat an-nurl ayat 2 l dan hadisl dari ubadah bin 

shamit ra. 

انِيَةُ  انِي  الزَّ   رَأفَْةٌ   بِهِمَا  تأَْخُذْكمُْ  وَلََ  ْۖ   جَلدْةٍَ  مِائَةَ   مِنْهُمَا وَاحِدٍ   كُلَّ  فاَجْلدُِوا  وَالزَّ

ِ   دِينِ   فِي ؤْمِنُونَ   كُنْتمُْ  إِنْ   اللَّّ ِ   تُ   مِنَ   طاَئِفَةٌ   عذَاَبَهُمَا  وَلْيَشْهدَْ  ْۖ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ   باِللََّّ

 الْمُؤْمِنِينَ 

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 

berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 

seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan 

kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama 

Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “. 
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Ubadah bin Shamit ra : 

جْم  مائة  جَلدُْ  ،  بالث ي بِ   والث ي بُ   سَنَة  ونَفْيُ   مائة جَلدُْ  بالبِكرْ  البكرْ والر   

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka 

dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan 

janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“.  

(HR. Muslim). 

Selain jarimah zina terdakwa juga melakukan fasilitator 

zina yang dikenai sanksi jarimah ta’zir, tetapi terdakwa tetap 

dikenai jarimah hudud, karena jarimah hudud sudah pasti 

ketentuannya 

Sedangkan saksi korban hukumannya dalam hukum 

pidana islam harus dikembalikan kepada orang tua. 

Dalam hukum pidana islam apabila anak melakukan 

jarimah maka si anak tidak mendapat hukuman atau uqubah 

sesuai dengan pendapat para ulama. Hal ini berdasarkan hadist 

nabi yaitu: 

وعن  يحتلم  حتى  الصبي  وعن  يستيقظ  حتى  النائم عن:  ثالث  عن اللم  رفع  

 المجنون حتى يفيق

lArtinya: Diangkatkanl pembebanan hukum l darl tigal 

(jenis orang l): orang l tidurl sampai dia l lbangun, anak l kecil 

sampail dia l lbaligh, dan orangl gila l sampail ia sembuh l (lH.R. 

lBukhari, Abu lDaud, all-lTirmidzi, alNasai, Ibnu Majahl danl all-

Daruquthni daril Aisyahl danl Ali bin l Abil Thalib l)145 

Berikutl inil pendapat ulama l tentangl batasl usia 

kedewasaanl seseorang.  

_________________ 
145 Noercholis Rafid dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah. Jurnal Al-Maiyyah, Volume 11 No. 2 

Julii-Desember 2018. hlm.333. 
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1. Mazhab l Hanafil 

Mereka l berpendapatl bahwasanyal seorang lakil-lakil 

tidak l dipandang baligh l sebeluml ia l mencapai usia l 18l 

ltahun. Kedewasaan anak l lakil-lakil sebagaimana yangl 

diriwayatkan l daril Ibnu Abbasl adalah l daril usia 18 l ltahun. 

Adapunl anak perempuan l perkembanganl danl 

kesadarannya adalah l lebihl lcepat, oleh sebabl itu l usial awal 

kedewasaannyal dikurangi satu l tahun sehingga l anakl 

perempuanl menjadi dewasal pada l usia l 17 ltahun. Pendapatl 

yangl masyhur dil kalanganl ulamal Malikiyah sama l dengan 

pendapatl imam Abu l Hanifah. Seorangl anak yangl belum 

berusia l 15 tahun l tidak dikenakanl pertanggung jawabanl 

atas jarimah l-jarimah yangl dilakukan baik l jarimah lhudud, 

qishas, maupun l ta’lzir. Akan l tetapi ia l dikenakanl 

pengajaranl ta’ldibiyah. Pengajaran l ini meskipunl 

sebenarnya l berupa l hukuman ljuga, akan l tetapil tetap 

dianggap l sebagail hukuman l pengajaran dan l bukanl 

hukuman l pidana. Untukl pertanggungl jawabanl perdata ial 

tetap ldikenakan, meskipun ia l dibebaskan daril 

pertanggung jawaban l pidana. Apabila l perbuatannya 

merugikan l orang llain, baik hartanya l maupun jiwanya l 

2. Mazhab l Syafi’il danl Hambalil  

Mereka l berpendapatl bahwa bila l seorangl anakl laki-

lakil dan l perempuan l apabila telah l sempurna l berusial 15 

ltahun, kecualil bagil lakilaki yang sudah l ihtilam danl 

perempuan yangl sudah haid l sebelum usial 15 tahunl maka 

keduanyal dinyatakan telah l baligh. Merekal juga berhujjahl 

dengan apa l yang diriwayatkan l dari Ibnu l Umar bahwal 
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dirinya diajukan l kepada Nabil saw padal hari perangl Uhud 

sedangl ia ketika l itu berusia l 14 ltahun, kemudian Nabil 

tidak memperkenankannya l ikut dalam l peperangan. 

Setelah l Ibnu Umarl telah mencapail usia 15 l tahun beliaul 

mengajukan dirinya l kembali untukl ikut lberperang, maka 

nabil pun memperkenankannyal untuk lberperang. Pada usial 

lima belasl tahun anak l tersebut sudahl dikenai pertanggungl 

jawaban atasl perbuatannya. 

3. Jumhurl Ulama l Fiqh  

Bahwasanyal usia l baligh l bisa ditentukanl 

berdasarkanl hukuml kelaziman. Kebiasaanl yangl terjadil 

adalah setelah l terjadinya l ihtilaml dan hall itu l seringl terjadi 

pada l usia 15 l tahun. Dengan l demikian, maka l umur 15l 

tahun itulah l ditentukan usia l baligh yangl dipandang usial 

taklif (usia l pembebanan hukum l).146 

Jadi saksi korban Putri Hidayatus Sholekah tidak 

diberi sanksi uqubah pidana karena usianya masih 

dibawah umur belum mencapai 15 tahun serta dianggap 

belum mampu untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Saksi korban putri harus diberi sanksi 

berupa pengajaran contohnya seperti: pukulan maupun 

teguran, dan lain-lain (yang bersifat mendidik). Diberikan 

sanksi pengajaran agar si anak tidak terjerumus kedalam 

jurang maksiat lagi dan sanksi korban Putri harus 

dikembalikan ke orangtuanya. Sebagai gantinya hukuman 

_________________ 
146 Noercholis Rafid dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah. Jurnal Al-Maiyyah, Volume 11 No. 2 
Julii-Desember 2018. Hlm.333-334 
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anaknya orangtua si anak harus menanggung perbuatan 

anaknya berupa sanksi perdata seperti membayar diyat. 

Bersumber pada kekuasaan hakim dalam 

memastikan berat ringannya hukuman: 

a. Hukuman yang cuma memiliki satu batasan. 

Maksudnya hukuman itu tidak terdapat batasan 

paling tinggi serta terendahnya. Semacam hukuman 

had dengan 80 kali cambukan 

b. Hukuman yang memiliki batasan paling tinggi serta 

terendah dimana hakim diberi kebebasan buat 

memilih hukuman yang cocok diantara dua batasan 

tersebut. Semacam penjara ataupun jilid dalam 

jarimah ta’zir. 

Bersumber pada besarnya l hukuman yangl sudah 

ditetapkan: 

a. Hukumanl yang sudah ditetapkan l berbagai serta 

besarnya, dimana seseorang hakim wajib 

melaksanakannya tanpa dikurangi ataupun ditambah 

ataupun ditukar dengan hukuman lain. 

b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim buat 

dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang 

sudah diresmikan oleh syara supaya dapat 

disesuaikan dengan kondisi perbuatan serta 

perbuatannya. 

Bersumber pada tempat dikerjakannya hukuman. 

a. Hukuman tubuh, ialah hukum yang dikenakan pada 

anggota manusia semacam jilid. 

b. Hukum yang dikenakan pada jiwa, semacam 

hukuman mati. 

c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan 

manusia semacam hukuman penjara ataupun 

pengasingan. 
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Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat 

bahwa dilihat dari segi kekuasaanl hakim dalaml 

memastikan berat ringannya l hukuman, maka perbuatan 

terdakwa Danang tergolong dalam hukuman yang  

memiliki satu batasan karena hukuman jarimah zina 

sendiri sudah tercantum  dalam sumber hukum yaitu 

Alqur’an maupun hadist yang berbunyi “barang siapa yang 

melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan yang dimana 

terdakwa belum pernah menikah maka hukumannya 

dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dan tidak ada 

pilihan selain hukuman tersebut”. 

Berdasarkan dilihat dari segi besarnya hukuman, 

maka perbuatan terdakwa termasuk hukuman yang sudah 

ditetapkan macam serta besarnya, karena itu hakim harus 

melaksanakan putusan sesuai dengan yang sudah 

ditentukan dalam sumber hukum. Berdasarkan dari segi 

tempat dikerjakannya hukuman maka perbuatan terdakwa 

termasuk dalam hukuman tubuh karena terdakwa 

melakukan jarimah zina maka badannya dicambuk 100 

kali. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, 

maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tindak pidana atau Strafbaar feit merupakan masalah yang 

berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang 

diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang 

semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak 

pidana, proses penetapan ini merupakan masalah 

perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri 

seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana 

berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban 

pidana.  

Bahwa perkara putusan Negeri Demak 

No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk dilihat dari segi tindak 

pidananya menurut hukum positif , perbuatan yang 

dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana, karena telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu : terdakwa 

Danang  Nur Pramudio dengan sengaja melakukan tindak 

pidana, perbuatan terdakwa menimbulkan akibat yaitu 

telah merusak bagian alat kelamin korban serta 

menimbulkan rasa trauma yang dialami sikorban, dan 

terdakwa dianggap mampu dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga 

terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana 

persetubuhan sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
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Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, terdakwa dikenai  undang-undang 

tersebut karena korbannya masih dibawah umur, 

sedangkan Putri  Hidayatus Sholekah tidak dikenai pidana 

karena sebagai korban. Dari perkara persetubuhan 

tersebut.mendahulukan asas lex specialis derogat legi 

generalis yaitu mendahulukan undang-undang khusus 

daripada undang-undang umum. 

2. Berdasarkan hukum pidana islam ada beberapa segi yaitu 

pertama, dari segi tindak pidananya terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur jarimah maupun  unsur- unsur 

jarimah zina. Kedua, dari segi niat pelaku jarimah 

terdakwa termasuk kedalam jarimah sengaja. Ketiga, dari 

segi objeknya terdakwa termasuk kedalam jarimah 

masyarakat. Keempat, dari segi waktu tertangkapnya 

terdakwa  termasuk kedalam jarimah tidak tertangkap. 

Bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan 

Hakim (Pengadilan Negeri Demak) dalam perkara Nomor 

175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk, tentang tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak termasuk kedalam jarimah 

zina, yang dimana hukumannya termasuk hukum hudud. 

Hukum hudud ialah hukumannya harus dilaksanakan 

meskipun sudah dimaafkan oleh pihak korban, karena 

ketentuan hukum hudud sudah ditentukan oleh Allah yang 

sudah tercantum dalam alqu’an.  Maka hukuman untuk 

terdakwa ialah dihukum dengan 100 kali dera dan 

diasingkan selama satu tahun. Sedangkan untuk saksi 
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korban uqubahnya dikembalikan kepada orang tua untuk 

diberi pengajaran karena umurnya masih dibawah umur.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk masyarakat umum; 

a. Seharusnya sebagai orangtua harus mendidik, atau 

memperhatikan atau mengawasi anak agar tidak 

mudah terjerumus dalam perbuatan yang tidak 

diingkan seperti zina. Selain mengawasi perilaku anak 

kita juga harus mengawasi handphone anak agar tidak 

terjadi hal yang diinginkan. 

b. Sebagai anak ketika selesai sekolah pulang dulu, saat 

ingin bermain harus izin ke orang tua dengan alasan 

yang benar jangan berbohong. 

c. Penulis menggunakan hukum pidana dengan tujuan 

supaya semua orang jera atau takut terhadap 

perbuatan zina yang mau melakukan zina. 

ii. Untuk pembaca: 

Sebaiknya pada zaman sekarang harus lebih pandai 

mencari lingkungan yang baik maupun teman yang baik 

agar terhindar dari kejahatan kesusilaan atau kejahatan 

lainnya. 
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